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ABSTRAK

Indonesia masih dianggap rentan bagi pedofilia, tingginya kasus pedofilia di Indonesia ini
mengambarkan bahwa hukuman yang selama ini diberikan kepada pedofilia, ktektiiy
memberikan efek jera bagi pelakdasus pedofia ini mulai ramai setelah pada 2001 seorang
turis dari Italia Mario Manara, mencabuli 12 bocah di pantai Lovina, Bulelamgudian pada
awal tahun 2016 Kepolisian daerah Bali menangkap seorang weggaa Australia berinisial
RA (70) yang diduga terlibat kasus pedofilia terhadap empat orang korban di Denpasar. Hingga
tahun 2016 tercatat kasksa sus fApaedofil o di I ndonesia sep
Jakarta, Andri Sobari alias Emon (SukabumBlakukan paedofil sekitar 114 anak, di Jakarta
Internasional School, Samai dan Sodikin (Tegal), Bali dan Batam.

Semakinbanyaknyakasus pedofilia indipandang sebuah ancaman bagi generasi penerus
bangsa. Negara memiliki tanggungjawab penuh umtekndungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman apapun, khusunya kekerasan seksual yang
menimpa analanak. Bentuk dari kepedulian negara dengan dikeluarkannya regulasi Undang
Undang Rl Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedighn Anak, khusunya pada pasal 81 ayat (7)
yang mengatur tentang penambahan hukuman kebiri kimia.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana hukuman tambahan kebiri
kimia bagi pelaku pedofil menurut Undakgndang RI Nomor 17 Tamm 2016 Tentang
Perlindungan Anak, Kedua, Bagaimana perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang
hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil.

Jenis penelitian ini doktrinal dan tergolong dalam pendekatan penelitian sistematika hukum
yang menelusuri secara sistematik keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya
instrumental dan operasional; peristiwa hukum, hubungan hukum, subjek hukum, objek hukum
serta hak dan kewajiban. Menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengungialan d
dengan wawancara.

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa hukuman tambahan
kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia menurut Undamang Rl Nomor 17
Tahun 2016 tentang perlindungan anak pada pasal&t (7) bahwa hukuman tambahan ini
diberikan ketika memeuhi unsur perbuatan yang ada di dalam ayat (4) dan (5), perlindungan hak
asasi manusia harus seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku tersebut,
pemerintah harus bekerjasama dengath atedis dan psikolog untuk mengobati dan
memulihkan korban baik dari sisi fisik maupun mental agar kembali menjadi normal, hukuman
seharusnya tidak hanya diarahkan kepada pelakunya saja tetapi harus dibarengi dengan
pemulihan korban, sehingga terciptarkgadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua,
dalam perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur hukuman untuk pedofil ini dikategorikan
berdasarkan kejahatan yang diperbuat diantaranya: homoseksual, heteroseksual dan takzir.
Kebiri berpotensi untuk emutus keturunan, mentakzir juga melanggar, kebiri kimia bukan
hanya berdampak pada alat vital itu saja tetapi ada dampak yang lebih buruk dari kebiri
tradisional. Kebiri kimia belum tentu bisa menjerakan tetapi justru bisa membahayakan orang
lain.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Pedofil, Bahtsul Masail
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih dianggapentanbagi pelaku pedofiliahal ini juga diungkapkan oleh
FBI Biro Investigasi asal Amerika Serikat yang menyatakan bahwa kasus di Tanah Air
tertinggi seAsia! Dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang tedjatlidonesia
jumlahnya semakin meningkat tajam bahkan sudah berada dalam taraf menghawatirkan.

Kasus pedofia ini mulai ramai setelah pada 2001 seorang turis dari Italia Mario
Manara, mencabuli 12 bocah di pantai Lovina, Bulel&egjudian pada awal tahun 2016
Kepolisian daerah Bali menangkap seorang warga negara Australia berinisial RA (70)
yang diduga terlibat kasupedofilia terhadap empat orang korban di Denpasar. Hingga
tahun 2016 tercatat kasksa sus fApaedof i | 0 Saind (48) didDarene s i a
Sawit Jakarta, Andri Sobari alias Emon (Sukabumi) melakukan paedofil sekitar 114 anak,
di Jakarta Internasion&chool, Samai dan Sodikin (Tegal), Bali dan Batam.

Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK) mencatat peningkatan jumlah
permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak melebihi tindak pidana lain.
Sejak tahun 2016 hingga 2019 terus meningkearsesignifikan, berdasarkan jumlah
permohonan LPSK. Pada tahun 2016 terhitung ada sejumlah 25 kasus, tahun 2017
meningkat menjadi 81 kasus, dan tahun 2018 menjadi 206 kasus, hingga sampai bulan
Juli 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekeyelssual terhadap
anak?®

Peningkatan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak
pidana kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2016 ada 35 korban kekerasan yang
mengajukan permohonan perlindungan bantuan hukum, lalu pada @hum2ningkat
menjadi 70 korban, dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 149 korban. Pelaku ini

didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23% sedangkan sebanyak 19,77 % dilakukan

Pro Kalimantan Timur, AFBI : I ndonesia Tertinggi Pedof il
dalamhttps://kaltim.prokal.co/read/news/725#-indonesiatertinggipedofilia diakses 24 November 2019
2Mati us Al fons, iLPSK: Kasus Keker asan Seksual pada Ane

sebagaimana dikutip dalarhttps://nevs.detik.com/berita/d637744/Ipskkasuskekerasarseksualpadaanakmeningkattiap-
tahun diakses 24 November 2019


https://kaltim.prokal.co/read/news/72570-fbi-indonesia-tertinggi-pedofilia
https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun
https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun

oleh orang yang sama sekali tidak dikenal oleh pelakngkaangka ini lanya puncak

gunung es, dikhawatirkan fakta di lapangan jauh lebih besar daripada yang telah

disampaikan kepada LPSK.

Pedofilia ini sudah masuk dalam kategexira ordinary crimeataukejahatan yang

luar biasamembutuhkan penanganan luar biasa juga. Kpsdsflia ini mulai ramai

setelah pada 2001 seorang turis dari Italia Mario Manara, mencabuli 12 bocah di pantai
Lovina, Buleleng, Bali. la hanya dihukum 9 bulan penjara karena hukum saat itu masih
sangat lemah. Sejak itu kemudian muncul Uneldngang Pdindungan Anak. Namun

realitanya Undandgyndang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 200Xurang efektif

menangkal kejahatan kekerasan seksual pada anak, kejahatan itu semakin berkembang

pesat dan beraneka ragamnya.

Kasus kekerasan seksual pada aawa&k di Indonesia antara lain:

No | Pelaku

Kasus

1 Babe Baekuni

Menyodomi analanak jalanan di usia-4
tahun, sejak 1993, tak terhitung jumlahn
Ditangkap berkat pengaduan orang

korban atas kehilangan anaknya ya
berumur 9 tahun. Korban ditemukan tey
dimutilasi pada 8 januari 2010. Ba
ditangkap dan divonishukuman seumu
hidup. Total ada anak yang menjadi kork

pembunuhannya.

2 Robot Gedek

Menyodomi dan membunuh 8 anak jalar
usia 1115 tahun semua dilakukan di Jaka
Kroya dan Pekalongan. Ditangkap pada

SMati us Al fons, AiLPSK: Kasus Keker asan Seksual pada Ane
sebagaimana dikutip dalarhttps://news.detik.com/berita#537744/Ipskkasuskekerasarseksualpadaanakmeningkattiap-
tahun diakses 24 November 2019

‘Pro KalimawrtBan Tinmwmesifia Tertinggi Pedofiliao (Kalimant

dalamhttps://kaltim.prokal.co/read/news/725M-indonesiatertinggipedofilia, diakses 24 November 2019
5 Abu HuraerahKekerasan Terhadap AngBandung: Nuansa Cendikia, 2018), 134.
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Juli 1996. Divonis hukuman mati pada
Mei 1997. Tapi sebelum hukuman m
dilakukan, Robot Gedek tewas di |

Nusakambangan karena serangan jantung

William James Vahey

Buronan FBI atas pedofilia sedikitnya alf
90 anak. Pernah mengajar di Jaka
Internasional School (JIS) selama tal
19721992, diduga kuat melakukan pedofi
disekolah itu. Selain di Indonesia Vahey ju
pernah tercatat sebagai guru di Inggris, S¢
Arabia, Yunani, Lebanon, Venezue
Nikaeagua, Iran dan Spanyol. Sebel
sempat ditangkap, Vahey bunuh diri pada
maret 2Q0 setelah USB berisi fotfoto
bocah lakilaki korban Vahey dipergok

atasnya.

Tjandra Adi Gunawan

Manajer dan dosen asal Surabaya
mengincar anaknak melalui internet. Pri
berumur 37 tahun ini menyebarkan fq
anakanak di bawah umur vyang jal
korbannya melalui media sosial. Tjang
ditangkap pada 24 Maret 2014 akibat lapo
salah satu orang tua korban ke Polda J
Timur pada 29 November 2013 dan
Februari 2014. Dari situ diketahui korb
Tjandra adalah anaénak SD, pria da
wanita. la dicuigai terlibat dalam jaringa

pedofilia internasional.

Andri Sobari (Emon)

Sampai awal mei 2014. Emon menge




sudah melakukan sodomi pada 110 a
lelaki di Sukabumi, Jawa Barat. Sem
berusia antara 6 sampai 14 tahun, diinca
pemandian umum di dasya. Emon
membujuk mereka untuk melayani nafsur
dengan bayaran antara Rp 20-69%50.000.
Aksi pedofil ini terungkapsejak ada korba
yang melapor ke polisi pada 27 April 2014

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang hertiridak
dengan menjadikan anakak sebagai objek atau sasaran itu, umumbgeupa
pelampiasan nafsu seksudlukan hanya sebuah perbuat@pehavior) namun juga
merupakan sikagattitude) yang menyimpang, sehingga tendensi suka padaarakk
demi kepuasan seksual dari seorang dewasa dapat dikategorikan sebagai pedofilia.
Pelakunya disebut pedofil yakni manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual
menyimpang.

Banyaknya kasus pemberitaanengenai tindak kekerasan dan kejahatan seksual
terhadap anaknak seperti kasus penculikan, pencabulan, pemerkosaan dan pembunuhan
membuat banyak orang tua merasa risau akan keselaryatarereka mengingat kasus
kasusini dapat terjadi kapan saja darungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal
dari berbagai kalangan. Hal inilah yang dapat meningkatkan kecemasan orang tua
terhadap keselamatan anakndya.

Seiring dengan kejahatan yang semakin kompleks terhadap anak ini, mengenai pelaku
pedofilia, pemeritah hadir memberikan regulasitukmenanggulangi kasus yang marak
seperti ituyangterdapat paddindangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Wdddagg Nomor 23
Tahun 2002 tentang PerlinduamgAnakpada pasal 76D yang berbunyi:

ASetiap orang dilarang mel akukan keker aseé
mel akukan persetubuhan dengannya atau den

6 Misfatur Ruhma & Erni Agustina, Pengetahuan Tentang Pedofilia dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual pada
Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan KhuBugyeksi:Jurnal Psikologi Unissulavol. 12, no. 2, 2017, 61.
" lbid., 61.



Menjadi UndangJndang mengenai pidana tambahan kebiri kimia di dalam
ketentuarPasal 81 ayat (5) yang berbunyi:

ADal am hal tindak pidana sebagai mana din

korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atdaarkaneninggal

dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10

(sepuluh) tahun dan paling |l ama 20 (dua p
Serta pasal 81 ayat (7) berbunyi:

ATerhadap pelaku sebagai mana di maksud ay

pi dana berupa kebiri kimia dan pemasangan

Regulasi tersebut yang menjadi dasar atau acuan bagi para penegak hukum dalam
menghukum kasus sejenis pdtiafini, hukuman tambahan salah satunya berupa kebiri
kimia. Kebiri atau kastrasi merupakan tindakan bedah dan/atau penggunaan bahan kimia
dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi organ reproduksi bésgpapada jantan
maupunovarium pada betind. Berdasarkan pengertiannya, prosedur kebiri kemudian
dikelompokkan menjadi kebiri fisik dan kebiri kimia. Pada kebiri fisik, operator
melakukan pengangkatan total pada organ reproduksi, estismaupun ovariund.

Kebiri kimia adalahpraktik untuk menekan hasrat seksual, sehingga orang tersebut
tak lagi berminat pada hubungan seksudglaksanaan hukunini yaitu dengan
menyuntikkan ke tubuh manusia sehingga membuat nafsunya menjadi berkurang bahkan
hilang. Perbuatan tersebut tentu melgar kodrat manusia dan membuat pelaku menjadi
tersiksa. Tujuan hukum pidana di era modern sekarang ini tidak lagi berorientasi pada
pembalasan, akan tetapi membuat pelaku dan korban bisasaamamendapatkan
keadilant®

Secarapatofisiologi, kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormanti-
testosteronke dalam tubuh terpidana. Hormon tersebut bekerja dengan cara menekan
produksi dan aktivitagestosteronsehingga tidak memunculkan pacuan libido selama

8 Badan PengembangandanPemn aan Bahasa Kementerian Pendidi kan dan Ke
besar bahasa I ndonesi ao h2p0/MKbbi.web&Hiakees 14 Navenderdoilk ut i p dal am

9 Soetedjo, Sundoro P, Sulaiman A, TirdauEtika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kehitynal Etika
Kedokteran Indonesiapl. 2, no. 2, Juni 2018, 68.

10 Nur Hafrizal Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia
Jurnal Magister Hukum Udayan&flayana Master Law Journglvol. 7, no. 3, September 2018, 308.
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orang tersebut berada dalam pengaruh obatbigrsBemberian senyawa kimiai
mampu memperlemah atau menghilangkan fungsi dari hormof'seks

Hukuman kebiri kimiadalam Islammasuk dalam kategotakzir. Takzir diartikan
dengan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai
gisasdiyatdan tidak puldudud?

Takzir adalah hukuman untujarimah-jarimah yang mencangkup semua perbuatan
maksiat yang hukumnya belum ditentukan otely a daa diserahkan kepada ulil amri
untuk mengaturnyanulai dari hukuman yang paling ringan sampai ke yang paling berat.
Penyelesaian perkara yang termadakzir, hakim diberi wewenang untuk memilih
antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesgainj@mmah yang dilakukan
oleh pelaku. Jenignis takzir ini sebagai berikut: hukuman mati, hukuman jilid,
hukuman kawalan, hukuman pengasindatTaghrib wa All b 6 duk)yman salib,
hukuman pengucilan(Al-Hajr), hukuman ancaman(Tahdid) teguran (Tankh),
peringatan hukuman den@l-Gharamah)dan hukuman laiain .3

Pelaksanaan hukuman pada tindak pid@ahkair menjadi hak penguasa negara atau
wakil yang ditunjuk olehnya karendisyariatkan (dilaksanakan) untuk melindungi
masyarakat. Hukuman adalafkimasyarakat sehingga pelaksanaan dilakukan oleh wakil
masyarakat. Selain itu, hukumaakzir juga seperti hukumarhudud memerlukan
kesungguhan(ijtihad) dan penelitian. Selain penguasa atau wakilnya tidak boleh
melaksanakan hukumaakzir 1

Hukum pidana Islam memang tidak dijelaskan terkait kebiri kimia dalam nash,

namun dalam hadi®abi pernah mengemukakan terkait kebiri:

11 Soeredjo, Sundoro P, Sulaiman A, Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebial, Etika
Kedokteran Indones;j#8.

12 Amir Syarifudin,Garis-Garis Besar Fikih (Jakarta: Kencan2013), 320.

3 Wardi Muslich Pengantar dan Asas Hukum Pidana Is|ddakarta: Sinar Grafika, 2006), 1582.

14 Tim TsalisahEnsiklopedi Hukum Pidana Islaiilid Il (Bogor: PT Kharisma Ilimu), 152.
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Dari Qais, dia berkata: Saya mendengar Abdullah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:
Dahulu kami pernah berperang bersama Rasulullah tanpa membawa istri, lalu kami bertanya,
ABol ehkah kiamdi rmehdgelbélri au mel arang kami me |l ak
keringanan untuk menikahi wanita dengan pakaian sebagai mahar selama tempo waktu tertentu.
Abdul l ah kemudi an me mb aotaagkyang bednyaa! tJangarial &dma i or a
mengharamkan apgang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai avanga ng yang mel ampaui

(QSal-Maidah [5]: 87). (HR. Muslim}®
B CHRERS RV B igeR

Para Ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak®oleh

Kasus yang menimpdMuhammadAris bin Syukur pria berumur 20 tahun asal
Mojokerto ini diduga mencabuli sebanyak 9 anak (predator anawjilayah hukum
Pengadilan Negeri Mojoketo, kasusnya yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri
Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.Sus/20184fkndan diperkuat dengan putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 695/Pid.Sus/2019/Pt Sby dan tert&8nhggal 1
Juli 2019.Putusannya menyatakan dengan hukuman 12 tahun penjadcedda Rp 100
juta subsider 6 bulan kurungan dijatuhkan pada Aris. Sebagai hukuman tambahan, hakim
memerintahkan pada jaksa agar melakukan kebiri kimia. Hukumanatuhkan setelah
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undawigng Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Pengadilan Negeri Mojokerto mengambil keputusan itu
berpatokan sesuai dgen yang tertulis dalatdndangUndang RINomor 17 Tahun 2016
tentang Perlindungan Anak, bahkan kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap oleh
Pengadilan Tinggi Jawa Timbf.

Kasus tersebut mendapat respon yang sangat banyak dari kalangan masyarakat di
Indonesia. Khususnya dari ormas Islam yakni Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa
Timur (PWNU Jatim) di bawah naungan organisasi MNahtl Ulama yang dalam
strukturnya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBMang berarti pengkajian

terhadap masalatmasalah &hidupan kontemporer yang meliputi, agama, sosial dan

15 Ahmad Alli, Kitab Shahih ABukhari & Muslim (Jakad: Alita Aksara Media, 2013), cet. 1, 373

6 Adi | VedeAhkam al dighiyyah aMu t a 6 a | |-Syahaat(Bdirit: Dar BiFikr), 88.

"Kezia Pricilia, APN Mojokerto: Hukuman Kebiri Ki mia te
Agustus D19) sebagaimana dikutip dalahttps://surabaya.liputan6.com/read/4047883fmjokertchukumankebiri-kimia-
terhadappemerkosand-berpatokuu, diakse24 November 2019
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politik. Berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas keagamaan, sosial
dan politik dalam kajian fikih Islantf

Tugas Lembaga Bahtsul Masail adalah menghimpun, membahas dan memecahkan
masalakhmasalah yang menuntut kepastian hukurembaga ini merupakan bagian
terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ul@yariah) dalam
menetapkan hukum suatu masalah yang keputusabesfangsi sebagai bimbingan
warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan peilass unnah wal | a me
19

Dalam pemaparan di atas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang mengkaji
mengena hukumantambaharkebiri kimia bagi pelaku pedofil baik menarUndang
Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 maupun menudmukum pidana Islampereliti
mengkaji putusan ormas lstd_embaga Bahtsul Masail PWNU Jatim. Hal ini diperlukan
mengingat dalam putusannya Lembaga Bahtsiddlgustru menolak adanya hukuman
tambahankebiri kimia ini. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait
dengan hukuman tambahankebiri kimia ini dalam penelitian skripsi dengan judul
Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia (Chemical Casation) pada
Pelaku Pedofil dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan dalam latar belakang, maka yang
menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:
1. Bagaimana hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil menumdeang
Undang RINomor 17 Tahun 20167
2. Bagaimangerspektif bahtsunasail PWNU Jawa Timur tentahgkuman tambahan
kebiri kimiabagipelakupedofil?
. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

18 Speleiman Fadeli dan Moh. Subhamtologi NU (Surabaya: Khalista, 2008),-36.
9 Ibid., 3536.



1. Tujuan Umum
Tujuan penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan di dalam memperoleh
Gelar Sarjana Hukum, ga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
2. Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil menurut
UndangUndang RINomor 17 Tahun 201%entang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui perspektif bahtsul masail PWNBwa Timur tentang
hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum khususnya yang
berkaitan dengan hukuman tambahan kebiri kimia.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai
konsephukumantambaharkebiri kimia perspektif bahtsul masail PWNU
Jawa Timur
2. Manfaat Praktis
a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi
masyarakat pada umumnya.
E. Tinjauan Pustaka
Berdasarkn gambaran yang telah disampaikan dalam rumusan masalah, penulis
mencari berbagai informasi referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan guna dijadikan
bahan perbandingan antara berbagai penelitian sebelumnya, agar dapat menemukan
perbedaan fokus pene#iti yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Tinjauan
pustaka dilakukan untuk mencari informagormasi dan variabetariabel yang relevan
dengan penelitiaf. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi bagi

penulis, antar&ain adalah sebagai berikut:

20 Suteki dan Galang Taufamiletodologi Penelitian HukupfDepok: RajaGrafindo Persada, 2018), 209.
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Sumber pertama yaitu, sumber dari skripsi yang ditulis oleh Ahmad Murobi Siyasah
Jinayah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016 dengan judul penelitian
AHukuman Kebiri Bagi Pel aku RileRWWNYU Jadwa ( St ud
Tengah 2015) penelitian ini membahas mengenai putusan bahtsul masail PWNU Jawa
Tengah tentang hukuman bagi pelaku pedofil, menurut PWNU Jawa Tengah ini hukuman
bagi pelaku pedofil adalah kebiri. Serta membahas mengenai persamaan dan perbedaan
hukuman kebiri dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang mana dalam
penelitian ini penulis menggunakan ketentuan hukum pidana positif sebelum
diperbaharui yakni bukan ketentuan menurut Undandang Rl Nomor 17 Tahun
201621

Meskipun samasama membahas tentang kebiri perspektif bahtsul masail PWNU,
namun terdapat perbedaan dalam hal tempat dan pembahasan yakni, penulis dalam
skripsi ini membahas terkait kebiri kimia dalam perspektif bahtsul masail PWNU Jawa
Timur, yang dalam putusannganderung menolak adanya kebiri kimia.

Sumber kedua, skripsi yang ditulis oleh Mohamadhiiahman bin Azizan dari
Universitas Islam Negeri ARaniry Darrusalam Banda Aceh dengan judul penelitian
AHukuman Bagi Pel aku Kejahatan Pedofiliao
Ulama Klasik dan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda@ng (PerpuNomor 1
Tahun 2016) penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukuman kebiri menurut
Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Wdddagg RI Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam pasal 81 dan 81 A yang
pemberian gsasi kebiri kimianya diberikan bersarsama dengan pidana pokok dan
pada penelitian ini para ulama klasik bersepakat mengenai hukuman kebiri ini adalah
haram tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Namun sebagian pendapat ulama di
Indonesia mendukung pé&ksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku pedofilia atas dasar
hukuman tersebut dikatakan bagian dakiir.?2

Meskipun sam@ama membahas tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang sekarang sudah disahkan mewjadgU

21 Ahmad Murobi, Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofil (Studi Analisis Bahtsul Masail PWNU Jateng 2015, Skripsi:
Program Studi Siyasah Jinayah Fakultas Syar i @Mmaradgg20l6Huk um Un
22 Mohamad Fathurahman bin Azizan, Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia (Studi Perbandingan
Hukuman Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No.1 Tahun 2016), Skripsi: Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas

Syar i 6 ah UhiaensitaslIsl&ruNegeri ARaniry Darussalam Banda Aceh (Banda Aceh, 2018).
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Undang RI Nomor 17 Tahun 20X6ntang Perlindungan Anak dan pandangan ulama,
namun pada penelitian ini penulis fokus pada pembahasan kebiri kimia menurut-Undang
Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dan putusan bahtsul masaill PWNU Jawa Timur
tentang kebiri knia.

Sumber ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hadyan Harits dari Universitas Islam Negeri
Syarif Hi dayatull ah Jakarta dengan judul [
Paedof il dalam Perspektif Hukum Pidsana |s
sanksi kebiri kimia yang tidak ada aturannya dalam nash atdzaihdan ketika sodomi
atau zina hukumannya disesuaikan dengan dalil zina yang hukumannya bagi pezina yang
sudah menikah adalah rajam dan bagi yang belum menikah adalah cambuk 300 kali.

Meskipun sam&ama membahas mengenai kebiri kimia, akan tetapi dalam penelitian
ini lebih terfokus mengenai hukuman kebiri kimia dalam konsep bahtsul masail PWNU
Jawa Timur, reaksi atas adanya putusan hukuman tambahan kebiri kimia yang diterima
Aris pelakukejahatan seksual yang mencabuli 9 bocah di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Mojokerto.

Sumber keempatjurnal yang ditulis oleh Sufyan llyas dari Institut Agama Islam
Neger i Bengkulu dengan judul penelitian AS
dan Hukum Pidana Indonesia. Yang dalam penelitiannya dalam pandangan hukum Islam
dikategorikan sebagai suatu hukuman yang memiliki batagaimal dan maksimal yang
ditentukan oleh hakim. Sehingga dapat digolongkan sebagai takzir yang hukumannya
belum ada dlam nashDan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bertujuan menjaga
kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia dan memberikan efek jera
kepada pelaku serta bentydertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana
pedofilia2*

Meskipun sam&ama membahas mengenai kebiri kimia, akan tetapi dalam penelitian
ini lebih terfokus mengenai hukuman kebiri kimia dalam konsep bahtsul masail PWNU
Jawa Timur, reaksi atas adanyatusan hukuman tambahan kebiri kimia yang diterima

23 Hadyan Harits, Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Paedofil dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi: Program
Studi Pidana | sl am Fakul tas SgreSyarifiHadyatulledn dakara) (Jakarta: P0i6).ver si t as |

24 Sufyan llyas, Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Pascasarjana IAIN
Bengkulu.
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Aris pelaku kejahatan seksual yang mencabuli 9 bocah di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Mojokerto.

Sumber kelima, skripsi yang ditulis Wahyu Handoyo dari Institut Agama Islam
Negeri Tulungagung dengap u d u | penel i tian AStudi Anal
Pengganti Undangndang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri bagi
Pel aku Pedof il dal am Perspektif Hukum | sl &
hukuman kebiri menurut Peraturan Pem@atin Pengganti Undargndang (Perpu)

Nomor 1 Tahun 2016 yang juga dielaborasikan dengan hukum Islam terkait kebiri ini
dengan beberapa kategori hukuman dilihat dari jenisnya agakamuhsamtaughoiru
muhsan sodomi atau homoseksual dan apabila tidakukalalam semua kategori itu
hukumannyaakzir.?®

Meskipun sam&ama membahas terkait kebiri baik menurut hukum positif dan
hukum pidana Islam, namun ini pembahasannya lebih terfokus mengenai hukuman kebiri
kimia dalam konsep bahtsul masail PWNU Jawa Timur, reaksi atas adanya putusan
hukuman tambahan bgya kebiri kimia yang diterima Aris pelaku kejatan seksual yang
mencabuli 9 bocah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.

F. Metode Penelitian
Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja
(sistematis) untuk memahami swasubjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk
menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk
keabsahannyaMetodologi penelitian berasal dari kdtaM e t oyang artinya cara yang
tepat untuk melakukan sesuatu; dahgoo syang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi,
metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama
untuk mencapai tujuass.
1. JenisPenelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif
menurut Syaodih Sukmadinata sebagaimana dikutip dalam bukunya Suteki dan

25 Wahyu Hadyono, Studi Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Ukbhategng (Pgyu) Nomor 1 Tahun 2016
tentang Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofil dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga
|l slam Fakultas Syaridah dan | I mu Hukum Institut Agama | sl am
26 Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2018), 148.
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Galang Taufani yang berjuddl Met o d e P e n e ladalah saatu péhelitan mo
yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa,
aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual
maupun kelompok’ Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini makap
penelitian doktrinal, penelitian doktrinal adalah penelitiaqpenelitian atas dasar
hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang
pengonsep dan/atau sang pengembanginRékarenakan dalam skripsi ini penulis
mengkaji kéiri kimia dalam perspektif fikin Islam yang dalam hal ini putusan
lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang kebiri kimia.

2. Pendekatan Penelitian

Pedekatan penelitian dalam skripsi ini tergolong dalam penelitian terhadap
sistematika hukum. Sistemadikhukum merupakan penelitian dengan menelusuri
secara sistematik keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental
dan operasional; peristiwa hukum, akibat hukum, hubungan hukum, subjek hukum,
objek hukum serta hak dan kewajit¥an.

Skripsi ni tergolong kedalam pendekatan penelitian sistematika hukum karena
berangkat peristiwva hukum putusan kebiri kimia oleh Pengadilan Negeri Mojokerto
terhadap M. Aris bin Syukur yang kemudian akibat hukum dari keberadaan putusan
itu dimintakan putusan kepadembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur untuk
mengkaji kebiri kimia dalam kajian fikih Islam. Kemudian dalam penelitian ini
penulis akan mengkaji, menganalisis dan membahas kebiri kimia kajian fikih Islam
dalam putusan lembaga bahtsul masail PWNU JawarTimu

3. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara dua data yang diperoleh langsung dari
sumbernyadan dari bahatvahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat
dinamakan data primer (data dasa@n dalam skripsi ini penulis melakukan
wawarcara dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jawa ,Tsedangkan
yang diperoleh dari bahayahan pustaka dinamakan data sekufftier.

271bid., 139.

2%Soetadyo Wignjosoebroto 0 HuRo n( JaBksAMBIEUYMR012)Ceelt68.de & Mas

29 Suteki, Galang &ufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik), 176.

30 Soerjono Seokanto dan Sri Mamudiji, Peneltian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: CV. Rajawali,
1985), 14.
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Data sekundedalam penelitian inmeliputi!

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa ada bahan
hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.
Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai
sumber penelitian hukuns.

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis
akan mengambil dari peraturan dasar yakniQAl r 6 a n Hadi st , uub
1945, UU RI Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, KUHP, Putusan
Bahtsul Masail PWNU Jawa Tum

2. Bahan hukum sekundeyang berupa buku yang berkaitan dengan tema penelitian
yang berupa hasil penelitian, lapofaporan, jurnal ilmiah, artikel di media
massa dan internet, hab#sil seminar yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersieyakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamusy kamus
hukum,ensiklopediamajalah hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk
melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik PengmpulanData

Metode pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang dilakukan sehingga
dapat diperlihatkan penggunaanya melalui angket, waancara, pengamatan, tes,
dokumentasi dan sebagainya.

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai
berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih
secara langsung tentang informedormasi atau keterangdweterangan.
Pewawancara(interviewer) adalah pengumpul informasi. Wawancara yang
dimaksud disini adalah wawancara wkkegiatan ilmiah, yang dilakukan secara

sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabifitas.

3Lbid., 14

2Dyah Ochtoria Susanti, Adan Efendi, Penelitian Hukum (L
33 Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik), 216

34|shaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2018), 115
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Wawancara dalam penelitian skripsi ini dilakukan terhadap Lembaga Bahtsul

Masail PWNU Jawa Timur yang diwakili oleh ketuanya langsung.
b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian

informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari

hasilpengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan

sebagainy&®

Dokumen yang akan penulis gunakan dalam skripsi ini data sekunder yang

berupa bahabahan hukum sekunder dan tersier, diantaranya adalah keputusan

bahtsul masail PWNU Jawa Timur, peraturan perundemtangan, bukduku

yang berkaitan dengan kebiri kimia, péitia dan bahtsul masail, jurnal, skripsi,

tesis, disertasi yang mendukung dan berkesesuaian dengan penelitian ini

kemudian mengkroscek dengan metode dokumentasi dan wawancara dengan

ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang keputusan keiéri Ki

bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

5. Teknik Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat
deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif
terhadap data primer damatd sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur
hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi
atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan
hukum yang menjadi objek kajid® Analisis ini memberikan analisis data dan
mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul yaitu Hasil Keputusan Bahtsul
Masail PWNU Jawa Timur, Undafigndang RI Nomor 17 Tahun 20li&ntang
Perlindungan Anakpesifikasi pada pasal 81 Ayat fgngakan dikaji menggunakan
deskriptif analisis.

Bertujuan untuk mengetahlionsepputusanLembaga Bahtsul Masail PWNU
Jawa Timur dalam menjawab hukuman tambahan yang di t&findais bin Syukur

35 Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafaori, Praktik), 217
36 Zainudin Ali, Penelitian Hukum107.
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pelaku pedofil yang di putus Pengadilan Negeri Mojokerto dengakuman
tambahan kebiri kimia selama dua tahun.
6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan. Keabsahan
data merupakan konsep penting yang diperlukan. Validitas data berarti bahwa data
yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh
peneliti. Dalam peglitian kualitatif, bukan sedikibanyaknya informan yang
menentukan data yang terkumpul, melainkan salah satunya adalah ketepatan atau
kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan. Banyak hal mempengaruhi
perolehan data yang valid seperti ketepatkmik pengumpulan data, kesesuaian
informan, cara melakukan wawancara, observasi, dan cara membuat catatan
lapangan. Salah satu teknik untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian
kualitatif yang perlu dibahas adalah menggunakan teknik trianggGlasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatan sesuatu
yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data tersebut. Teknik trianggulasi yang paling banyak digunakan ialah
pemeriksaan melalsumber lainny&®

Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Tekiikangulasi teknik, untuk
menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber
yang sama dengan teknik yang berbeakni mengecek kembali data yang telah
diperoleh kepada sumbernya langsung. Untuk menguji keabsahan data putusan
bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan
seksual terhadap anak

G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah permasalahan skripsi ini dapat membegiararan yang
jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka perlu penulis untuk memaparkan

sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

37 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2014), 243.
38 Meolong J Lexy, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 331.
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Bab I: Merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan danmanfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika
penulisan.

Bab II: Berisi tinjauan umum tentang pengertian hukuman dan teori pemidanaan,
pengertian kebiri dan kebiri kimi@Chemical Castration)pengertian kekerasan seksual
pada anak dalam hukum positif, hukum Islar@ori ushul figh, metode istinbath Imam
Asy-Syafi 61, t esoya rdamihahbausmasiail. a s y

Bab IIl: Bahtsul masail PWNU Jawa Timur dan putusan PWNU Jawa Timur tentang
hukuman tambahan kebiri kimia bagi glall kejahatan seksual terhadap anak.

Bab 1V: Analisis problematika hukuman tambahan kebiri kimia pada pelaku pedofil
dalam perspektifiukum positif darbahtsul masail PWNU Jawa Timur.

Bab V: Penutup, yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup
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BAB Il

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA
(CHEMICAL CASTRATION) PADA PELAKU PEDOFIL

A. Hukuman dan Teori Pemidanaan
Dalam titel 1 buku I K (Bttafiren), sermamipar diseem | u d u |
hukuman pidana yang dianut di Indonesia. Sistem inireadahanya disebutkan dalam
Pasal 10 KUHP yait&®
a. Pidana Pokok
Pidana Mati
Pidana Penjara
Pidana Kurungan

Pidana Denda

a r w0 N PRE

Pidana tutupan
b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hakak tertentu
2. Perampasan baraffarang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Sifat kesederhanaan terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya
digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya. Pada masalah hukum pidana,
hukuman kurang dilihat pada masalah berat ringannya perbuatan secara objektif, tetapi
lebih dilihat pada bermanfaatnya bagpenjahat. Ini berakibat bahvgedana tidak layak
disamaratakan pada semua orang, tetapi harus beraneka warna agar sesuai dengan
tabiatnya masingnasing?©

Hukuman ditunjukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran, pidana
Sanksi yang dianutmmembedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman
pidana ditunjukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang*teratri.

pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem Eropa Kontinental, yaitu teori absolut,

39 Kitab UndangUndang Hukum Pidana & Kitab Undatndang Hukum Acara Pidana, (Pustaka Mahardika: 2010),
cet. 1, 13.

40 Wirjono Prodjodikoro,AsasAsas Hukum Pidana di IndonesiBandung: PT Refika Aditama, 2003), cet. 1,174
175.

4L eden Marpaungisas Teri, Praktik Hukum Pidana(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 105.
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teori relatif, dan teori gabungan. Pembagiang demikian berbeda dengan teori
pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu teori retebusi,
inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabiltas.

1. Teori Absolut atau Pembalas@rergeldings Theorie)

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Imittasar pembenar dari penjatuhan
penderitaan berupa pidana itu pada penj&hBeori ini bertujuan untuk memuaskan
pihak yang dendam baik masyarakat itu sendiri maupun pihak yang dirugikan atau
menjadi korban.Dasar utama pendekatan absolut adalah balas metethadap
pelaku®*

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidanamempunyai 2 (dua) arah,

yaitu?®

a. Ditunjukan pada penjahatnnya (sudut subyektif dan pembalasan)

b. Ditunjukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan
masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)

Sementara itu, Karl O. Christiansen sebagainthkatip oleh Mahrus Ali dalam
bukunya i D a sDasar Hukum Pidana mengi dent i fi kasi l i ma
absolut, yaknf*®
a. Tujuan hukum hanyalah sebagai pembalasan
b. Pembalasan sebagai tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana

untuk tujuan lain ggerti kesejahteraan masyarakat.

Kesalahan moral sebagai sa@atunya syarat pemidanaan.

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku.
e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak
untuk memperbaiki, mendidik dan meosialisasi si pelaku.

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejaméina pidana perlu diberikan kepada
pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan:

a. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik
perasaan adil bagi dirinya, temanrdan keluarganya serta masyarakat. Perasaan

42 Mahrus Ali, DasarDasar Hukum PidanaJakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 1B%7.

43 Adami ChazawiPelajaran Hukum PidangJakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 153.
44 Mahrus Ali, DasarDasar Hukum Pidanal87.

45 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidanal54.

46 Mahrus Ali,DasarDasar Hukum Pidanal88189.
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tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh

tidak menghargai hukum. Tipe ini disemirtdicative.

b. Pidana dimaksudkan untuk memberi peringatan pada pelaku kejahatan dan
anggota masyarakat bahwa setiap ancaman yang meruganmemperoleh
keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjaran. Tipe ini
dimaksudfairness.

c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukan adanya kesebandingan antara apa yang
disebutthe gratify of the offencgengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini
disebutproporsionality.

2. Teori Relatif/Teori Tujuanrélatieve/doeltheorie

Secara prinsip teorni mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaanya
harus berorientasi pada upaya mencegahan terpisip@eial preventioninengulangi
kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya
(general prevention)dari kemungkinan elakukan kejahatarseperti yang telah
dilakukan terpidana maupun yang lainriya.

Tujuan teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk
menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakatiuk mencapai tujuan ketertiban
masyarakat tadimaka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, ydftu:

a. Bersifat menakuhakuti(afschrikking)

b. Bersifat memperbailiverbetering/reclasering)

c. Bersifat membinasakgonschadelijk maken)

Sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Pencegahaumum(general preventive)

b. Pencegahan khus(speciale preventive)

Ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai beritut:

a. Tujuan pidana adalah pencegalfarevention)

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai

tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat

471bid., 190.
48 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidanal57.
49 Mahrus Ali,DasarDasar Hukum Pidanal91.
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c. Hanya pelanggarapelaggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku
saja (misal karena sengajalpa) untuk memenuhsyarat untuk adanya pidana

d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah
kejahatan.

e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabika tida
membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungalverenigingstheorie)

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang
terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping galan bahwa
penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbyetiaky juga
dimaksudkaragardapat diperbaiki sehingga dapat kembali ke masyarakat.

Teori gabugan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar?¥aitu:

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak
boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya
dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, teta
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan
yang dilakukan terpidana.

B. Kebiri dan Kebiri Kimia

Dalam sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T
Cheney dalarm Brief History of Castratin 2nd Edition2006, menyatakan kebiri sudah
dilakukan di Mediterania Timur pada 8.00M00 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak
betina lebih banyak dari dibandingkan dengan jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri
dilakukan pada manusia. Namun, di Mgsda 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang
dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya.
Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di
Pesia, serta bendahara dan sejumlalbaejkekasisaran di Tiongkok. Secara historis

501bid., 191
51 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidanal62163.
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pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual,
transgander, pemerkosaan dan pedéfil.

Pidana tambaha(Bijkomende Strafflimaksudkan sebagai pengembangan langkah
pemidanaan damola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan
berkemlang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efekdeterrent effect)
dari berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, pidana tambahan yang diberikan
kepada pelaku diharapkanampu menghalangi niat buruk pelaku, mengingat sifatnya
yang mengikat tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya mikuman.

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau
menggunakan bahan kimia yang bertojumaenghilangkan fungsestispada jantan atau
fungsi ovarium pada betinaPengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun
manusia ada dua macam pengebirian yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri
fisik dan juga kebiri kimiawi. Kebiri fisik tiakukan dengan cara mengamputtestis
pelaku pedofil sehingga membuat pelaku kekurangan horitestoteron yang
mempengaruhi gairah seksualnya. Sedangkan kebiri kimiawi, dilakukan dengan cara
memasukan bahaanti-androgen baik melalui pil atau suntikan ketubuh seseorang
dengan tujuan untuk memperlemah hornestoteror?* Secara sederhana kebiri dibagi
menjad dua yaiu:

1. Surgical Castratior{pengebirian bedah)
Secara prosedur, pengebirian bedah adalah proses mengurangi atau bahkan
menghilangkan gairah seksual baik pria maupun waPgtda wanita dicapai dengan

cara menghilangkan sel telur padsarium atau dsebut dengamophorectomy

Selama proses operasi at@ophorectomyni relatif memiliki tingkat kesulitan yang

tinggi. Setelah operasi wanita membutuhkan waktu sekurangnya 4 sampai 6 minggu

untuk pulih sebelum beraktifitas normal. Sedangkan pgadamemiiki prosedur

yang relatif sederhana dan biasanya dapat beraktifitas kembali secepat mungkin

setelah operasi. Pengebirian bedah ini sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan

52 Supriyadi, Ahmad Sofian, Ahmad Rizkienguiji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri

(Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indgr{@siearta: Institut Fo€rimical Justice Reform ECPAT
Indonesia Mappi FH Ul Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016, 9.

53 Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani. Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Kejahatan

SeksualPIH Jurnal llmu HukurmUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya, vol. 14, no. 27, Februari 2018, 30.

54 M. Andi Dirgantara, dkk. Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku

Pedofilia,USU Law Jurnalvol. 5, no. 1, Januari 2017, 124.
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yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual pada pelaku tindak pidana
kekerasan seksual untuk mencegah timbutegaivisme>®

Recidivis atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang
melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan Hakim
yang berkekuatan hukurtetap(in krachiven gewijsdekemudian melakukan tindak
pidanalagi>® Pengebirian bedah memiliki beberapa konsekuensi jangka panjang
antara laire’
a. Seutuhnya mengalami kemandulan
b. Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan masa otot dan
hilangnya hasrat
Sulit menjalin kontak seksual dengan lawan jenis
Bulu pada bagian muka dan kemaluan akan berhenti tumbuh

Ketidakmampuan untuk memproduksi horntestoteron

-~ o o o

Hilangnyasimbolik kedewasaan dan kewanitaan infeksi jarngkgang
. Chemical CastratioriPengebirian Kimia)

Di sejumlah negara kebiri menjadi hukuman bagi penjahat seksual, baik dari
pemerkosa maupun pelaku paedofilia. Prosesnya dikenal sebagai kebiri dengan
menyuwntikan zat kimia tetentu, disebut suntik kebiri atu kebiri kimiawi, ada dua obat
yang secara umum digunakan, obgproterone asetamumnya digunakan untuk
pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkadroksiprogesteron aset@PA,
bahan dasar sekarardijgunakan dalam DMPA) adalah obat yang digunakan di
Amerika. Dengan menyuntikkan obanhti-androgen sepertimedroxyprogesterone
acetateataucyproterone Obatobatan yang dapat menekan fungsi horr@stoteron,
untuk menurunkan leveestoteron hormon éki-laki, yang bertanggung jawab pada

timbulnya libido®®

55 Fitriyani, Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi
Manusia Tesis Program Studi Magister lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, (Lampung: 2016), 48.

56 Barda Nawawi Arief,Sari Kuliah Hukum Pidana Il(Semarag: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Universitas
Diponegoro, 1993), 66.

57 Fitriyani, Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi
Manusia,48-49.

58 Supriyadi, Ahmad Sofian, Ahmad RizkiMenguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri
(Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indgréesia
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Kebiri kimiaadalahzat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuhakan mengurangi
bahkan menghilangkan kemampan ereksi, libido atau hasrat seksual. Hukuman
kebiri kimia berupasuntik anti-androgen. Jka pembeian anti-androgen dihentikan,
dorangan seksual dan fungsi ereksi seseorang akan muncul lagi.>® Dalam hukum
pidanakebiri kimia bukanlahhal yang baru karena telah ada di beberapa negara yang
menetapkan hukuman tersebut bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah,
oleh karena itu di beberapa bagian negara Amerika @ygeat pengebirian kimia
sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana kekerasan
seksual. Fungsi dari pengebirian kimia itu sendiri adalah sebagai metode sterilisasi
mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi mediguederta
tujuan yang ingin dicapai yaittetribution, deterrence(pencegahan)ncapacitation
(ketidakmampuan)ghabilitation (rehabilitasi)°

Testoterormerupakan hormon yang memiliki banyak fungsi, salah satunya fungsi
seksual. Hormontestoteroninilah yang memicu gairah seksual pada pria dan
membuat penis ereksi. Dengan kata lain saarsatndrogenrmasuk kedalam tububh,
maka gairah seksual pria akan menurun. Prodiglstoteron95% berasal dari sel
leydig dibuah zakar pria. Pemicu agdestoteron diproduksi adalah hormon
luteinizingyang dikeluarkan kelenjdrypophysisanterior di otak. Zat anttestoteron
membendung kelenjar di otak agar tidak diproduksi hormon pemicu produksi
testoteronKalau itu diteka, otomatis testis tidak memprodukestoteron Jadi hal
inilah yang membuat pria kekurangan hornestoterorsehingga tidak lagi memiliki
dorongan seksuét.

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukun@@mnishmentpatau tindakan/perawatan
(treatment)belekangan ini menjadi suatu gejala di beberapa negara termasuk-negara
negara Uni Eropa dan Amerika Serik&erdasarkanWorld Rape Statistiatau
statistic dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara dunia. Saat ini ada 20 negara
yang memberlakukan hukumaeliri yakni 9 NegardNegara Eropa dan 9 Negara

59 Majalah Hukum \aria Keadilan, (IkatanHakim Indanesia: 2015), 49
60 Fitriyani, Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi

Manusia,50.

61 Taufik Hidayat, Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia (Tinjauan Hukum
Pelaksanaan Undafgndang No.17 Tahun 2016)urnal Sosial Politikvol. 24, no.1, Juni 2019, 77.
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Negara bagian Amerika, satu Negara Amerika LatinsddunNegaraAsia Tenggara.
Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik
Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangeanbilan Negara bagian Amerika
adalah California, Florida, Georgia, Lowa, Lousiana, Montana, Oregon, Texas dan
Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah
Argentinadan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea SeftSebagaimana
sudah dijelaskan sebelumnya, pro dan kontra terhadap hukuman kebiri adalah sebuah
keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi terlebih di Indonesia dengan
keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan &§ama.
3. Eksekusi Pengebirian

Pada pria, pengebirian (kastrasi) dilakukan dengan tigaRar@ama memotong
saluran sperma kearah penis yang dikenal dengan nasektomi Kedug
mengeluarkan atau meniadakan organ penghasil sperma (testis) yang terdapat pada
kantung skrotum di bawah batang kemaluan lakaki. Ini dikenal dengan istilah
orkiektomi Ketiga, penyuntikan atau ijeksi bahan kimia yang mematikan fungsi
organ penghasil sperma (testis) itu sendiri. Ini dikenal dengan metode kastrasi
kimiawi. Metode ini yang telah lazim digureak di zaman ini dalam kepentingan

pemberantasan kejahatin.

62 Supriyadi, Ahmad Sofian, Ahmad Rizkijenguiji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri
(Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anékdtdinesia 9-10.

63 Ahmad Fahmi Raharja. Episteme Hukuman Kebiri (Analisis Yuridis Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Hukuman
Kebiri Kimia, Jurnal HukumUniversitas Islam AlAzhar Mataram, 205.

64 1rene Widiyaningrum, IrwansyatPolitik Hukum Pemidanaan Kasasi, 386.
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Berikut ini adalah proses yang menggambarkan prosedur kebiri ®imia:

7Y

Biasanya dilakukan
psikiater forensik

Hal ini dapat
dilakukan melalui

untukmenentukan suntikan atau pil
apa kastrasi p
p>
PEMERIKSAAN MEMASUKAN
PSIKOLOGIS CAIRAN ANTH
\ ANDROGFN

\-

Hormon testoteron
melemah hingga
libido dan
kemampuan ereksi

HORMON
TESTOTERON
MFI FMAH

C. Pedofilia

Di antara sekiaanyak bentuk kekerasaeksual, yang patut di waspadai saat ini

adalah pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual

menyimpang dengan anakak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, secara harfiah

tentang pedofiligpaedo(anak danphilia (cinta), sedangkan secara istilah pedofilia i

pais berarti anak laklaki dan philia berarti persahabatan. Sarjana Inggris menulis

paedopilia, sedangkan sarjana Amerika menydaedophiliadan psikhiater Indonesia

menulis dengan pedofiliaaBdofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang

untuk bertindak dengan menjadikan amalak sebagai instrumen atau sasaran dari

65 Cesar Antonio Munthe, Relevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas UndangJndang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan PemidanaaniHukum Justitia Et

Pax,vol. 32, no.1, Desember 2016, 112.
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tidakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu sgieteethan
seksual pada anak ini menimkah trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam
waktu singkaf®

Pedofilia sebagai daya tarik seksual terhadap -anak pra pubertakebanyakan
pelaku pedofilia ini adalah seorang pria, mereka memiliki ketertarikan seksual dengan
anak yang usianyalsihwah 13 tahun. Kriteria orang yang didiagnosis memiliki gangguan
kejiwaan sebagai pedofil, adalaRertama memiliki fantasi seksual atau dorongan
seksual yang intens dan berulang atau terlibat dalam perilaku seksual dengan anak atau
prapubertas (umumnyasia 13 tahun ke bawah) selama setidaknya 6 b#ladua,
Bertindak berdasarkan dorongan seksatal fantasi seksual yang akan menimbulkan
tekanan atau kesulitamterpersonal Ketiga, Setidaknya telah berusia 16 tatfin
Berdasarkan usia yang disasar, pedofilia dikelompokan daleeiofilia digunakan
untuk orang dewasa yang menyenangi pasangan yang sudah matang secara fisik, mereka
yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun disgbaotophilia Sementara itu,
anak perempuan berusia-18 tahun disebutebophilia mereka yang tertarik anak laki
laki di usia tersebut, dikenal dengaphebohile$®

Beberapa orang penderita pedofilia membatasi aktvitas menyimpangnya hanya
dengan melihat atau membuka pakaian aarak, sedangkan yang lainnya melihat
dalam ekshibisionismemencium, menyentuh, seksal serta persetubuhan anal atau
persetubuharvagina (pada kasus anak perempuan). Karena masih polos;aaalk
sering kali dimanfaatkan oleh pelaku, yang menginformasiiawa dirinya (pelaku)
sedang fAimendi di ko mer eka, Aimenunjukan sesu
yang akan mereka #dAsukai o. Peristiwa 1ni S

berlanjut selama beberapa tahun hingga mereka ketahuan atau hubengjean putu®

66 Tini Rusmini GordaHukum Perlindungan Anak Korban PedofjliMalang: PT Setara Press, 2017), 7.
67 Alit Kurniasari, Pedofilia dan Ancaman Tersembuyi bagi Anak Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan
Sosial Kementerian S@diRepublik Indonesiéb.

68 | uh Ketut Suryani,Cokorda Bagus JRedofil Penghancur Masa Depan AndgRakarta: Pustaka Populer Obor,
2009), 3.

69 J Nevid, SA Rathus dan B GreefiePs i kol ogd dibmemrjmamahkan ol dlnormkabhr t i ka Y
Psyhola@i In A Changing World(Jakarta: Erlangga), 632.
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1. BentukBentuk Pedofilia

Ada beberapa macam bentuk pedofilia yaitu sebagai béfikut:

a. Pedofilia Tipe Eksklusiffixated)yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak
kecil, dan tidak mempunyai ketertarikan orang dewasa.

b. Pedofilia Tipe Non Eksklusifiregressed)yaitu seseorang yang tidak hanya
tertarik pada anak kecil tetapi juga orang dewasa.

c. Cross Sex Phedofiligaitu seseorang lakaki yang suka menyentuh secara
seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi telarakemudian secara
bertahap melibatkan dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa.

d. Same Sex Phedofilimitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual
dengan anaknak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual
dengan orangewasa yang berlainan jenis.

e. Pedofilia perempuami lebih banyak dilakukan oleh lakaki, namun demikian
perempuan juga bisa mengidgedofilia, meskipun jarang dilaporkan. Hal
tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan arakilaki
tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus

pedofil perempuan jarang dilaporkan.

Pedofilia dapat di golongkan sebagai kejahatan karena mengakibatkan dampak buruk
bagi anak yang menjadi korbdarsebut. Menurut ahlkejiwaan Seto Mulyadi, para
korbanakan mengalami rasa kurang percaya diri dan memiliki pandangan lain tentang
seks’! Dengan demikian, pedofilia dapat di klasifikasikan dalam dua macam. Namun
klasifikasi yang lebih luas berdasarkan kepada jenis kelamin korban. Jika pedofil
memiliki objek seksual berjenis kelamin yang berbeda, maka hal tersebut disebut
heteroseksua(hetensexualpedhopile)sedangkan pedofil yang memiliki ketertarikan
kepada sesama jenis, disebut pedofilia homoseksomiosexualpedhop)lé?

Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena di motivasi
keinginannya memuaskan fantasi seksualrsgorang kriminolog Andrianus Meliana,

membagi pedofilia dalam dua jenis yaitBedofilia Hormonal merupakan kelainan

70 Vicky Khoila Winarto, Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana
IndonesiaJurnal JOM Fakultas Hukunvol. 3, no. 2, Oktober 2016, 9.

7! Sawitri Supadi Sadaloen,Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikosekg@zindung: Refika Aditama, 2005)

72 Heri Cahyono, Suhono, Aisyah. Pendidikan Karakter bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi untuk Mengatasi
Amoral) Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikain3, no. 1, Januaduni 2018, #.
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biologis dan bawaan seseorang sejak |dPadofilia Habitua) yaitu kelainan seksual
yang terbentuk dari kondisi seksual penderitafiya.

Erich Formm mengidentifikasi pedofilia adalah penyakit penyimpangan seksual yang
masuk dalam kategori sadisme, dengan perilaku sadeh pelaku merasa berkuasa
terhadap korbannya dan semakin merasa sakit ketika disodomi atau disetubuhi maka
semakin nerasgouas.

2. Ciri dan Karakter Seseorang Mengalami Pedofilia antard4ain:

a. Memiliki latar belakang pelecehan seksual.

b. Pedofil bersifat obsesif, posesif (ingin menguasai). Biasanya cepat mempelajari

aspek kehidupan para korbannya.

c. Pedofil bersifat predatp yakni berupayalengan berbagai cara memburu korban
yang diinginkannya, dengan mendekati korban, keluarga dan masyarakat di
sekitarnya. Caranya dengan mengadopsi anak, atau membiayai sekolah, menjadi
orang tua asuh atau memberikan bantuan keuangamdesiya.

d. Sifat tekun dan teliti yang berhubungan dengan pendokumentasian. la cenderung
menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan, atau
rekaman percakapan dengan korban.

e. Walaupun korbantidak menjadi pelaku dkemudian hari, tetapi penelitian
membuktikan bahwa pelaku pedofilia pernah mengalami kekerasan seksual
sebelumnya. Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik dari Universitas Bina
Nusantara mengatakan bahwa 4 dari lima peillakpernah mengalami kekesan
seksual pada masa karkkdnak. Sehingga punya rasa penasaran yang sangat
tinggi untuk mempraktekannya daemudian akan membuat rasa penasaran dan
ketagihan yang tinggi untuk melakukan lagi dan lagi.

f. Memiliki kontak sosial yang terbatas pada masaajamPreferensi seorang
pedofil dimulai pada saat usia remaja. Dengan demikian, pelaku biasanya tidak

memiliki ketertarikan sosial terhadap teman seumuran mereka.

3 Adrianus Mel i ana, fiPembunuh Febrina Penderita
http://www.orienta.co.id/19/10/201,diakses 19 Oktober 2019

74 M. Ardi,Syafrudin dik. Analisis Yuridis Kebiajakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku
PedofiliaUSU Law Journalvol. 5, no.1, Januari 2017, 1-223.

5 Luh Ketut Suryani,Cokorda Bagus Redofil Penghancur Masa Depan AndR,13 dan 14.
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g. Memiliki banyak korban sebelumny#enyelidikan mengatakan bahvkatika
seseorangelah menchuli banyak korban yang berlainan, maka kemungkinan
seorang tersebwdalah pedofiliaSebagai contoh, bila seorang guru mencabuli
salah satu muridnya, kemungkinan besar murid lainnya akan menjadi korban.

h. Mengoleksi foto pornografi tentang anak, seoraadafii menggunakan koleksi
foto tersebut untuk membangkitkan gairah seksualnya. Mereka juga dapat
bertukar koleksi dengan pedofilan.

I. Himpitan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk dan memprihatinkan membuat
anakanak kecil terutama hidup dijalanan reteengorbankan harga diri mereka
untuk dijadikan budak nafsu oleh orang dewasa demi sejumlah uang untuk
mencukupi kehidupan sehdrari.”®

3. Cara Pedofil Mendekati Korban adalah:

Anak-anak yang menjadi korban pedofil bisa berbeda berjenis kelamin dan atau
sesama jenis dengan pelaku, kaum pedofil mendekati korban dengan berbagai cara
yang menarik dan memberikan simpati pada keluarganya dan kasih sayang pada
anakanak. Mereka berusaha membuat korban merasa nyaman, merasa terlindungi
dan merasa tergantung patleanya. Sebelum melakukan aksinya, mereka melakukan
investigasi dan perencanaan yang matang. Setelah mereka yakin akan berhasil,
barulah mereka menyasar korban secara perlahan lalu korban menjadi
cengkramanny¥’

4. Cara Pedofil Melakukan Kekerasan Seksual

Departement of justice manual for law enforcement offider Amerika
mengidentifikasi lima alasan yang sering dilontarkan kaum pedofil, yaitu:

a. Pembantahan (apakah saya salah untuk memeluk seorang anak?)

b. Minimalisasi (ia berbuat hanya sekali)

c. Justifikasi(saya cinta terhadap anak k#ki, bukannya pelecehan terhadap anak
anak)

d. Fabrikasi (aktivitasnya adalah penelitian untuk proyek sekolah) dan

76 Nunuk Sulisrudatin. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pelofigl llmiah Hukum Dirgantara
Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, vol. 6, no. 2, Maret 2016, 24.
77 Luh Ketut Suryani, Cokorda Bagus JRedofil Penghancur Masa Depan An&km. 12,13 dan 14.
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e. Serangan (serangan karakter pada amak, jaksa, hakim atau polisi, dan juga
sangat berpotensi untmielakukan serangan fisikj.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pelaku pedofil kebanyakan bukanlah
orang asing bagi korban itu sendiri seperti orang tua, kakak, paman, teman
sepermainan, bahkan dilakukan juga oleh oknum guru, tempat mereka mémuonb
Dengan fenomena bertambahnya kasus pedofilia di tengah masyarakat Indonesia ini
menujukan adanya degradasi moral dan rendahnya internalisasi ajaran setiap pemeluk
agama. Terjadinya degradasi moral ini dikarenakan kurangnya pondasi yang dimiliki
sefap individu, baik dari sosial, agama, dan bud®yaAda Tiga Cara Penanganan
Untuk Kasus Kelainan Pedofilia ini:

a. Penanganan Kognitif, misalnya dengan melakukan pelatihan empati terhadap
orang lain dengan mengajari pelaku pedofilia untuk memikirkan bagairefek

dari perbuatannya terhadap orang lain. Pelatihan yang demikian ini berpotensi

dapat mengurangi kecenderungan penjahat seksual untuk melakukan kejahatan

semacam itu.
b. Penanganan Biologis dengan kebiri, yaitu dengan cara kastrasi atau pemotongan
tests dan suntik kimia untuk melemahkan horntestosteron
c. Hukuman Megan, yaitu dengan mengijinkan pihak kepolisian untuk
mempublikasikan keberadaan para penjahat seksual yang terdaftar di kepolisian
jika mereka dianggap berpotensi membahay&kan.
D. KekerasanSeksual
Kekerasandapat merusak, berbahaya dan menakuthagi anak yang menjadi
korban yang menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat
immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi masa
depananak® Anak adalah bagian yang tidak dipisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan neefsp. anak perlu mendapat

perlindungan dan kesempatan yang seluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

8 1bid., 7-9.
79 Nunuk SulisrudatinAnalisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedafil,
80 Nusiyanti, Tinjauan Maqashid Ay ar i 6ah Ter hadap Hukuman Kebiri- Bagi Pe

Jindyah:Jurnal Hukum Pidana Islajol. 3, no.1, Juni 2017, 120.
81 Michael G, Selviani S, Hironimus T, Kajian Yuridis Tentang Ancaman Hukuman Kébirial Lex Et Societatjs
vol. 5, no. 8, Oktober 2017, 54.
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optimal baikfisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya hukum untuk
mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhak hak
tanpa adanya perlakuan diskriminé&fif.

Media masa maupun televisi begitu sering terdengar-anak yag menjadi korban,
baik kekerasan fisik terlebih kekerasan seksdali tindakan mereka yang tidak
betanggungjawab. Padahal anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan.
Memelihara kelangsungapamerupakan tanggung jawab orang ttia.

Pasal 45 Undangndang No 1 Tahun 1974 Bab X tentang Hak dan Kewajiban
Antara Orang Tua dan Anak, dimana dalam pasal ini mengatdnahahengenai
kewajiban orang tua, sebagi berikut:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka gsblkikya.

(2) Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus
meskipun perkawinaantara kedua orang tua putus.

Dalam UndangJndang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak befunyi:
AOrang tua ad a-tameh bertarmggugg jawvabr ataa teavujudnya
kesejahteraan anak bai k secara rohani,

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan,
penyiksaan, atau perlakuan salah. Daldrhe Social Work DictionaryBarker
mendefinisikarabusesebagai

Ai mproper behavior intended to cause phs
anindvi dual or groupbo

(Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya
secara fisik, psikologis atau finansial, baik dialami individu maupun kelompok).

Sedangkan istilakehild abuseatau kadandcadangchild maltreatmentdalah islah
yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Richard J Gelles dalam
Encyclopedia Article From Encarta, mengartikan child abuse sebagai

Aintentional acts that result in physica
child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assauftarents or
ot her adult caretakers to neglect at a chi

82 Osgar SM, Muliadi, Andi Nurul IHukumdan Hak Asasi ManusjgMalang: Intrans Publishing, 2018), 146.
83 Michael G, Selviani S, Hironimus Kajian Yuridis Tentang Ancaman Hukuman KetG#.
84 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Sosial
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(kekerasn terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian
atau bahaya terhadap armkaksecara fisik maupun emosiont).

Di dalam Kitab Undangndang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan
seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 KUHP
ditentukan bahw&¢

ABarang siapa dengan keméae manaksa se@an@ u ar

wanita bersetubuh dengan dialdar perkawinan, diancam karena melakukan

pemer kosaan dengan pidana penjara palin
Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan:

ABarang siapa dengan ekasak memaksaaseoraagtuatuk a n c
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena
melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana
penjara paling | ama sembilan tahuno
Menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh Isor@anDwi Yuwono dalam jurnal
APenerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Se
perbuatan cabul, di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar
kesusilaan (kesopanan) atau pebuatan keji yang ada kaitannya demfgarbirehi
kelamin, misalnya ciuaciuman, merabaaba anggota kemaluan, merabha buah dada,
memperlihatkan media atau benda porno, menunjukan alat kelamin pada anak dan semua
bentukbentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam kategori @i, dap
dipahami bahwa unsumsur yang ada di dalam pengertian kekerasan seksual yang
terkandung di dalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari wmssur ancaman,

memaksa, dan memperkd¥a.

Kekerasan Seksual

l ,, |

Mengancam Memaksa Memperkosa

85 Abu HuraerahKekerasan Terhadap ARa46.
86 Kitab UndangUndang Hukum Pidana

87 Ismantoro Dwi YuwonoPenerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap @akérta: PT Buku
Seribu, 2015), 2.
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1. Mengancam atau ancaman adalah tindakan meimalkuwti. Tujuan dari tindakan ini
adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang restakift®

Ancaman [ ——» Rasa Takut [—— Ouput
Patuh Menolak

2. Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang
diiginkannya®®
3. Memperkosa adalah memasukan secara paksa penis ke \@garaatau dubur. Jadi
istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama rsamaikni sama
sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk
persetubuhan (memasukan penis secara paksa ke dadmna atau dubur), sedangkan
memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubutedukiandi
antar orang dewasa atau dengan dRak. Kel
a. Familial Abuse
Familial abuseadalahincestyaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku m:
menyebutkan kategomcestdalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada
anak, yaitu’t
1) Kategori pertama, penganiayaésexual molestationkal ini meliputi interaksi
noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeuedan semua hal yang

berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual.

88 bid., 3.

81bid., 4.

% 1bid., 5.

% lvo Noviana, kekerasan Seksual Terhadap Anakanipak Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And
H e n d | AusatgPenelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial R, Sosio Informa, vol. 1, ne. 1, Januari
April 2015, 16.
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2) Kategori kedua, pemerkosaésexual assaultperupa oral atau hubungan dengan
alat kelamin, menstrubasi stimulasi oral pada péeitatio), dan stimulasi oral
sampaklirotis (cunnilingus)

3) Kategori ketiga, pemerkosaan secara paf{secible rape), meliputi kontak
seksual. Rasa takut, kekerasan dan ancaman.

b. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksughng dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korliataku
biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak yang telah membangun relasi
kemudian membujuk ke dalam situasi dimana pelecehan seksual dilakukan, sering
dengan imbalan tertentu yang tidalddpakan drumahnyaKorban cenderung diam
dan tidak mau bercerita kepada siapapun karena takut akan ancaman yang diberikan
pelaku terhadapnya. Kekerasan seksuelg dilakukan oleh orang dewasa dikenal
sebagaphedophiledan yang menjadi korban utama kafleanakanak®?

Segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, dalam pelaksanaannya tidak terlepas
dari adanya unsur kekerasan. Terry E Lawson menyatakan bahwa-bentuk
kekerasan terhadap anak, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan
pembunuhan dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam®%aitu:

a. Physical abusé€kekerasan fisik). Menunjukan pada cedera yang ditemukan pada
seseorang anaBukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut hasil dari
pemukulan dengan benda atau bebeggnyerangan yang diulantang.

b. Physical neglect (pengabaian fisik). Kategori kekerasan ini dapat
diidentifikasikan secara umum dari kelesuan seorang anak, kepucatan dan dalam
keadaan kurang gji keadaan kotor dan tidak sehat, pakaian yang tidak memada
Hal itu juga harus dilihat dari keadaan sosial dan ekonomi dari suatu keluarga.

c. Emotional abusékekerasan emosional). Menunjukan kepada kasus dimana orang
tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada
seorang anak untuk lisumbuh, belajar, dan berkemba¥gngdimanifestasikan
dengan tidak memperdulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam atau secara

terangterangan menolak anak.

92 bid., 16.
9 Nyoman Mas Ariani, Perlindungan Hukum Terhadsmak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali,
Jurnal limiah Fakultas Hukurbdniversitas Udayana. Kertha Patrika, vol. 38, no. 1, Jam\mii 2016, 22.
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d. Sexual abusékekerasan seksual). Menunjukan pada setiap aktifitas seksual dapat
berupa pedkuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar
(melalui kata, sentuhan, gambar visuaxhibitionisn), maupun (incest
perkosaan, eksploitasi seksL4l

e. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencangkup penelataran dan eksploitasi
anak, gbagai contoh memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan
ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan freiaya untuk mendapatkan
perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status soSialnya
Menurut Bliar Justice dan Rit Justice dalam bukunya Maidin Gultom,

sebagaimana dikutip dalam jurnal Nyoman Mas Ariyani model penyebab terjadinya

kekerasan dapat diindetifikasi sebagai berfRut:

a. Psychodynamic modelterjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya
fimotheringatau jepa kK i b u 0. Seseorang yang tidak p
seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya
sendiri.

b. Personality or character trait modeébampr sama dengapsychodynamjmamun
dalam hal ini tidak terlaluiderhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua
sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak
yang belum cukup dewasa, terlalu angresif, frustasi/berkarakter buruk.

c. Social learning modelkurangnya kemampuan sosial yagigunjukkan dengan
perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, meras sangat terganggu dengan
kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.

d. Family structure model kurangnya kemapuan sosial, yang ditunjukan pada
dinamika antakeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.

e. Environmental stress modslang melihat anak sebagai sebuah multidimensional
dan menempatkan Adkehidupan yang menekan

ada perubahan faktdaktor yang membentuk Igkungan manusia, seperti

23.

94 Abu HuraerahKekerasan Terhadap AnaiQ.
9 Abu HuraerahKekerasan Terhadap AnaiQ.
9% Nyoman Mas ArianiPerlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di ProvingpBali
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kesejahteraanPendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan
menimbulkan kekerasan pada anak.

f. Sosialpsychological model dal am hal I ni Afrustasi o
utama dalam menyebabkan terjadinya kekergssda anak. Stress bisa terjadi
karena berbagai sebab, seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan
lain-lain.

g. Mental illenes modelkekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf atau
penyakit kejiwaan.

Ada faktor lain yang dapabhempengaruhi terbukanya kekerasan seksual pada
anak ydéu: Pertama pornoaksi dan pornografi yang tidak terkendali kecanggihan
dan murahnya gadget membuat siapa saja bisa mengakses dan mendapatkan
konten pornografi dengan mudakedua, rangsangan seksualkan saja dari
konten pornografi tetapi dari penampilan banyak perempuan yang senang
memakai busana minim dan ketat, pria dewasa normal akan terangsang dan
sebagaian dari mereka mencari pelampiasan hasrat seksualmnyagilagirban
yang gampang disasardaah analanak. Ketiga keteledoran orang tua
memberikan pakaian minim kepada anak perempdidandani dengan pakaian
tenktop, rok mini dan sebagainya. Ini menimbulkan godaan bagi kaum pedofil
untuk menyasar mereka. Anak harus ditanamkan sejak dini loexgakaian
muslimah®’ Menutup aurat disampaikan sebagai bagian dari hukum syariat yang
harus dipatuhi baik lakaki maupun perempuan seperti yang tercantum dalam QS
Al-Ahzab (33): 59

Hai Nabi, katakanlah kepada ististrimu, anakanak perempuanmu dan istsitri
orang mukmin: AHenuwrakd rahj imelb e&ltkray anelknegsud | ur u
Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak

TSt Hi k mah, Menganti sipasi Kej ahat an Seksual Ter hada
Mel i ndungi Diri SAE Hilkadnahr Groboga@dumad $awwaeaoy B2sna. 2, April 2017, 192.
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diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyay@§. 33 [Al-
Ahzalj: 59)
E. Hukuman dalam Perspektif Hukum Pidanalslam
Hukum Islam adalah aturaaturan yang bersumber dari ajaigaran Islam yang
biasa disepadankan dengars y a r i a t Dalaen hukdmi Isfpim,dindak pidana (delik,
jarimah) diartikan sebagai perbuatgerbuatan yang dilarang olshy a yaagddiancam
oleh Allah SWT dengan hukuménduddantakzir.%®
Hukuman dalam istilah arab sering disebut derpanqg uyhit bentuk balasan bagi
seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketemtyaa ditetdpkan Allah dan
RasuiNya untuk kemaslahatan manudizalam syariat Islam merupakan realisasi dari
tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan
secara umum dan khusus serta perlindungan terhadapakaki korlan. Sehingga
pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah
kezaliman atau kemudhorotaf.
1. Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya,
dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu°°
a. Hukuman PokoKal-6 Uqubah al Asliyyah)

Hukuman pokok yaitu hukuman yang ditetapkan pada suatu tindak pidana,
seperti gisas bagi tindak pidana pembunuhajam bagi tindak pidana zina,rda
potong tangan bagi tindak pidana pencurian.

b. Hukuman Penggantal-6 U g u b Badaliygah)

Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok
apabilatidak dapat diaksanakan karena adanya alasgra (saft)i seperti diyat
sebagai penggamisas dartakzir sebagai penggartiudud.

c. Hukuman Tambahafal-6 Uqu b-aadabadéi yyah)

Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa
memerlukan keputusan tersendiri. Contohnya dicabutnya sebagai hak sebagai
saksi terhadap pelakgadzaf Dan tidak harus dikeluarkan melalyputusan

hukuman, tepi cukup dengan adanya putusan penjataiaazaf.

98 Tim Tsalisah Ensiklopedi Hukum Pidana Islaiilid | (Bogor: PT Kharisma limu), 87.

99 Desi Maryani, Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektiflslakudan
Hukum Positij, Al-Imarah:Jurnal Pemerintahan dan Politik Islagnol. 2, no. 2, 2017, 148.

100 Tim Tsalisah Ensiklopedi Hukum Pidana Islailid 11l (Bogor: PT Kharisma Ilimu), 3840.
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d. Hukuman Pelengkaflakmiliyyah)

Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan
adanya putusan tersendiri dari hakim. Hukuman pelengkap sejalan dengan
hukuman tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi dan akibat dari
hukuman pokok. Perbedaadiantara keduanya: hukuman tambahan tidak
mensyaratkan adanya putusan tersendiri dari hal®edangkan hukuman
pelengkap mensyaratkan adanya putusan hakim terig@bifulu. Contohnya
hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong ke
lehernya. Hukuman pengalungan ini baru boleh dilakukan setelah dikeluarkanya
putusan hukuman tersebut.

2. Berdasarkan BeratRingannya Hukuman/Pidana yang diancamkan terbagi
menjadi tiga yaitu:
a. Tindak Pidanadudud

Tindak pidanahududialah tindak pidana yang diancam hukuntead, yaitu
hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan
jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dagiabpus dan dirubah, dan menjadi hak
Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyar&ka¥)ang dimaksud
hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan
(individu) atau masyarakat, hukumdrad ini tidak memiliki batas mimal
(terendah) ataupun batas maksimal (tertinggi). Tindak pidtastiaud ini ada 7
(tujuh) macam, zinagadzaf (menuduh orang berbuat z)nasyurbul khamr
(meminum minuman keras$arigah (mencuri),hirabah (merampok/menganggu
keamanan)iiddah (murtad) daral-baghyu(Pemberontakartf?

1) TindakPidana Zina
Zina menurut fugaha dari kalangan mazhab Haadflah hubungan
seksual yang dilakukan seorang Hdki secara sadar terhadap perempuan

yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atam el ikatan

101 Rokhmadi,Hukum Pidana IslanSemarang: CV Karya Abadaya, 2015), Xiv.
102Tim Tsalisah Ensiklpedi Hukum Pidana Islagilid I, 100.
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perkawinan secara sah atau syublyang diragukan keabsahanya, seperti
ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawirt &°% h

Menurut M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah
persetubuhan dua alat kelamin dari jerasng berbeda dan yang tidak terikat
oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syRfbhat.

Hukumanhad zina adalah sama bagi ldkki dan perempuan. Masing
masing pelaku perzinaan itu masih berstatus perawan perjaka atau sudah
muhsanPerjaka atau perawan adalah seorang yang bersetubuh dengan wanita
atau pria dalam sebuah ikatan pernikat¥an.

Hukuman zina dibagi menjadi dua macam, tergantung pada pelakunya
apakah belum berkeluargéghairu muhsan) atau sudah berkeluarga
(muhsan)%

a) Ghairu Muhsar®’
Zina ghairu muhsaradalah zina yang dilakukan oleh seorang-laki

dan perempuan yang belum berkeluarga, hukughairu muhsanni ada

dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahu

Berdasarkan QS ANur ayat 2:

iper empuan vy an glakibyang kzeizinaamaldh aleralah tiijap
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan
kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah, jika kamu
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, danndeklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari ecéiagg beriman.
(Q.S.24[AnRNur]: 2) 0

b) Muhsari®®

103 Neng DjubaedahPerzinaan Dalam Peraturan Perundangdangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam
(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 119.

104 M.Quraish ShihabTafsir AFMisbah, Pesan, Kesan Keserasian@u r 6valn9, cet. 9, (Jakarta: Lentera Hati,
2008), 279.

105 Imam AkFMawardi, Hukum Tata Negara dalam Kepemimpinan dan takaran I{#akarta: Gema Insani, 2000),
429.

106 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islam(JakartaSinar Grafika 2005), 29.

107 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana IslanB3.
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Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh-lakiidan perempuan
yang sudah menikah (bersuami istri). Hukamatuk pelakwzinamuhsan
ini ada dua macam: dera seratus kali dan rajam. Berdasarkéaditd
sebagai berikut:

ADar i Ub a d aShamitl ib rberkatas tRasulullah saw bersabda:
AAmbil ah dar.i diriku, sesungguhnya Al
(hukuman) bagimereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina
hukumannya sera seratus kali dan pengasingan selama setahun sedangkan
duda janda hukumannya dera seratus kali dan rajam (HR. Muslim).

c) UnsurUnsur Zind®®
i. Persetubuhan yang diharamkan
Persetubuhan yang dimaksud zina adalah persetubuhan ke dalam
farji (kemaluan), dimana alat kelamin ld&ki (zakar)masuk ke dalam
alat kelamin perempud(farji) sebagaimana mencelak mata dimasukan
ke dalam celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluatakaki
(hasyafah}telah masuk ke dalafarji walaupun sedikit.
ii. Ada niat dari pelaku yang melawan hukum
Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukanrgetubuhan padahal
ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhinya itu adalah yang
diharamkan baginya. Jika seseorang tidak tahu bahwa perbuatanya itu
dilarang, maka tidak dapat dikenai hukum&ad seperti, jika
seseorang yang menikah dengan seorang peremyaag masih
beristri, tetapi dirahasiakan kepadanya.
d) SyaratSyarat Pezind®

108 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana IslanB3.
109 Rokhmadi,Hukum Pidana Islap?.
110 Rokhmadi,Hukum Pidana Islam.
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Syaratsyarat pezina yang dapat dijatuhi hukuman:

i. Orang yang berzina berakal sehat

ii. Sudahdewasa (baligh)

iii. Mereka (tidak dipaksa/diperkosa)

iv.Orang yang berzina tahu bahwa zina diharamkan. Dengan demikian,
hukuman zina tidak dapat dijatuhkan kepada anak kecil, orang gila
atau orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina.

e) Pembuktian untuk Perbuatan Zia

i. Kesaksian.

Adapun syarat kesaksian secara umum ialah baligh, berakal, kuat
ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam dan tidak ada
penghalang dalam kesaksian (hubungan kerabat, permusuhan dan
keuntungan) sedangkan secara khusus bagildkiki harus mehat
dengan mata kepala sendiri, peristiwa zina belum kadaluarsa,
persaksian harus pada satu tempat, jumlah saksi harus 4 (empat) dan
persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.

ii. Pengakuan

Rasulullah SAW pernah menetapkan hukumganmekepada Maiz
bin Malik, karena ia mengakui perbuatannya sendiri perbuatannya.
Pengakuan harus dinyatakan 4 (empat) kali menurut Abu Hanifah,
sedangkan cukup satu kal.@ menur ut
pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tgntaakekat
perbuatan, sehingga tidak ada syubhat dalam zina tersebut, pengakuan
harus sah dan benar yang datang dari orang berakal dan merdeka,
pengakuan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan, menurut Abu
Hani f ah, dan menur ut damaam AWmad i k ,
tidak mensyaratkannya.

iii. Qarinah(bukti kehamilannya)
Qarinahsebagai tanda alat bukti kehamilan bagi wanita yang tidak

bersuami, tidak ada pemerkosaan, dan twlak tsyubhat.

111 Rokhmadi,Hukum Pidana Islam4-5.
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b. Tindak pidanayisas diyat
Tindak pidanaliyatialah tindak pidana yang diancam dengan gisas (hukuman
sepadan/sebanding) dan atiyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batas
hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perseorangan),
dimana pihak korban atau keluarganya dapamaafkan si pelaku sehingga
hukuman(qgisasdiyat) tersebut bisa dihapus sama sekali. Akan tetapi menurut
Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukurtekzir jika
pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korB&nJindak pidanagisasdan
diyatini ada 5 (lima) macarh>
1) Pembunuhan yang diseng@@@q at | ul &6 amd)
2) Pembunuhan yang menyerupai disengall@ at | syi bhul o6amd)
3) Pembunuhan tersalghl-q at | u |l khat ao)
4) Penganiayaanyang disengéghj i nayah o6éala ma dunan na
5) Penganiayaan ygrtersalaal-j i nayah 6al a ma dunan naf
c. Tindak pidand@akzir
Tindak pidanatakir ialah tindak pidana yang diancam satu atau beberapa
hukuman. Takzir yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dgng tidak

ditentukan dan hukumnydiserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).

Takzir adalah hukuman yang bersifat Pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang
hukumannya belum di tetapkan ol eh syarab

Menurut RusjdiAli Muhammad sebagaimana dikutip dalam buku hukum
pidana Islam oleh Mardanitakzir yaitu perbuatan pidana yang jenis dan
hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan
ancaman hukumannya didasarkan pada nfkodsensus) berkaitan dengan hak
negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan

yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individual

112 Rokhmadi,HukumPidana Islam him. Xiv.
113 Tim Tsalisah Ensiklopedi Hukum Pidana Islailid 1, 100.
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atau masyarakat secara keseluruHaindak pidanatakzir ini terdiri atastiga

macam, yaitu sebagai berikti®

1) Tindak pidana yang asli (pokok) yakni setiap tindak pidana yang tidak masuk
dalam ketegorhudud, gisaslandiyat.

2) Tindak pidanahududyang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan,
yakni tindak pidanahudud yang tidak sempurna dan yan@ad nya
terhindarkan dan dihapuskan.

3) Tindak pidanagisas dan diyat yang tidak diancamkan hukuman yang
ditentukandantidak dikenai hukumagisasdandiyat

d. MacamMacam Tindak Pidangakzir®

1) Takzirkarena melakukan perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang tidak boleh
dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya yang menyinggung hak Allah
maupun haladami!!’

2) Takzir untuk kepentingan umum, vyaitu perbuatan yang merugikan atau
membahayakan terhadap kepentingan umum meskipun perbuatannya bukan
maksiat, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya,
melainkan sifatnya.

3) Takzirkarena pelanggaran, yaitu melaknkzerbuatan yang diharamkan dan
meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.

e. JenisJenis Hukumafakzir*®
1) Hukuman Mati
Tujuan diadakannya hukumaakzir adalah untuk memberi pengajaran
( t a 6ddn tdak boleh sampai membinasakan, namun kebanyakan para
fugaha membuat suatu pengecualian, vyaitu dibolehkannya penjatuhan
hukuman mati, apabila hukuman itu dikehendaki oleh kepentingan umum,
misalnya untuk tindak pidargpionasgmatamata) dan recidig yang sangat

berbahaya.

114 Mardani,Hukum Pidana Islaml3.

15Tim Tsalisah Ensiklopedi Hukum Pidana Islaslid 1, 100.

116 Rokhmadi,Hukum Pidana Islaml97201.

117yang dimaksud hak adami (manusia), yaitu hak individu yang hukumnya disyariatkan untuk kepentingannya secara
khusus, dan dalam hal ini manusia mempunyai pilihan untuk menggunakan haknya atau meninggalkannya.

118 Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas HukuPidana Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1%83.

44



2)

3)

4)

5)

6)

Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam,
untuk jarimahhududseperti padaina, gadzatlan minum khamar. Hukuman
jilid untuk takzir ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalarhudud
Menurut Abu Hanifah dan Imam Muhammadzhtas tertinggi adalah 39 kali
sedangan Imam Abu Yusuf 75 kali.
Hukuman Kawalan (Penjara)

Dalam syariat Islam, ada dua macam hukuman kawtergtas dan tidak
terbatas. Hukuman kawalan terbatas ini paling sedikialah satu hari,
sedangkan menur ut Syafi 6iyah menet apk:
dengan menggiyaskan dengan jarimah zina. Sedangkan tidak terbatas tidak
ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus
sampai terhukum maditau melakukan taubat dan pribadinya menjadi baik.
Hukuman PengasingdAt-Taghribwa All b 6 a d)

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis huktakain yang
masanya menurut Syafiodiyah dan Hanabil
sedangkan menurut Imam Abu Hanifah masa pengasingan boleh lebih dari

satu tahun.

Hukuman Salib

Hukuman salib untuk jarimatakzir tidak dibarengi atau didahului dgsn
hukuman mati, melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup. la
(terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan shalat dengan
isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari, diantara sumber
hukumnya adalah sunn&hi 6 IdimagreaNabi pernah menjatuhkan hukuman
salib sebagaikziryang dilakuan di suatu pegunungan Abu Nab.
Hukuman Pengucila(Al-Hajr)

Hukuman pengucilan ini dijatuhkan terhadap orarmang yang
melakukan perbuatgperbuatan tertentuHukuman pengucilan ini pernah

dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Terhadap tiga orang yang tidak serta ikut
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perang tabuk, yaitu Kadab I bn Malik N
Umayyah, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.
7) Hukuman AncamafTahdid), Teguran(Tanbih)dan Peringatan
Ancaman merupakan salah satu hukumakzir dengan syarat akan
membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Ancaman, teguran dan
peringatan merupakan hukumaakzir yang dapat dijatuhkan oleh haki
apabila dipandang perlu. Hal ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw
terhadap Abu Zar dan Abdurrahmidnn 6 Au f .
8) Hukuman Dend#gAl-Gharamah)
Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis huktakzin diantara
jarimah yang diancam dengan hukumaenda adalah pencurian bulabhahan
yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman
potong tangan, melainkan denda dua kali lipat harga-buahan yang
diambil, menyembunyikan barang yang hilang dan orang yang menolak
membayar zakatengan diambil separuh harganya.
9) HukumanHukuman Lain
Hukumanhukuman takzir yang telah disebutkan diatas merupakan
hukumanrhukuman yang paling penting, yang mungkin diterapkan untuk
semua jenigarimah takzir.Akan tetapi, di samping itu masih ada hulamm
hukuman yang lain yang sifatnya spesifik dan tidak bisa diterapkan pada
setiap jarimah takzir Diantara hukuman tersebut adalah pemecatan dari
jabatan dan pekerjaan, pencabutanimak tertentu, perampasan addait yang
digunakan untuk melakukaarimah, penayangan gambar penjahat dimuka
umum, televisi dan laihain.
f. Liwath
Menurut fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), homoseks adalah aktivitas
seksual seorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin
yang sama, baik laltaki maupun perempuan. Lesbi adalah istilah untuk aktivitas
seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan. Gay adalah istilah
untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara-laki dengan lakiaki. Sodomi

adalah istilah untuk aktivas seksal secara melawan hukumy adergan cara
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senggama melalui dubur/anus atau dikenal deniaath.'*® Allah SWT
mengkisahkan kaum Nabi Luth di beberapa ayat dala®@ &lr 6 a n , sal ah
dalam QS. Hud (11): 823

N\ -

fiMaka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke
bawah (kami balikan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar
dengan bertubtubi §Q.S.11 [Hud]: 82)

AYang diberi tanda ol eh Tuhanmu. Dan si

zalimd (Q.S.11 [Hud]: 83)

Sanksi hukuman yang diturunkan Allah SWT kepada mereka sangatlah keras,
hal ini dijelaskan dalam AQu r 6 a n -Aix&but: 34)|

iSesungguh n yrenurknkaniazaladaralangit kepada penduduk kota itu
karena mer ek dQ.D2AbAnkakbul: 34psi ko

Sanksiliwath dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

fiDari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda barang siapa
melakukan perbuatan yamilakukan seperti kaum Nabi Luth, maka hukuman mati
bai k pel aku maupun vy aBagag)di perl akukan. o

119 MUI, Fatwa MUI No.57 Tahun 200%entang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencahulan
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Atas dasar nashash di atas, para ulama sepakat tentang dilarangnya
homoseksual sodomi ini. Akan tetapi para ulama figh berbeda dalam
menetapka hukuman bagi mereKka’

1) Pendapat ahuz adi , Mu hammad bin Has an da
merupakan murid Imam Abu Hanifah, berpendapat hukumannya
disamakan dengan zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang
belum menikah, dan di rajam untuk pelaku yanglah menikah.

Disamping itu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari

AbuMusaalAsy bar i Ra. menjelaskan bahwa F

A~

nApabi |-laki neakukan hubungan intim dengaraki-laki
(homoseksual), perempuan melakukan hubungan intim dengan perempuan
(l'esbian), maka keduanya juga adal ah

2) Pendapat Abu Hanifah, pelaku homoseks dihukahkzir, sejenis hukuman
edukatif dan berat ringan hukuman itu diserahkepada pengadilan (hakim)
atau penguasa.
3. Teori Ushul Figih
Ushul Figih berasal dari bahasa arab terdiri dari dua kata, yaitu ushul dan figh.
Masingmasing kata itu mempunyai pengertian tersendiri. Kata ashlu yang dimaksud
bila dihubungkan dengan figh adalah bermakna dalil, dasar, atau kaidah dan figh jika
diartikan sebagai pengetahuan tentang nernoar ma syarabtentang
perbuatan manusia yang ditemukan dari dhdliinya yang rinci, maka kata ushul
figh yang sesungguhnya adalah kaittaidah yang digunakan untuk menggali
normanorma hukum suatu peréian manusia yang diambil dari dalilnya yang
rinci.t?1
Adapun sumber hukum dalam Islam adalah:
a. Al-Qur 6an
Al-Qur 6an dal am kajian ushul figh merup

kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum@ @lr 6 an mmw@asaur ut k

120 Afidah Wahyuni,Sodomi Dalam Perspektif Ulama FikiAl-Mizan, vol. 2, no. 1, Februari 2019, 93.
121Riza Zahriyal Rlah, Filsafat Islam dalam llmu Ushul Figihyrnal Yudisiavol. 6, no. 2, Desember 2015, 4420.
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berarti Abacaano dan MOQuou dan berialk ah

(perkataan) Allah yang telah diturunkBlya dengan perantaraan Malaikat Jibril

kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa arab serta membacanya dinilai

ibadah’??

Al-Qu r 6 aun dua periode, yang pertama yaitu periode Makkah sebelum
Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan ayat yang diturunkan pada periode ini
dikenal dengan ayatyat makkiyah, dan periode kedua setelah Rasulullah hijrah
ke Madinah yang dikenal dengan agst malaniyah. Ayatayat makiyah
umumnya membicarakan tentang masatasalah keyakinan (akidah) dalam
rangka meluruskan keyakinan di masa Jahiliyah, sedangkaayatatadaniyah
umumnya membicarakan tentang hukum dari berbagai asp&®Rnya.

Hukum-hukum yag terkandung dalam - u r Gebagai petunjuk hidupn
secara umum mengandung tiga ajaran pdkok:

1) Ajaranajaran yang berhubungan dengan akidah (keimanan) yang
membicarakan tentang Haal yang wajib diyakini seperti masalah tauhid,
masalah kenabian, menmge kitabNya, malaikat, hari kemudian dan
sebagainya yang berbubungan dergdktrin akidah

2) Ajaranajaran yang berhubungan dengan akhlak, yaitdhélalyang harus
dijadikan perhiasan diri oleh seorang mukhalaf berupa-sitt keutamaan
yang menghindarkan diri dari hkbal yang membawa pada kehingdoktrin
akhlak).

3) Hukumhukumamaliyahyaitu ketentuarketentuan yang berhubungan dengan
amal per buatan mukhal af ( d o-kRukumi n SY i
amaliyahinilah timbul dan berkembangnya ilmu fikih.

b. Sunnah

Sunnah nabi ialah ucapan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW.
Dengan demikian sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi
tiga macamsunnah gauliyaiucapan),s u n n a h (geibuatan) gamunnah

tagririyah (ketetapan)Sunnah merupakan sumber pokok (ashl) dalam istimbath

122 satria EffendiUshul Figh (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 79
1231pid., 80
1241pid., 92
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hukum yang berdiri sendiri. Ada beberapa alasan yang kuat yang mendukung
pemakaian sunnah sebagai hujjah sebagai béfikut:

Dasar hukum Sunnah:

Hai orangorang yang beriman, taatilah Allah dan taatil&asul (Nya), dan ulil

amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

maka kembalikannlah ia kepada Allah{@lur 6 an) dan Rasul (Su

kamu benaibenar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu

lebih uama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S 4-Nisa]: 59).

1) AdanyanastmashalQur 6 an yang memerintahkan aga
nabi.

2) Sunnah Nabi SAW. Pada dasarnya adalah penyampaian (tabligh) risalah
Tuhan. Dan Allah menugaskan untuRenyampaikan risalah itu kepada
umatnya.

3) NashnashalQur 6 an bahwa Nabi berbicara at as

4) Ayat-ayatalQur 6 an dengan jelas menerangkan |

c. | j mabod
lima adalah salah satu dalg y a ryan@ memiliki tingkat kekuatan

argumentatif setingkat dibawah datialil nash (aQu r 6 an dan Hadi f

merupakan dalil pertama setelahQabr 6 an dan Hadits, yang

dalam menggali hukushukum s y a.rlamtam Sy af i 0 me mbagi
bersumber dari dajiflalil s y a memjad dua yaitu'?®

1) Hukum zhahir dan batin, yaitu: Hukdhukums y a yaagbbersumber pada
nash mutawatir, baik@Qur 6 an maupun hadits mutawat

2) Hukum zhahir yaitu: hukushukum syarad yang ditetaplk
hadits ahad, ijma atau giyas yssgmua itu telah disepakati oleh ulama.

Dasar Hukum | j mabé

125 Muhamad Abu Zahralshul Figih (Jakarta: Pustaka Firda@§08), 149154.
126 Muhamad Abu ZahralJshul Figih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 307
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Dan barangsiapa yang menentaRasul sesudah jelas kebenarannya baginya
dan mengikuti jalan yang bukan jalan orangang yang mukmin, kami
biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami
masukan ia kedalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seunuiknya
tempat kembali (Q.S 4 [aNisa] 115)

lima adalahkesepakatampara mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya

Rasulullah SAW, terhadap hukumy a yaad bersifat prakti{ 6 a mparay )

ulama tela bersepakat, b a h whujjah)juntudk 6 d ap ¢

menetapkan hukumy ar a 6 .

Tingkat#dn | j maé

1) Ijma Sharih,dimana setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima
pendapat yang disepakat i disepakatieokeu t . ]
jumhur fugaha sebagai hujjah.

2) ljma sukuti, ialah pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid,
kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup
semasa mujtahid diatas, sebagian menyepakati dan sebagaian yang lain diam
tanpa komentar.

d. Fatwa Sahabat
Sahabat adalahrangorang yang bertemu Rasulullah SAW yang langsung

menerima risallahnya, dan mendengar | a

sendiri. Oleh karena itu Jumhur Fugaha telah menetapkan bahwa pendapat

mereka dapat dijadikan hujjah sesudah kil nash.Dalam menetapkan fatwa

fatwa sahabat sebagai hujjah, jumhur fugaha mengemukakan beberapa

argumentasi, baik dengali maupum a g | i 0

~ ~ ~

127 satria EffendiJshul Figh 129
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Orangorang yang terdahulu lagi yang pertarte@ma (masuk Islam) diantara
orangorang muhajirin dan anshar dan oramgyang yangmengikuti mereka
dengan baik, Allah ridla kepada mereka dan mereka pun ridla kepada Allah (Q.S
9 [At-Taubah]: 100)
Dalam ayat ini Allah memuji orangrang yang mengikuti para sahabat. Sebagai
konsekuensi logis dari pujian Allah SWT tersellbgrarti kita diperintahkan
untuk mengikuti petunjupetunjuk mereka, dan itu fatwatwa mereka dapat
dijadikan hujjant?®
e. Qiyas

Qiyas ialah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya d&)amralé6 an d an
hadits dengan cara membandingkannya dengasuage yang ditetapkan
hukumnya berdasarkan nash atau menyamakan sesuatu yang tidak ada nash
hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan
illat hukum. Para mujtahid mengembalikan ketentuan hukum sesuatu pada
sumbernya aQ u r 6 a rhadit asebab hukum Islam, terkadang tersurat jelas
dalam nash aQur 6 an at au hadit s k a-dnalogtk | uga
terkandung dalam nash tersebut. Qiyas ini penerapan hukum analogi terhadap
hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamiadnakan melahirkan
hukum yang sama puld®

Dasar Hukum Qiyas

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenarannya baginya
dan mengikuti jalan yang bukan jalan orangang yang mukmin, kami biarkan ia
leluasa terhadap kesesatarang telah dikuasainya itu, dan Kami masukan ia
kedalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu sebouwakknya tempat kembali
(Q.S 4 [anNisa] 115

Rukun Qiyast*®

128 Muhamad Abu Zahralshul Figih 328
129 Muhamad Abu Zahralshul Figih 338
130 Satria EffendiUshul Figh 132135
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1) Al-Ashl adalah (pokok tempat menggiyaskan sesuatu) yaitu masalah yang
telah ditetapkan hukumnyaix dalam alQur 6 an at aupun sunna
SAW.

2) Al-F a r aflalah sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya da@malé a n ,
sunnah, ijma yang hendak ditemukan hukumnya melalui giyas.

3) A-Hukm adal ah hukum syarabo yang terdapa
dt et apkan pada farou (cabang) dengan |

4) Al-lllat rukun yang satu ini merupakan inti bagian praktik giyas, karena
berdasarkan illat itulah hukuimukum yang terdapat dalam-@Qlur 6 an dan
Sunnah Rasulullah dapat dikembangkhdat me nur ut bahasa ber a
yang bisa mengubah keadaan.

4. Metode Istihimbaeh  Hukum I%ham Syafi 6i

Dalam menetapkan fighnya, Imam ASyy af i 0 i menggunakan | i me

berikut:

a. NashNash, yaitua-Qur 6 an dan Sunnah yang merupak
figih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang
sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan
ad-Qur 6an dan Sunnah.

b.l j madé, merupakan salah satu dasar- yang
Syafidi, menempat d-Quuoéoanhandaset sbahah.
mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu
masal ah hukum syaroi dengan bersandar Kk
digunakan oleh Imam Asgy afi @aih a&adalmadnya par a s a
menetapkan bahwa i jmadé dad-Q@Qkhdeakadadabkam
Apabila masalah yang sudah disepakati bertentadg@u r 6 an dan sunna
tidak ada hujjah padanya.

c. Pendapat para sahabat. Imam &sy af i 01 mengambi |l penda,
dalam dua mazhab jadid dan qaciya. Beliau membagi pendapat sahabat
kepada tiga bagian; Pertama, sesuatu yang sudah disepakatirse i i j mad me

untuk membiarkan lahan hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya.

BB1Rasyad Hasanliali,b Tar i kh Tasyri 0 ( Se| a(Jakara: AMZAH2010 489190 Hukum | sl am)
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|l j mad seperti I ni adal ah hujjah dan te
dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain
dalam satu masalah, baik setuju maupun menolak, maka ImanSAsya f i 61 t et
mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam

hal ini Imam AsySy af i 61 akan memilih salah satu
a-Qur 6an, S u n n a h enguatkannyai dengem @jiyas yamngdebih kmat

dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat
yang sudah ada.

d. Qiyas. Beliau menilainya sebagai sebuah bentuk ijtihad karena seperti yang sudah
kami jelaskan ketika berbicara tentag@sardasar istinbat Imam Asgy af i 61 i
sama dengan mengambil makna nash atau menguatkannya salah satu pendapat
untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Atas dasar ini beliau
menetapkan giyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syarnatulstuk
mengetahui tafsiran hukue-Qu r 6 an dan sunnah yang ti dée
beliau tidak menilai giyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari
seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah
yang sedang dali oleh seorang mujtahid, itulah beberapa dasar yang dijalankan
oleh Imam AsySy af i 0 i dal am menggal. hukum, S
dalam AFUmm.

5. TeoriMagasid Asy\Sy ar i 6ah
Metode penemuan hukum dapat dilihat dari segi pendekatan kebalasan d
pendekatan tujuan hukum. Kedua pendekatan ini digunakan secara sinergis dan
harmonis, karena keduanya adalah suatu keniscayaan dalam menetapkan hukum

Islam. Dikalangan ulama ushul figih, tujuan hukum tersebut bisa disebut dengan

magasid asyyariah, dalam menetapkan hukuf®® Adapun tujuan Allah SWT

mensyari 6at kan hukuman adalah untuk memel
untuk menghindarimafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut

hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannygatéung pada pemahaman

132 sman Rekonstruksi Teori Hukum IslagYogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), 85.
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sumber hukum yang utama,-Qlur 6 an  d &h Mendgendii selsk. beluk
kemaslahatan dijelaskan:
a. Pengertian AMaslahah
Kataal-maslahahmerupakan kata bahasa Arab yang bentukrad(tunggal),
bentuk jamaknyaal-masaih. Dari segi lafadznya, katal-maslahahsetimbang
dengan maf 0 aslsalah Kaaaersebutkmarigandung makna: keadaan
sesuatu dalam keadaan yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi
sesuatu itu dengan peruntukanayfa.
b. JenisJenisAl-Maslahah®
Ragam aimaslahah dengan meninjau beberapa segi:
1) Ditinjau dari Tingkat Kekuatan AMaslahah
Imam asySyathibi menjelaskan, para ulama sepakat menyimpulkan
bahwa Allah menetapkan beberapa bagian ketentuan syariat dengan tujuan
untuk nemelihara lima unsur pokok manugad-daruriyyat atkhams)yang
biasa disebutal-maqasid asss y ar O ftujugna mj uan sya-r aod) ,
maslahah akhamsah Al-Ghazali mengistilahkannya denga-usul al
khamsah(lima dasar). Kelima unsur itu adalah meimaia agama, jiwa,akal,
keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan memelihara kelima dasar itu
merupakaral-maslahah akhamsah.
2). Ditinjau dari Segi Pemeliharaan-Maslahah
Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di
atas, maslahah mursalah dibagi menjadi tiga tingkat kekuatan:
a) Al-MaslahahAd-Daruriyyah
Al-Maslahahad-daririyyah (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan
memelihara kelima unsur pokok diatas yang keberadaanya bersifat mutlak
dan tidak bisa diabaika Tercapainya kelima unsur pokok tersebut akan
melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan.
Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup

133 Faturrahman Djamifilsafat Hukum Islam(Jakarta: Logos Wacana limu, 1997)-Qefl25.
134pjid., 86.
135pid., 86-88.
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keagamaan dan keduniaan manusia. Akibatnya mereka akan kehilangan
kesebmatan dan kebahagiaan di akhirat kelak.
b) Al-Maslahah alhajiyyah

Tingkatan kedua adalalal-maslahah ahajiyyah (kemaslahatan
sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya
menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalangka memelihara
lima unsur pokok diatas. Jika kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai,
maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memelihara agama,
jiwa,akal, keturunan dan harta mereka.

c) Al-Maslahah atTahsiniyyah

Tingkatan terakhir adalabl-madahah attahsiniyyah(kemaslahatan
tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih
dan menetapkan hahkl yang pantas dan layak dari kebiaskebiasaan
hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya
oleh alal sehat.

Pada hakikatnya, baik kelompok daruriyyah, hajiyyah maupun
tahsiniyyah, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok
seperti yang disebutkan diatas. Hanya saja peringkat kepentingannya yang
berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalatiga kelompok sangat erat
kaitannya.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori magasid asy
syari 6ah, beri kut i ni dijelaskan K
peringkatnya masingiasing. Uraian ini bertolak dari kelima pokok
kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal keturunan dana hgang
kemudian masingnasing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan
kepentingan dan kebutuhanniyé.

i. Hifdz AdDin
Yang berarti menjaga agama. Prinsip ini memberikan jaminan hak
kepada umat untuk memelihara agama dan keyakathdin) jaminan

ini meliputi juga untuk mengekspresikan, mengamalkan serta

136 Faturrahman DjamilFilsafat Hukum Islam127.
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berkhidmah secara penuh dan konsekuen atas pilihan agamanya, Islam
juga menjamin kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan
agama yang satu terhadap yang lain, saling menghormati tenggang
rasa @n saling pengertiali’
ii. Hifdz AnNafs
Yaitu berarti menjaga nyawa. Prinsipnya memberikan jaminan ha
katas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang
secra layak. Islam menuntun keadilan atas pemenuhan kebutuhan
dasar (hak atas penghmhn) pekerjaan, hak kemerdekaan dan
keselamatan, bebas dari penganiayaan dan keseweeaaggan.
Kewajiban bagi seorang muslim adalah tunduk kepada kehendak Allah
dan sekaligus menciptakan perdamaian dalam masyarakat melalui aksi
dan perbuatanny&®
ii. Hifdz Al 6 Aql
Yaitu manjaga akal, suatu jaminan atas kebebasan Dberfikir,
bernalar serta berekspresi, untuk menjamin terlaksarf@fdaalaq|
maka perlu kebijakan untuk berpihak dan dapat mendorong pada
kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan
penelitian dan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kemampuan
rasionalitas seseorang. Islam juga melarang segala bentuk perusakan
akal dalam bentuk penyiksaan, penggunakan ekstasi, mmiumman
keras dan laktain 13°
iv. Hifdz AnrNasl
Yaitu menjaga keturunan, suatu jaminan atas kehidupan privasi
dan kesucian setiap individu, perlindungan profesi, jaminan masa
depan keturunan dan geasrpenerus yang lebih baik dan berkualitas.
Kesucian keturunan dan keluarga perlu diproteksi, sebab ia merupakan
organisasi sosial paling das4?.

137 Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indahesi, Religa,vol. 13, No,2.
Oktober 2010, 179.

138 pjd., 180

139pjd., 181

140 |pjd., 181
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v. Hifdz AFMal

Yaitu menjaga harta, jaminan atas kepemilikan harta benda,
properti, hak paten dasebagainya. Islam juga melanggar adanya
tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri,
korupsi, monopoli, eksploitasi dan seterusnya. Setiap warga punya hak
untuk memiliki harta dan memanfaatkannya demi menjamin
kelangsungan hidupnyé4!

F. Bahtsul Masail

Nahdatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan Isfarm f©6i yyah di ni
Islamiyyah)yang sangat besar dengan basis masa yang terbesar luas di seluruh penjuru
tanah air. Sebagai organisasiaggamaan, NU mempunyai tanggung jawab moral
berpartisipasi membantu memberikan solusi atas perspatanalan keagamaan yang
dihadapi oleh warganya&epentingan itulah NU membentuk lembaga yang disebut
dengan Lajnah Bahtsul Masail (LBM) yakni suatu lembaga yang memiliki kewenangn
menjawab segala peasalahan keagamaan yang dihadapi wiagadiyyinl4?

Bahtsul Masail berarti pengkajian terhadap masaiakalah kehidupan kontemporer
yang meliputi, agama, sosial dan politik. Lembaga Bahtsul Masail berfungsi sebagai
forum pengkajian hukum yang membaha&adamaan, sosial dan politik dalam kajian
fikih Islam.4® Secara organisatoris, lembaga ini bertingkat mulai dari tingkat Ranting
sampai tingkat pusat di Jakarta. Secara hirarkis, pengkajian persoalan dalam bahtsul
masail berlangsung secara bertahap. Pknsogang belum selesai dikaji pada level
Majelis Cabang misalnya, akan diteruskan kepada Cabang. Jika pada level ini belum juga
terselesaikan, maka masalah tersebut dibawa ke tingkat wilayah, terus sampai pusat
(PBNU) dalam forum muktamaf*

Dengan demikia, secara teoritis bisa dikatakan bahwa bahtsul masail yang
diselenggarakan oleh PBNU merupakan forum yang mempunyai otoritas tinggi dan

memiliki daya mengikat yang lebih kuat bagi warga NU dalam memutuskan masalah

141 |pid., 182

142 Ahmad Munijin Nasih, Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan avialsgt Muslim Tradisionalurnal Ak
Qanun vol. 12, no. 1, Juni 2009, 106.

143 Speleiman Fadeli dan Moh. Subhamtologi NU (Surabaya: Khalista, 2008),-36.

144 Ahmad Munjin NasihBahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Trawiia07.
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keagamaah®® Tugas Lembaga Bahtsul Masabalah menghimpun, membahas dan
memecahkan masakahasalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga
ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama
(syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yangtispnnya meruakan fatwa
dan berfungsi sebagai bimbingan warga NUademengamalkan agama sesuai dengan
pahamAhlusswnnahwal jamatah, 146
Sebagai konsekuensi dari paradigma madzhabiah NU, dalam beristimbath Lajnah
Bahtsul Masail menggunakanetode gauliy, ihlagiy, dan manhajiyLajnah bahstul
masail lebih mmilih pendapat para Imam dan ulama mazhab dadddkutub at
mu t a 6.KaPerl lliketahui bahwa deskripsi masalah yang dimaksud dalam bahtsul
masail adalah uraian mengenai persoalan yang akahadityang meliputf*®
1. Uraian tentang gambaran suatu persoalan yang terjadi di teenggh masyarakat.
2. Pertanyaafpertanyaan yang muncul dari persoalan tersebut yang berhubungan
dengan status hukumnya dikacamata fikih. Adamasalakmasalah yang dibahas

biasanya berasal dari usulan para peserta yang diajukan beberapa waktu sebelumya.

BAB Il
PUTUSAN BAHTSUL MASAIL
TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN

SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Lembaga Bahtsul Masall
1. Sejarah Bahtsul Masail

145 Ahmad Munijin NasihBahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisia68l

148 1bid., 3536.

147 Muhammad Kurdi, Metodologi ljtihad Muhammadiyah dan NU: Studi Perbandingan Majlis Tarjih dan Lajnah
Bahtsul Masail,Jurnd Fakultas Syariah Univeritas Muhammadiyah Mal&@@®Oktober 2010, -2.

148 Ahmad Munijin NasihBahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisiam&l,
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Bahth atmasail merupakan salah satu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari
Ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan pesantren. Karena itu sbgnthal
masail masuk dalam bagian sejarah Nahdlatulnhdadan pesantren yang menjadi
cikal bakal dan basis berdirinya NU. NU adajala m6i yyah di natapyah | ¢
organisasi keagamaan Islam yang berdiri di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H/ 31
Januari 1926 M dengan berdasarkan pada agidah Islam menurut paham
Ahlusunnahwal Jamaatlan menganut salah satu dari empat madzhab, yakni Hanafi,
Mal i ki, Syaf%6i dan Hambali

Dengan mengikuti empat mazhab figh ini, menunjukkan elastisitas dan
fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secarattuatal
dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutbbpin) meskipun kenyataan
keseharian ulama NU menggunakan figh masyarakat Indonesia yang bersumber dari
mazhab Syafi di. Hampir dapat di pasti kan
hukum yang diberi&n oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari
mazhab ®™yafidi

Bila ditinjau dari latar belakang berdiri dan Anggaran Dasar NU, maka sedikit
dapat dikonstruksi latar belakang munculdpahth atmasail (pengkajian masalah
masalah agama), ya adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis
( 6 a mhbagiikehiflupan sehalhiari yang mendorong para ulama dan intelektual NU
untuk mencari solusinya dengan melakukaahth almasail. Dan bila ditelusuri
hasithasilnya juga dapat diketahubahwabahth atmasail pertama dilaksanakan
pada 1926, beberapa bulan setelah berdirinya®uU.

Secara historis, forurbahth almasail sudah ada sebelum NU berdiri. Saat itu
sudah ada tradisi diskusi dikalangan pesantren yang melibatkan kyai dan santri yang
hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul ljtima Nahdatul Oelama) dalam

bulletin LINO, selain memuat haslahth atmasail juga terjadi ajang diskusi

149 Irfan Mustofa, Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah Tentang Hukum Pemerintah Memberi Izin
Toko Ritel AtTawasuth Jurnal Pemikiran Islafinstitut Agama Islam Negeri Purwokerto) Vol.1, No.1, 2019, 52.

150 Ahmad Muhtadi Ansgr Baht AtMasailNahddaul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum
Tradisionalis)(Yogyakarta: Teras, 2012), 73.

151 Ahmad ZahroTradisi Intelektual NUYYogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2004), 68.
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inetraktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kyai menulis ditanggapi oleh kyai lain,
begitu seterusny&?

Meskipun kegiatabahth almasailsudah ada sejak kongres/muktamar 1, institusi
Lajnah>%ahth atmasail baru resmi ada pada muktamar XXVIII di Yogyakarta
tahun 1989, ketika komisi (bahth almasail) merekomendasikan kepada PBNU
untuk membentuk Lajnabahth atmasail diniyyahsebagai lembaga parlemen yang
khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukleh halagah (sarasehan)
Denanyar yang diadakan pada-Z®% Januari 1990 yang bertempat di Pondok
Pesantren Ma mb a ul Mabdari f Denanyar J ol
dibentuknyalLajnah bahth almasail diniyyahdengan harapan dapat menghimpun
para ulama damtelektual NU untuk melakukan s t i mb a t(pknggaliamdard i
penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Muktamar XXVIIihdtgah
Denanyar tersebut akhirnya pada tahun 1990 terbentlldptah bahth almasail
berdasarkan keputusan PBNU Nomort8005/5/1990%

PBNU membentuk sebuah badan komisi dengan nama komisi bahtsul masail.
Maka dari rekomedasi komisi | muktamar XXVIII di Krapyak, PBNU dengan surat
keputusan No: 30/A/I/05/5/1990 yang membentianah bahth aimasail diniyyah
yang kemudiarpada mukt amar 2004 digantii dar i i
kemudian disingkat LBM. Lembaga ini sebagaimana dalamA&D pasal 16
bertugas membahas dan memecahkan masadahlah yangnawduiyyah(tematik)
danw a q i 0 (akyual)a/dng memerlukan kepastihnukum->®

Lembaga bahtsul masail di lingkungan NU adalah lembaga yang memberikan
putusan hukum keagamaan kepada umat Islam. Lembaga ini dituntut untuk mampu
membumikan nilanilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang

relevan dengan kemajn zaman dan lingkungan sekitaff.

152 Ahmad Muhtadi Ansor,Baht AlMasail Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Peinan Mazhab Kaum
Tradisionalis) 74.

158 |ajnah ialah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang
memerlukan penanganan khusus. Lihat, Sekertariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlat#iridiganan Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Nahdlatul Ulamdasil Muktamar XXXI di Boyolali Tahun 2004 (Jakarta: Sekertaris Jenderal Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama, 2004), 32.

4bid., 75

159hid., 75.

159bid., 76.
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Topik khusus dikaji dalam LBM NU adalah persoalan keagam@aaasail
diniyyah). Dalam tataran praktisnya LBM membagi forumnya menjadi 3 kategori,
yaitu:®’

a. Baht sul Mas ai |l Daitinmeygkag permasalghiardkeign yaandn
menyangkut hukum dan suatu peristiwa.

b. Baht sul Masai |l D i yaituynyembahasM@eumdsalahani yanga h
menyangkut pemikiran.

c. Bahtsul Masail Diniyyah Qanuniyyalaitu penyikapan terhadap Rancangan

UndangUndang (RUU) yang baru disahkan.

Ditinjau dari perspektif komparatif, jika NU memiliki forum kajian keilmuan
keagamaan dan lembaga pemeberi keputusan hukum Islam disetldga Bahtsul
Masail maka organisasi Islam yang lain seperti S| (Sarekat Islam), Muhammadiyah,
Persis (Persatuan Islampltl améi yat ul Washl i yah dan M
Indonesia) juga mempunyai wadah untuk memecahkan masalah keagamaan,
walaupun dalam hdial tertentu ada perbedaan antaeanbaga Bahtsul MasaiDi
Sarekat Islam lembaga itu dinamakdajelis Syuro di Muhammadiyah adaVajelis
Tarjih, di Persis ad®ewan HisbahdiaFkJ améi yat ul Désvanhatway ah ad
sementara MUI adkomisi fatwa->®

Bahtsul masail itu adalah embrionya NU, forum diskusi kyai muda yang
belajar di Makkah. Dan dadiskustdiskusi ini menghasilkan organisasi NU, bahtsul
masail ini kegiatan yang lebih tua dari NU itu sendiri, jadi kalau tidak ada bahtsul
masail maka ruhnya NU hilang, karena itu sebagai manifestasi dari sejarah itu maka
kebijakan NU apapun yang berlait dengan hukum. Harus bersumber dari hasil
bahtsul masail terutama masalalsalah yang sensitif dan rumit harus di bahtsul

masailkan terlebih dultr®

B. Sktruktur, Tugas, Pokok dan Fungsi Lembaga Bahtsul Masail

Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

157 Irfan Mustofa, Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah Tentdnkum Pemerintah Memberi Izin
Toko Ritel55.

158 Ahmad ZahroTradisi Intelektual NY73-74.

159vawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al
Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020
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Bendahara : Lukmanul Hakim, S.Pd.I
Wakil Bendahara : H. Zainul Alam

Anggota : Anang Darun Naja
: H. Syafrijal
: Zahro Wardi
: M. Tohari Muslim
: Saiful Anwar
: H. M Adibussholeh, M.Pd.
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1. Tujuan Lembaga Bahtsul Masail NU
Tujuan dari adanya bahtsul masail yaitu memberikan jawaban hukum terhadap
masalah, persoalan, kaskesus yang berkembang di tengah masyarakat secara tepat
dan benar berdasarkan sumbember agama, vyaitu -@u r 0 adHadits, a |
kesepakatan ulam@ i j ,ns&té pendapapendapat para ulama sholeh terdahulu
yang terpercaygsalafus shalih) yang pada akhirnya jawab@waban tersebut
menjadi rujukan dan pedoman dalam kehidupan keseharian, khususnya wafa NU.
2. Tugas Lembaga Bahtsul Masail NU
Lembaga bahtsul mnsail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas
membahas masalahasalahma u d | u @emgtik) adanw a q i 6 {aktualp yang
akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ufima.

1600emah baca Aibahstul o m&§28i |l Desember 2016) sebagai mana
https://onellow.blogspot.com/2016/12/norrtafalsefalsefalsein-x-nonex.html, diakes 21 januari 2020

161 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Muktamar ke 33 NU Bab V Perangkat Organisas Pasal 17 ayat (6)
Poin L
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3. Fungsi Lembaga Bahtsul Masail NU

Fungsi adanya bahtsul masail yaitu:

a. Merupakan forum pembahasan masatadisalah yang muncul dikalangan
masyarakat yang belum ada hukum dan dalilnya dalam agama.

b. Sebagai forum pembahasan masalah yang berkembang dimasyarakat.

c. Untuk membangur(ukhuwah)dan interaksi antar pesantren dan kegiatan in
biasanya dilaksanakan rutin, baik setiap bulan maupun tahun, dan tempatnya
bergilir dibeberapa pesantré.

Tradisi pengabilan keputusan model bahtsul masail di lingkungan pondok
pesantren dan dikalangan Nahdlatul Ulama memiliki tujuan:

a. Supaya NU memiliki pedoman dalam menetapkan hukum sehingga semua
keputusan di dalam bahtsul masail harus berpegang padaacargang telah
ditetapkan di dalam sistem yang sudah disepakati.

b. Menghindari terjadinyanauqufatau tertundanya suatu masalahekartidak ada
nash atau gawl dalaal-kutubmuktabarah

c. Memberikan penjelasan bahwa bermazhab di lingkungan Nahdlatul Ulama
menggunakan pendekatgauli (produk pemikiran) damanhaji sehingga tidak
mungkin terjadi kesulitan dalam merespon setiap persoaag terjadi, baik
menyangkut aspek diniyyah maupunjy t i maspek gkoriomi, sosial, politik,
ataupun aspekspek lainnya%

C. Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Hukum Kebiri Kimia bagi Pelaku

Kejahatan Seksual terhadap Anak

Lembaga Bahtsul MadaPengurus Wilayah Nahlatul Ulama Jawa Timur dibagi
menjadi dua tahapan, yakni tahap putusan yang mencangkupalasan atas penolakan kebiri
kimia dan tahap kedua adalah tahap proses penyempurnaan dari adanya hukuman yang
pertama yaitu tahap memberikan rekodesi hukuman bagi pelaku kejahatan dan hak
korban pedofilia atas kerugian yang di derita baik fisik maupun mental.
1. Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim

62 Oemah Baca fiBaht sul (@@ s Desénder 2016) sebagaimana  dikutip  dalam
https://onellow.blogspot.com/2016/12/norrtefalsefalsefalsein-x-nonex.html, diakses 21 Januari 2020

163 Oemd Baca iBaht sul Masail o (20 Desember 2016)
https://onellow.blogspot.com/2016/12/norrtefalsefalsefalsein-x-nonex.html, diakses21 Januari 2020
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Keputusan pada tahap pertama ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29

Agustus 2019/ 2®zul Hijjah 1440 H diselenggarakan di kantor Pengurus Wilayah

Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang bertempat di Surabaya Jawa Timur, membahas

tentang kebiri kimia respon putusan kebiri kimia yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Negeri Mojokerto yang kemudian puausiya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Surabaya.

a. Deskripsi Masalah

Dari tahun ke tahun kejahatan seksual terhadap anak atau kejahatan pedofil
terus terjadi, bahkan cenderung meningkat. Hukum pidana bagi pelaku
sebagaimana dalam KUHP dan UU Perlimgan Anak pun dianggap belum
efektif, sehingga pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak yang memberatkan sanksi pidana, diantaranya dengan
menerapkan hukum kebiri kimia bagi pelaku.

Setelah Undantgyndang Nomor 17 TahuB016 tentang Perlindungan Anak
ymelegalkan hukuman kebiri kimia disahkan dan secara nyata digunakan oleh
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto sebagai vonis terhadap salah seorang
pelaku, pro kontra pun mengemuka. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM)
merganggapnya sebagai suatu pelanggaran, lkatan Dokter Indonesia (IDI)
menolak menjadi eksekutor karena bertentangan dengan sumpah dan kode etik
profesi, sementara di sisi lain banyak pihak yang mendukungnya mengingat
semakin meningkatnya kejahatan seksualagap anak dari waktu ke waktu.

Dalam kondisi demikian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa
Timur terpanggil hadir untuk mengkajinya secara ilmiah dan perspektif fikih
Islam sebagai bagian khidmahnya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

. Pertanypan

Bagaimana hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap

anak dalam perspektif fikih Islam?

. Jawaban

Hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat
dikategorikan sebagai takzir, namun demikian tidak diperbolehkan sebab:

1) Takzir harus berdasarkan kemaslahatan.
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2) Mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, sam@ment
kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi tapi dapat merusak organ
lain, serta berdampak negatif pada kondisi psikologis pelaku.

3) Tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter.

4) Tidak sesuai dengan KUHP

Dan untuk melindungi anak datejahatan seksual, maka pelaku harus dihukum

dengan seberdteratnya sesuai perundangdangan yang berlaku.

67



AN

3

oal

N~

a2 o

7
~

LA T v-’ﬂ_v"v%

~

,

,M

~

oAl

~

A D
N

AN

~

JEI0

~ oA~

~

p 6B (P@sh

~ A

~ AN
N\ Ev

A~

A
"

A~ ~
AN A
N\

AN

APk

v
7
N
[J

%

~

oy

68



~ A ~
\\v \\ —_— A N v, ~ ~ A 7
% | EE[ AN\« z 1/ L~ 2 C hY
~ A ~
g i

2. Rekomendasi Hukuman Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim
Pada penyempurnaan atas putusan pertama tersebut, dilaksanakan musyawarah
kerja wilayah | Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang dilaksanakan di
PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timarcpa h a rksabtujtangoed 280
November 2019 yang pokok pembahasannya berfokus pada rekomendasi hukuman
dan perlindungan hukum bagi korban.
a. Deskripsi Masalah

Dalam UndangJndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undabimdang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undantyndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
menjadi UndangJndang. Diatur bahwa salah satu bentuk hukuman bagi pelaku
kekerasan seksual terhadap anak adalah hukuman kebiri kimiak heiuman
ini ditentang oleh berbagai pihak dengan alasan menimbulkan efek samping yang
tak sedikit bagi pelaku dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Tim dokter
dari lkatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri
kimia sebab bentangan dengan kode etik mereka.

Secarafighiyah hukuman kebiri juga dilarang sesuai keputusan Lembaga
Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang
Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak pada
tanggl 28 Dzul Hijjah 1440 H/29 Agustus 2019 M. Ada berbagai alasan
pelarangan ini, diantaranya: kebiri merupakan hal yang dilarang Rasulullah,
termasuk mengubah ciptaan Allah dan menganduoafsadah Selain itu kebiri

kimia memang bertentangan dengan kod& k&dokteran dan menurut pakar
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hukum dianggap bertentangan dengan hierarki perundgiag@gngan yang lebih
tinggi di Indonesia.

Namun demikian, pelarangan terhadap hukuman kebiri ini menimbulkan
kesan ketidakberpihakan terhadap pelaku kekerasan kekspada anak
(phedofilia) dan kurang kepedulian terhadap korban kejahatan pedofilia yang
justru seharusnya mendapatkan perlindungan secara hukum. Sudah pdmtk hak
korban kejahatan pedofilia semestinya dinyatakan secara tegas dalam fikih
sehingga tidakada kesan bahwa fikih lebih melindungi hak pelaku kejahatan
daripada hak korban.

. Pertanyaan

1) Sekiranya hukuman kebiri dianggap menyalahi aturan hukum fikih, maka
hukuman apakah yang dianggap pantas diberikan atas pelaku kejahatan
pedofilia sehingga menimbulkan efek jera dan memberikan perlindungan
terhadap masyarakat dari kejahatan ini?

2) Apa sajayang menjadi hak bagi korban pedofilia atas kerugian fisik dan
mental yang mesti dibebankan atas pelaku?

. Jawaban

1) Jika kejahatan pedofilia yang dilakukan termasuk kategori perzinaan, maka

dalam perspektif fikin Islam hukumannya adalah cambuk 100 kali dan
pengasingan selama satu tahun bagi orang yang belum menikah atau hukuman
rajam bagi yang sudah menikah. Jika tergoldmgath (sodomi), maka
dihukum mati. Namun jika sebatas pelecehan seksual, maka hukumannya
diserahkan kepada hakiftakzir).
Namun mengingt penerapan hukum pidana di Indonesia adalah kategori
takzir yang dalam perspektif KUHP maksimal pemberatan hukumannya
adalah hukuman mati, maka hukuman maksimal yang paling memungkinkan
dilaksanakan adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Referensi

¢ ERGEC
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2) Yang menjadi hak bagi korban pedofilia atas kerugian fisik dan mental yang

mesti dibebankan atas pelaku adalah:

a)

b)

Jika korbanadalah perempuan dan sampai menghilangkan keperawanan,
makaia berhak menuntut mahanitsil, dan kerugian kehilangan
keperawanannya serta kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau
cacat mental yang ia derita.

Jika tidak sampai menghilangkan keperawanan atau korban pedofil
berkelamin lakilaki, maka korban berhak menuntut kerugian yang
setimpal dengan cacat fisik dan atau mental yang ia alami.

Referensi:
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D. Hasil Wawancara terkait Putusan LBM PWNU Jatim tentang Kebiri Kimia
1. Kejahatan Seksual
Pada era modern ini kejahatan seksual banyak terjadi di Indonesia dengan grafik
yang meningkat setiap tahunnya, sedangkan jenis hukuman yang sudah dijatuhkan
pelaku belum sepenuhnya efektif, banyak paradivis yang akhirnya terjerat kasus

yang sama. Beasarkan wawancara penulis dengan ketua lembaga bahtsul masail
PWNU Jatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan)
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filni tentu tidak bisa hanya dimuarakan dari pelaku itu sendiri, banyak faktor,
yang paling dominan adalah situasi sosial kita yang cenderung bebaderung
yang penting senang hedonisme tanpa batas, sementara akidah atau mental
kualitas yang kita punya ini masih tidak cukup untuk menghadapi itu semua, atau
pelaku tersebut mempunyai kelainan. Analisanya adalah kalo kebiri kimia itu
jeranya belum temt, justru bisa mengakibatkan orang yang terkena kebiri kimia
itu marah kemudian dapat merekrut anggota baru, dan hal ini sangat berbahaya.
Akan tetapi jika dihukum mati jeranya sudah pasti, ayat dala@alr 6 an dal am
QS AIMai dah Ayat l79asiiwahakyao fdal agmm sqi
kehidupan dan kemudian ditafsirkan sebegitu luasnya, karena dengan adanya
hukuman mati mereka yang punya perilaku seperti itu berfikir akan jera dengan
sendirinya. Ada satu yang meninggal karena hukuman itu maka yang lan jug
akan membaca fenomena ini, jeranya sudah pasti kalo dengan hukuman mati dan
orangorang juga akan jera. Tetapi kalo dengan kebiri kimia di samping banyak
dampak yang ditimbulkan sangat kompleks diorgan yang lain juga ada
kemarahan yang tidak bisa merekahan dan membuat kekacauan dimana
man &% o
Dalam hukum pidana Islam kebiri kimia bisa masuk dalam kategori zina, liwath atau
bahkantakzir tergantung dari jenis kejahatan korbannya seperti apa. Berdasarkan
wawancara peneliti dengan ketua lembaga bahtashinPWNU Jatim (KH. Ahmad
Asyhar Shofwan):
fiKalau korbannya perempuan lewat vagina maka dihukumi zina, jika korbannya
laki-laki lewat dubur maka dihukumi liwath akan tetapi korbannya perempuan
jika lewat dubur pun dikategorikan dengan hukuman liwatlkziratu tidak ada
sharih atau pasti dari agama, tergantung dari ijtihad yang berwenang
menghukum dari kejahatan itu. Cuma ada ramba mbunya yaitu fAS:
Agi baho dan tidak mel ebi hi hadd, dan
di kat akan dalmam dkior @b u hiuadbm sudah mer at

bahayanya dari orang satu ini contohnya seperti bandar narkoba itu bisa

164 Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al
Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020.
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dihukumi mati karena dampak bahayanya sudah luas. Jadi hukuman mati itu bisa
masuk hadd atau takzir. NU Sudah punya putusan di MUNAS (musyawarah
nasional) di PBNU (pengurus besar nahdatul ulama) bandar narkoba itu
hukumannya adalah hukuman mat. kar ena
dikatakan lebih jahat dari pada tikus dan sunah untuk dibdfitih.
Di Indonesia sendiri hukuman kebiri kimia terdapatadalUndangJndang Nomor
17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 81 ayat (7) yang
menyatakan bahwa fATehadap pelaku sebagai
dapat dikenakan pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.
Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jatim
(KH. Ahmad Asyhar Shofwan):
AKebi ri ki mia secara teori bisa dibol el
dampak yang banyak diorgan yang lain juga biayanya mahal dan di aspek y
lain kemudian sampe memutus potensi berketurunan, ada pelanggaran hak asasi
manusia. Dan dalam Islam ada-ashul atk h a ms a h A hoi fndyzau na knaars
hilang berarti kita mentakzir juga melanggar, dan memang dokter tidak mau
mengeksekusi karena melangdarde etik kedokteran. LBM sebagai lembaga
perangkat di NU ada pertemuan di tingkat pengurus harian. Dan kemudian
memerintah supaya megadakan bahtsul masail untuk mengkaji kebiri kimia
dalam perspektif fikih sesuaikah dengan hukum Islam. Dan supaya
pembahaannya komprehensif maka di datangkan ahli dari kedokteran dan juga
ahli hukum. Jadi NU itu tidak tekstualis, soal takzir dan hukuman yang punya
hukuman menjerakan selama kita melaksanakan sesu@wlt 6 an maka ak
dilakukan, tetapi kalau tidak maka janganemaksakan sebab perjuangan itu
memang berat tapi kalau memang itu tidak mungkin kita paksakan maka akan
] adi persoal an. Dal am sabda Nabi Mu h a |
amartuhu bi syaiin faodotu mi n hu mast at
dikerjakan @ngan sesuai kemampuanmu tetapi dengan kalau Nabi melarang

Awai dza nahat 6anhu fantahuo kal au Sayaes

165 Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al
Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020
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maju diam tidak bergerak. Maka harus total, kalau beraksi atau gerak itu ada

upaya, maka ketika kebiri jelas dilarang dai hadis Nabi itu

G L RASEE Vo SR @ BB i

Fal A A ~

berarti kita selesai sampai disitu karena hadisnya melarang untuk itu. Hadis itu
produk zaman dahulu yang memang tidak ada kelengkaparalatainedis
seperti sekarang tentu tidak sama, tetapi NU punya manhaj seperti giyas
misalnya jadi antara kedua ini (kebiri potong kelamin dan kebiri kimia) memiliki
kesamaan yang menghubungkan antara kedua, makna yang menghungkn antara
makna kebiri kimia dengan kebiri traadisional sass@ma mematikan hasrat
seksual. Yakni dengan objek garsama. Pertimbangan lain dokter pun
mengatakan bahwa kebiri kimiawi itu lebih berbahaya dari kebiri tradisonal
maka jika ada ketidakserasian antara yang lama dan yang baru maka ada
penguat untuk menstarakan ke%Biri ki mia
PadaJuli 2019 kasus yang menimpa M. Aris pria asal Mojokerto berumur 20 Tahun
yang Mempekosa 9 anak dibawah umur dikenai hukuman 12 Tahun penjara dan
denda Rp. 100 juta subside 6 bulan kurungan majelis hakim juga menjatuhkan pidana
berupa pidana kebiri kimiaownis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto
No0.69/Pid.SUS/2019/PN.Mjk dan putusan tersebut diperkuat dengan adanya putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/Pid.SUS/2019/PT SBY Tanggal 18 Juli
2019%%7 Dan hal tersebut direspon oleh bahtsul masail PWNU Jatim yang mana LBM
PWNU Jatim justru menolak atau tidak menyetujui dengan adanya hukuman
tambahan kebiri kimia karena:
AKonsep dalam hukum pidana Il sl am ALiIq
perbuatan salahitu ada takzirnya dan sanksinya. Maka termasuk pedofilia
sebagai perbuatan maksiat bahkan keji tentu ada hukumannya, hal ini sudah

166 Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al
Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020
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Timur: 23 Agustus 2019) sebagaimana dikutip dalam Oemahibéaca h s t udl  (n2a0mkzd 20468 sebagaimana dikutip
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menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Islam ada 2 (dua
kategori hukuman yaitu hadd dan takzir, takzir atldteukuman yang diserahkan
bentuknya kepada yang berwenang. Kalau pedofil dalam figh namanya zina, ada
satu kekhususan yaitu kembali kepada hukuman zina, sementara kalau filosofi
takzir adalah untuk menjerakan berarti tidak ada rajam, cambuk hukum Islam
kantidak ada dan mestinya bisa diganti, tetapi ada batasatasan. Ada 2 (dua)
batasanbatasan adalah:

a. Tidak boleh melampaui hadd

b.iSal amatul Agibaho tidak berdampak but
Hal ini yang menjadi patokan pokok dari keputusan bahtsul masail PUétitd.

Karena kebiri ini sifatnya kimiawi, kita mendatangkan ahli dari kalangan dokter

yakni dr Edy dari wakil ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan juga dari
kalangan praktisi hukum dari LPBHNU PWNU Jatim (lembaga penyuluhan dan
bantuan hukum natatul ulama) Dr. H Edy Suwito, SH.MH. LBM menggali dari

para ahli ini yang keterangannya dari perspektif kesehatan bahwa kebiri kimiawi

ini adalah hukuman yang tidak hanya berdampak pada alat vital itu saja tetapi

ada dampak yang lebih buruk dari kebiri tradis@d, itu persoalannya. Berarti

hal ini tidak bisa dipenuhi. Kemudian keterangan dari praktisi hukum
mengatakan fAmemang dal a-omdamgnyautetapipalasi t i f
pandangan ahli hukum itu kalau ketentuan hukuman kebiri kimia ini ditarik
keataskepada aturan hukum yang lain sejenis undandang atau aturan hukum

tertinggi seperti undangndang dasar beliau menyatakan hal ini tidak ditemukan
sambungannya, dalam undangdang pun tidak ditemukan aturan kebiri kimia,

pasal yang mana yang menjadrdnan dari adanya kebiri kimia tersebut yakni
UndangUndang No.Z Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81
ayat (7) tentang kebiri Kimao ver si ah
mendalah dan dipelajari oleh LBM dengan membuka swsiaber yang ada

dan kemudian memutuskan seperti itu. Kemudian LBM sepakat bahwa pedofil itu

di hukum tetapi tidak d%8ngan hukuman keb
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Hukuman untuk pelaku pedofil ini jika masuk kategori ghoiru muhsan yakni
hukumannya cambuk 100 kali, akan tethpi itu tidak mungkin dilakukan di
Indonesia, karena tidak mungkin maka diganti dengan takzir. Takzir itu untuk
menjerakan maka apapun harus ada takzir yang terpenting, dan yang ada di
Indonesia ada hukuman yang paling terberat adalah penjara seumur tatup
hukuman mati tidak ada yang lebih dari itu. Maka jika sudah dikatakan pedofilia,
walaupun ghoiru muhsan bisa mendapat hukuman mati atau penjara seumur
hidup 169
Dari beberapa poin ketidaksetujuan lembaga bahtsul masail PWNU Jatim diantaranya
ada pointakzir, dalam putusan yang dikeluarkan oleh LBM PWNU Jatakzir
haruslah berdasarkan kemaslahatan dan mayoritas ulama pun mensyaratkan bahwa
takzir tidak berdampak negatif. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua
lembaga bahtsul masail PWNU Jatim (kK&hmad Asyhar Shofwan):
fiTakzir itu AtTa o6 di b suatu tindakan unt uk me n
kembali kepada kenormalan, contohnya dalangAlr 6 an banyak mi sa
yang tidak taat kepada suaminya kemudian dijauhi dari tempat tidurnya itu
bagian daritakzir, jadi orang yang berprasaan halus itu pasti akan merasa dan
berfikir itu tidak berbahaya. Maslahahnya adalah bisa kembali kepada ketaatan,
akan tetapi kalau dengan cara itu justru akan semakin parah berarti mencari
alternatif hukuman yang lain mik@an dengan cara dipukul tapi dengan syarat
Asal amat ul agi bahdod bahkan dalam fi ki h
sampai merusak anggota tubuhnya itu juga ada diyatnya, jadi ada
konsekuensinya ada disitu. Walaupun dipukul itu tidak mesti sakit tapi
mengandung perasaan, maka ini sudah cukup, tetapi tetap pada koridor bahwa
tidak boleh merusak tidak boleh melebihi hadd tetap harus menjaga maslahah.
Penderitaan itu bukan tujuan tapi sarana/jalan untuk kembali kepada orang yang
normal, jadi sebenarnya kair itu bedabeda setiap tempat, setiap orang dengan
orang yang sama itu bisa berbeda, misalkan seorang guru/kyai mengerti karakter

seorang santrinya, misalkan dengan hukuman seperti ini tidak mungkin dia jera,
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hal ini murni dari kebijakan otoritas yangemiliki wewenang untuk mentakzir itu
siapa Contohnya takzir yang untuk kemaslahatan yang paling mudah misal kalau
dipesantren, anak yang melanggar keluar tanpa izin, hukumannya yang
dampaknya positif adalah menghukum dengan menyuruh menghafalkan
nadzomanmisalkan sehari 5 bet maka karena dihukum maka harus 20 bet, dan
itu ada maslahah karena penjeraannya dapat tapi ada maslahah yang muncul
dari situ, akan tetapi misalkan dijemur di bawah terik matahari, hal tersebut
memang takzir akan tetapi yang didagatk hanya panasnya saja tidak
mendatangkan maslahah bagi yang penerima hukumannya. Tapi kalo kebiri kimia
itu kontra dengan hifdzun nasl, karena dapat menghalangi seseorang untuk
mempunyai keturunahf?
2. Perlindungan Korban Kejahatan Seksual
Dalam Islan itu sendiri korban dari kejahatan sesksual tidaklah dijatuhi hukuman,
mengingat posisinya sebagai korban yang tidak menghendaki terjadinya kejahatan
yang menimpa dirinya tersebut sehingga tidak boleh disepelehkan harus diberikan
perlindungan dan pendamgian secara penuh, karena posisinya masih Keanadkk
sangat rentan batin dan psikisnya terganggu. Sehingga orientasi kedepan seharusnya
yang menjadi perhatian bukan hanya pelakunya saja yang selsai dikenai hukuman
akan tetapi mengabaikan korban itu sen@erdasarkan wawancara peneliti dengan
ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan):
AKor ban p edof dbdnar anurny &anbgn dbre andil rtidak dengan
kesadaran mengiyakan perbuatan tersebut berarti korban tidak ada hukumannya
justru mereka ada hak untuk meminta ganti rugi, dalam diyat sudah dijelaskan
terkait macammmacam ganti rugi jika merusak anggota tubuh yang mana. Hal ini
murni kajian fikih Islam kalau diformalkan harus sesuai dengan konteks
Indonesia. Perlindungan hukuamtuk pemulihan mentalnya di dinas sosial yang
harus menyiapkan rehabilitasi untuk merekareka yang menjadi korban bagi
yang tidak mampu secara biaya, keluarganya tidak ada maka itu tanggungjawab

pemerintah. Dan kewajiban keluarga itu selama masih mammpaka
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tanggungjawab keluarganya masintasing, jika keluarga tidak mampu maka
masyarakat sekitar orangr a n g di daer ah i tu si apa
muslimin orangorang yang memang punya kemampuan lebih dari-naiza
orang, kalau lingkungannya juga sudaidak mampu maka baru menjadi
tanggung jawab pemerintafi’

E. Istinbath AtAhkamNahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) meletakan fahadh | u s s u n n a h sebagd dashmya.a 6 a h
l a menganut salah satu dar.i empat.Amazhab,;
mazhab secara total atau pun dalam hal yang dipandang sebagai kel{bajabh
dimungkinkan terjadi, meskipun kenyatan selmanii para ulama NU menggunakan fikih
masyarakat Indonesia yandy bersumber dari m

Metode istinbath hukum dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan ulama dan
intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fikih dalam
bahtsul masail. Penelitian tentang metode ini merujuk pada hasil keputusan fikih bahtsul
masail yang dilaksanakan dalam Muktamar | pad®22September 1926 di Surabaya
sampai Muktamar XXX pada 247 November 1999 di Kediri. Hal ini juga merujuk pada
Anggaran Dasar NU Bab Il pasal 3.

Kata istinbath berasal dari katafii st i ngpanhbaober art. Amen
Amenetapkano atau mengel uarkan dar.i Sumbe
mengeluarkan hukushukum fikih dari alQu r 6 a n-Suh@ah medakii kerangka teori
yang dipakai ulama ushul, sehingga term istinbath ikiefgngan ijtihad. Di kalangan
ulama NU,istinbathhukum diartikan bukan mengambil hukum yang asli yaki@Q alr 6 a n
dan asSunnah, tetapi dilakukan dengan mentabigkan secara dinamisiasstyang
telah dielaborasi fugoha kepada persoélama q i yang dciar) hukumnya.’*

Ha l I ni Syafi éiyah dalam konteks permasal a
ini dikenal dengan bermazhab seogaali danmanhaji Mazhab secargauli maksudnya

adalah panggilan hukum dengan menerima pendapat parq ayang @l& dirumuskan

mereka pada periode sebelumnya, yang biasanya tertulis dalamkitatabfikih.
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173 Ahmad ZahroTradisi Intelektual NU167

"4 mam Yahya,Dinamika ljtihad NU(Semarang: Walisongo Press, 2008), 47

88



Sementara mazhalmanhaji merupakan upaya menyelesaikan suatu kasus dengan
memakai metodologi yang dirumuskan oleh para ulama K&silBerdasarkan
wawancara peneiidengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jatim (KH. Ahmad
Asyhar Shofwan) Mengenai proses bahtsul masail.
AKal au dal am formul anya NU di manapun |
menemukan pendapat di dalam kitab Imam-8gyaf 6 61 maka yang
pendp at / ki tab | mam Syafi 0i dal am mengambi |
tidak ditemukan pasti lintas madzhab, terutama masaiabalah sosial karena tidak
mungkin hanya menggunakan satu madzhab bisa mewadahi seluruh persoalan, dan
hal tersebut sudah meagi aturan pokok di dalam NU. Kemudian bagaimana kita
dalam proses mencari pendapat yang paling diakui dikalangan uldama
ahlussunnah wal jamadah dan i ni menj adi
tetapi kita tidak bisa hanya mempertimbangkan pentlagiapa, tetapi juga
memerti mbangkan kondi si, situasi dan zam:
tetapi tidak cocok dengan kondisi sekarang, sementara ada pendapat seorang ilmuan
di bawahnya tapi lebih cocok, dan dipilih yang paling maslahah yang nmaka
kembali kepada konsep maslahah. Metode istimbath NU mengedepankan qauliy,
gauliy yang sudah jadi. Jadi persoalan apa pun selama masih bisa ditemukan
pendapat ulama yang namanya qauliy maka yang dipakai itu, karena -wikama
NU merasa belum mampu ne¢apkan suatu ketentuan hukum walaupun di NU
banyak ul ama yang sangat 6al i m, dan i ni
menemukan dan itu menjadi pertanyaan juga, seberapa banyak kitab yang sudah
dibaca, berapa ribu. Dan juga siapa yang berkata, misdhk ditemukan maka
menggunakan manhajiy, dan manhajiy itu ada tertibnya yang pertama ihlaqgiy dan
harus bersyar at harus jamadi, i hl aqgiy it
ihlagiy itu membandingkan antara masalah baru dengan masalah yang semga y
sudah pernah ada pendapat di dalam suatu kitab tertentu. Setelah dipertimbangakan
ada kesamaan masalah baru dengan pendapat ulama yang sudah jadi bukan ayat
tetapi pendapat ulama ini yang dinamakan ihlaqgiy ini, karena ini resikonya sangat

kecil denganlangsung beristimbath dengan-@lu r 6 a n .

175 Muchotob Hamzah, dklPengantar Aswaja Ahahdliyah 118
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Madzhab pokoknya Imam ASyy af i 61 , seberapa | amanya da
hukum tergantung dari berat ringannya masalah yang dibahas. Satu kali pertemuan
bisa tuntas sebab referensi mudah didapat apalagi sudahk#edb digital tetapi
dalam pembahasannya pun menghabiskan waktu minimal 2 (dua) jam, bahtsul masail
pernah bermusyawarah satu hari satu malam dengan durasi 24(dua puluh empat
jam) membahas suatu permasalahan. Apalagi yang sangat panjang bisa satu tema
sampai 2 (dua) kali event, jadi ssatu event 2 (dua) sesi yang durasinya 10 (sepuluh)
jam sampai ke event yang lain lagi. Kalau untuk kebiri kimia ini prosenya hanya satu
kali karena referensinya sudah banyak dan mudah didapatkan. Pada proses
pembentukan hukoannya terbatas di LBM Jatim saja tapi untuk proses
penyempurnaan hukumannya di MUNAS yang lain khusus bahtsul madaivae
Timur yang melibatkan seluruh PC (pengurus cabang). Kadang ada referensinya tapi
masalahnya tidak jelas butuh seorang ahli akharriyulet samaama sumbernya
katanyak at anya | adi harus jelasdalam pengup
Dari sudut pandang hierarkis yurigisaktis, dalam arti struktrur jenjang pengambilan
keputusan, bahtsul masail diadakan oleh PBNU merupakan forum yangumemp
otoritas tertinggidan memiliki daya ikat lebih kuat bagi warga Nahdlatul Ulama dalam
memutuskan masalah keagamaan yang belum terpecahkan dalam bahtsul masail ditingkat
wilayah, cabang atau yang diadakan di pesantren. Berdasarkan wawancara pegetiti de
ketua lembaga bahtsul masail PWNUJatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan)
fiPengaruh putusan bahtsul masail ini cukup kuat, karena hasil bahtsul masail itu
pesertanya dari ustadz, aktivis yang me
menjadi mubaligh dan secaraomnatis akan tersampaikan dengan sendirinya dengan
bahasanya masinmasing sehingga dapat mudah diterima dan ini merupakan cara
yang efektif, di samping itu LBM juga punya buku, di NU punya lembaga dakwabh.
Jadi medianya banyak dan lebih sesuai dengan syapg dihadapi, ada juga ibu
ibu muslimat yang menyampaikannya ala-ibu, sehingga efektivitas hasil itu
sangat bagus. NU pun punya umdt punya ang
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Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang betugas mengadakan badeaill
adalah lembagayuriah (salah satu bagian dari struktur organisasi Nahdlatul Ulama
disemua tingkatan yang memiliki otoritas paling tinggi). Sedangkan manajemen
kepengurusan lembaga bahtsul masail secara sederhana hanya ditangani oleh ketua,
sekertais dan beberapa anggota. Peserta bahtsul masail adalah para ulama dan
cendikiawan Nahdlatul Ulama, baik berada di dalam maupun di luar struktur organisasi,
termasuk pengasuh pesanttéhBerdasarkan wawancara peneliti dengan ketua lembaga
bahtsul masail pru Jatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan):

ADi dalam LBM PWNU Jatim itu punya agenda rutin satu tahun dua kali yang

melibatkan NU sdawa Timur syuriyah sama LBM menjadi satu e kumpul

200 sampai 300 orang sama pongmndok yang punya kompetensi dibigdrahtsul

masail itu diundang untuk pengkaderan dan dilibatkan. Jadi pegurus NU di pengurus

wilayah, kabupaten kota dan pondp&ndok pesantren. Pembahasannya kita

menggali dari pengurupengurus cabang bisa jadi perorangan, tapi tidak setiap
masukan merekitu dibahas harus diseleksi terlebih dahulu pernah dibahas atau
belum, dan permasalahannya kiaa kalau untuk level provinsi apakah layak atau
tidak, misalkan dibahas di provinsi tapi masalahnya level kecamatan jadi tidak
relevan. Dan untuk seleksitsahari bisa tidak selesai. Kalau rapat pembahasan
sebatas anggota pengurus LBM ada sekitar 27 orang, tapi LBM juga punya-senior
senior sekitar ada 4 dan yang sudah sepuh-kyai karismatik. Bahtsul di PWNU

Jatim itu ada mubahisnya (peserta), pimpinaan ckemudian ada perumus. Dan

perumus itu yang mengawal supaya pembahasan ini tidak menyimpang karena orang

itu kadang berbicara tidak nyambung dan beberapa ada yang perlu dibantu, kalau
sudah sepakat perumus ini yang membuat resume, sehingga denganitsepeak

ada yang tertinggal dari pembicaraan itu, setelah dirumuskan dimintakan restu dari

kyarkyai sepuh itu dan ini bagian yang mengendalikan terkait swsin@ber kitab

yang dipakai rujukan, hal ini menjadi bimbingan agar tidak seenaknya sendiki tid

teliti dalam membahas suatu hukdif.

178bid., 79.
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Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh lembaga bahtsul masalil
sebagaian besar adalah langsung merujuk padakitdbmu 6 t a lairkalamgan
empat mazhab, t erut ama Syunfpendbaharu yargllebih n i b
banyak merujuk langsung pada@lu r 6 a n-Suhaah. Kauin pembaharu dalam kadar
tertentu memperobolehkan penggunaan nalar rasional. Sedangkan ulama tradisional,
selama masih dimungkinkan, cenderung kepada penerapan hargiyala (s&stwal)
hukumhukum figh vyang telah ditetapkan ul ama
sebagai mana di kutip ol eh Ah maBahth MtMadaib d i An
Nahdl at ul Ul amao menjelaskan bahwa hal i n
mempertahnkan tradisionalisme Islam dan memberikan perhatian lebih kepada warisan
pengkajian Islam yang berupa peninggalan pemiksaaf!®® Berdasarkan wawancara
peneliti dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jatim (KH. Ahmad Asyhar
Shofwan):
fiPendapat yangdijadikan pedoman disamping kuat juga mayoritas, dan dari
banyaknya kitab/sumber itu hampir sama semua, misalkan mengambil sumber dari
kalangan Imam As$gy af i 0| dan dSyaf ikdal aintgua nmeAnsgya mb
dari Imam AnNawawi dan salah satu imamkda | angan Syafi 6i k a
dipandang ulama yang disebut murojih, murojihitu adalah ulama yang mampu
menyeleksi pendapaendapat Imam Asgy af i 0| menyel eksi hadi
riwayatnya dan beliau punya kemampuan disitu, kalau tidak ditemukan maka
mencari digenerasi berikutnya, dan kalau tidak ditemukan juga kita mengambil kitab
ulama yang kontemporer misalnya Dr. WahbahkZ&haili ataupun yang lain. Dan
di dalam fikihnya Wahbah mudahnya ada sumbernya kitab apa dan harus di cek juga
tidak langsungdiambil, betulkah seperti ini di majemuk dan lain sebagainya dan itu
harus di cek dan nanti berubah redaksinya karena itu kan sudah di modifikasi
pengolahannya tetapi secara substansi bersambung berarti ini kuat. Hal tersebut di
NU adalah bagian dari kehiah at % n. 0
Berdasaran penelusuran yang dilakukan Abu Zahro maka seluruh putusan

menyangkut hukum fikih selama kurun waktu 1926 sampai 1999 dapat disimpulkan

189 bid., 80.
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untuk mengaplikasikan pendekatan tiga macam metode istinbath hukum yang diterapkan
secara berjenjang yai
1. Metode Qauli
Metode ini adalah suatu cara istinbath hukum yang digunakan ulama/intelektual
NU dalam lembaga bahtsul masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi,
kemudian mencari jawabannya pada kik#tab fikih dari mazhab empat dengan
mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain,
mengikuti pendapgh e ndapat yang sudah Ajadi o dal am
Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama
kali dilaksanakannyadahtsul masail (1926), namun hal ini baru secara eksplisit
dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (1%692).
Berikut ini prosedur pengambilan hukum secara d&gili:
a. Kasus ketika jawaban bisa dicukupi oléhi b a r &% dark disana belapat
hanya satujawl/wajalt®® maka dipakailatgawl/wajahsebagaimana diterangkan
dalamoé i b tersebut.
b. Kasus ketika jawaban bisa dicukupi ol@hi b a r adin disana tarbbapat lebih
dari satugawl/wajah maka dilakukart a q r i r'8¢ yntaknmeemilih sah satu
gawl/wajah.
Adapun prosedur pemilihan gawl/wajah ketika dalam suatu masalah dijumpai
beberapa gawl/wajah dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan
ketentuan sebagai berikt:
a. Dengan mengambil pendapat yang paling maslahah dan/ lebih kuat.
b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar | tahun 1926, bahwa
perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:
1. Pendapat yang disepakati oleShlaykhani (aNawawi dan aRda i 61 ) .
2. Pendapat yang dipegang olefN&wawi.

18Darmawati, Manhaj Bahtsul Masail Menurut Nahdlatul Ulama (Siwhal Sulasenaol. 6, no.6, 2011, 106

183pid., 107

184 |parat kitab adalah ungkapan tekstual yang ada dalamitbyang dijadikan rujukan dalam bahtsul masail

185 Yang dimaksudgawl adalah pendapat imam mazhab, sedangkan yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat
ul amad mazhab.

186 yang dimaksud a q r i radalphaupeyadsiecara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa
gawl/wajah.

187 Ahmad Muhtadi Ansor,Baht AtMasail Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum
Tradisionalis), 85.
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Pendapat yang dipegang olekrRal f i 0 i

Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.

o bk~ ®

Pendapat ulama yang terpandai
6. Pendapat ulama yang palinga r'® 6
Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa metode yangakgnriembaga bahtsul
masail adalah degan mengacu pada bunyi (gqisl) dalam kitabkitab mazhab
empat, itulah sebabnya disebut metagpuli yang dalam tataran ijtihad dapat
dipadankan dengan metoblayani
2. Metodellhaqi
Apabila metodegauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban
tekstual dalam suatu kitabu 6 t ,arakarhukum suatu kasus/masalah yang belum
dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), dengan kasus/masalah serupa
yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketatajppukumnya) atau menyamakan
dengan pendapat yang sudah djadio. Sama
dirumuskan pada Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk
menyelesaikan masalah yang tidak ada gaulnya sama sekali, maka dilakukan ilhaq
secarg a maleh para ulam&®
Prosedur ilhaqg harus dipenuhi seorang muhliq (pelaku) ilhaq atfalah:
a. Mulhag bih permasalahan yang hendak disamakan yang belum ada ketetapannya
dalam kitab.
b. Mul haqg sésaatuayant) sudah ada ketetapan hukumnya hendak disamakan
dengan hal yang belum ada ketetapan hukumnya.
c. Wajh atllhag. Sisi keserupaan antara mulhaq bih dengathaq alaihi.
Beberapa pakar mengatakan bahwa metthde ini mirip dengan giyas sehingga
dapat juga dikatakagiyasversi NU. Karena dalam prakteknya mengatakan bahwa
prosedur yang mirip dengan cara kerja giyas. Namun agigas danilhaq, yaitu
giyas adalah menyamakan sesuatu hukum yang belum ada ketetapannya dengan
sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya bétdasaash AIQu r 6 a n dan

BYang di maksud war a ori daridperbuatan dosa atauhriemjadira-tal yand tidak baik dan
subhat/ menghindari dari sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haram.

189 Ahmad Muhtadi Ansor,Baht AlMasail Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum
Tradisionalis), 86

190 Darmawati, Manhaj Bahtsul Masail Menurut Nahdlatul Ulama (NU), 108
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Sunnah. Sedangkaithag adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada
ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks
suatu kitad mu 6 t@®bar ) .

3. MetodeManhajiy
Metode manhajiy adalah suatu cara menysdkan masalah keagamaan yang
ditempuh lembaga bahtsul masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah
penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Sebagaimana gastiodan
ilhagiy, sebenarnya metodeanhajiyjuga diterapkan oleh para ulama NU tgrdlu,
walaupun tidak denganstinbath manhajiydan tidak pula diresmikan melalui
putusant®? Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam bahtsul masail yang
tidak dicantumkan dalil dari suatu kitab atau pun memberikan suatu argumentasi
detail, setelatidak dapat dirujukan pada teks suatu kitab 6 t mdka digunkanlah
metode manhajiy dengan berdasarkan mufaula pada AQur 6 an , setel ah
ditemukan jawabannya dalam-@ur 6an | al u pada hadis dan

akhirnya sampailah pada jawaldari kaidah fighiyah®?

191 hid., 108.

192 Ahmad ZahroTradisi Intelektual NU, 124.

193 Ahmad Muhtadi Ansor,Baht AlMasail Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum
Tradisionalis), 90
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BAB IV
ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUMAN TAMBAHAN  KEBIRI KIMIA
(CHEMICAL CASTRATION) PADA PELAKU PEDOFIL DALAM
PERSPEKTIF BAHTSUL MASAIL PWNU JATIM

A. Analisis Hukuman Tambahan Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofil Menurut Undang

Undang Nomor 17 Tahun 2016

Sebagai negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945
bahwa konsep negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai bintang pengarah
kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Negara harus menjunjung tingglanilai
kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas
memberikan upaya perlindungan anak.

Perlidungan hukum terhadap anak selalu menjadi pertssiars di berbagai belahan
dunia, perlindungan terhadap anak diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tentang
AHahkak Anak Tahun 19240 vy ahPBg NodmernriB8é (Xawvph dal a
tanggal 20 November 1959 mengefiaDe c | ar at i on of Thhdan Ri ght

kemudian juga terdapat konvensi Haék Anak f Conventi on on The R
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Chi ) tdhan 1989, yang dituangkadalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5
Desember 1989 yang menyatakan bahwa:

ABeing in mind that, as hiendiigattedfi nf heh
child, by the reason of this physical and metal immaturity needs special safeguards and
care, including appropriate | egal protect:i

Demikian juga dalam Deklarasi Hdélak Anak, disebutkan pulmhwa:

AWhearears the chil d, by reason of this j
safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after
bir%ho.

Dalam perspektif hukum positif untuk merespon reaksi masyarakat terhadap

kenyataan terjadinya kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Berikut regulasi
kebijakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diidentifikasikan

diantaranya:

Regulasi yang terdapat dalam Kitab Und&hglang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 287 ayat (1)

ABar ang siapa bersetubuh dengan seorang
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas
tahun, atau kalu umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin,

di ancam dengan pidana penjara paling | ama

Pasal 289

ABarang siapa dengan kekerasan atau denga
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan patén cabul, diancam karena
melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara
palinglamase mbi | an t ahuno

Pasal 290 ayat (2) dan (3)
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

(1) ABar ang si ataacabuledengdn sdommny pau&Ehal klietahuinya

atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau
umurnya tidak jelas, karena bersangkut an
(2) ABarang siapa membuj uk sepatsteya haausg Yy al
diduganya bahwa umurnya belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas
yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan
orang lan 0

194Tini Rusmini Gaoda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofjlidm 1718
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Pasal 291 Pasal (1) dan (2)

(1) nJi ka sal ah satu kejahat an ber dasa
mengakibatkan lukéuka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas
tahuno

(2) AJi ka sal ah satu kej ahat 8@8@ndanb290 das ar
mengaki bat kan kematian dijatuhkan pidana

Pasal 292

AOrang dewasa yang mel akukan perbuatan c:
yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan
pidana penjara paling | ama | ima tahuno

Pasal 293 ayat (1)

ABar ang si apa d e n g a panjikame vabge ratau barang,u me
menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan
menyesatkan sengaja menggerakan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal
tentang belum kedewasaanya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam
dengan pidana penjara paling | ama | i ma t a

Pasal 294 ayat (1)

ABar ang siapa mel akukan per buatan cabul
angkatnya, anak di bawah pengawasaygag belum dewasa, atau dengan orang

yang belum dewasa yang pemeliharaanmpendidikan atau penjagaanya dianya

bel um dewasa, diancam dengan pidana penj a

Pasal 295 ayat (1)

ADengan pidana penjar a p aibpa dengad sengaja | i ma
menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anaknya, anak
tirinya, anak angkatnya atau anak di bawah pengawasanya yang belum dewasa atau
orang yang belum dewasa yang pemeliharaanya, Pendidikan atau penjagaanya
diserahka kepadanya ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup
umur, dengan orang |l ainbo

Pasal 296

ABarang siapa dengan sengaja menyebabkar
dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaam dianca
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling
banyak | i ma belas rupiaho

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam

pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negaradesgsi
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ketentuan Undan@yndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus
globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi, informasi dan
komunikasi, memuoculkan fenomena baru kekerasan seksual pada &takini

terbukti dengan beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia terkait kejahatan
seksual pada anak ini.

Dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang mengundang perhatian
masyarakat luas adalakasus Robot Gedek pada Tahun 139996 seorang
gelandangan berusia 44 tahun bernama Siswanto yang menyodomi 12 aed laki
dan membunuh mereka, sebagai upaya penguatan hukum perlindungan anak,
pemerintah kemudian menerapkan Undaimglang Nomor 23 TahuB002 tentang
Perlindungan Anak. UU itu disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pasal 81
ayat 1 UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan
minimal tiga tahun, serta denda maksimal Rp 300 Juta bagi pelaku kekerasan seksual
terhalap anak. Ancaman yang termuat dalam UU tersebut rupanya tidak membuat
jera para pelaku, justru kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya, dari sekitar 500
kasus pada 2010 meningkat menjadi 1.500 kasus pelanggaran hak anak pada 2013.
Dari sekitar 1.500 &sus, 525 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak,
pada tahun 2010 misalnya di Magelang dan Indramayu mencuat kasus sodomi dengan
tujuh anak sebagai korbaf¥.

Baekuni atau fAbabed yang pada saat itu
tujuh orang anak sejak tahun 2007 para korban kemudian di mutilasi dan dihilangkan
jejaknya, kasus lain terjadi di Jakarta Internasional School pada April 2014 ialah
pemerkosaan leh 13 atlet di Banten terhadap bocah SD. Pemerintah kemudian
menetapkan UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Whidarg
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 UU tesebut menyebut,
para pelaku dapat dikenai pidana penjara paimgkat lima tahun dan denda

maksimal Rp 5 miliar. UU ini juga mempertegas bagi pelaku orang tua, wali,

¥Riva Dessthania Suastha @ARiwayat Hukum Perlindungan An
dikutip  dalam, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155B5%33626/riwayahukumperlindungaranakdi-
indonesiadiakses pada 10 Februari 2020
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pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik bagi mereka dikenai hukuman
tambahan satu pertiga dari hukuman serfifla.

Belum lama ini terjadi pemerkosaderhadap seorang siswi SMP di Bengkulu.

Siswi itu tewas mengenaskan. la dicegat 14 pemuda mabuk, diperkosa dan dibunuh.
Kasus tersebut mendorong aksi solidaritas di seluruh penjuru negeri bahkan
mendorong pemerintah agar menghukum seliematnya pelakuSanksi pidana

yang dijatuhkan bagi kekerasan seksual terhadap anak belum meberikan efek jera dan
belum mampu mecegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual pada anak.
Hal ini lah yang menjadi cikal bakal adanya perubahadddgUndangPerlidurgan

Anak. Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Uitdlaashng Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi Undang
Undang Nomor 17 Tahun 2018.

UndangUndang ini diharapkan mampu mengatasi fenomena kekerasan seksual
terhedap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya
kekerasan seksual pada anak. Pemerintah pun menambah pidana pokok berupa pidana
mati dan pidana seumur hidgprta pidana tambahan berupa pengumuman identitas
pelaku. Selain itu, ditambahkan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik,
dan rehabilitasi.

Pasal 76D

ASetiap orang dilarang mel akukan keker as:
melakukanpes et ubuhan dengannya atau dengan or
Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15
tahun (lima belas) tahudan denda paling bgak Rp. 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

19 |smantoro Dwi PPenerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksuaki@phanak(Yogyakarta: Pustaka Yustisia
2015), 71.

¥"Riva Dessthania Suastha @ARiwayat Hukum Perlindungan An
dikutip  dalam, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155B5%33626/riwayahukumperlindungaranakdi-
indonesiadiakses pada 10 Februari 2020
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(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang
yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ailagl lain.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali,
atau orangprang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik,
tenaga kependidikan, aparat yangnargani perlindungan anak, atau dilakukan
oleh lebih darisatu orang secara bersas@mna, pidananya ditambah 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)

(4) Selain terhadap pelaku sebagimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku pganah
dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan
korba 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,
terganggu ata hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,
pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10
(sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)3pyadt (4) dan
ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas
pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai
tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (7) diputuskan bersama dengan
pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanakan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 81 A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka
waktu paling lama (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani
pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan
secara berkal olen kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah
dibidang hukum, kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaarkandian rehabilitasi
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan
seksual dilihat dari Undardndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak asesiusia merupakan hak dasar

pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak

dapat dicabut dengan menamenatanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, dan
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benar. Selanjutnya dipertegas lagi oleh Muladi alasan perlunya negatzeriiam
perlindungan terhadap korban individu maupun perlindungan bagi masyarakat harus
berdasarkan argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Guna tercapai
tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tidak boleh dipisahkan dart prinsip
prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan kebu&&yaan.

Regulasi yang telah diatur tersebut adalah wujud kepedulian pemerintah dalam
kelangsungan perlindungan hukum anak di Indondsieenaanakanak di bawah
umur sekarang keberadaanyagatrmemprihatinkan bahkan sudah dalam taraf tidak
amanyangkerap kali menjadi objek nafsu seksual {eii yang sudah dewasa, anak
yang dengan karakter polos dan lugu, saat ini memang sangat rentan, sensitif dan
lemah bila berhadapan dengan orang dewamagka sangat mudah sekali untuk
dirayu dan di bujuk oleh orang dewasa dengarhbbkecil, misalnya hanya diberi
hadiah, dikasih uang jajan sekitar Rp. 5800000 ataupun hanya dengan sekedar
memberikan jajan seperti permen dan sejenisBahkan keka seorang anak
tersebut menolak ajakan pelaku maka dengan mudah pelaku mengancam dengan
caracara kekerasan untuk melampiaskan nafsunya.

Isu kekerasan seksual ini mulai muncul kembali dengan dahsyat setelah
Pengadilan Negeri Mojokerto yang dalam amamugahnya memberikan hukuman
tambahan kebiri kimia kepada Muh Aris bin Syukur (predator anak) yang
keberadaannya menjadi perdebatan dibanyak kalangan, seperti aktivis hak asasi
manusia, ikatan dokter Indonesia bahkan ormas Islam seperti PWNU Jawa Timur
melali bahtsul masail, kemudian hingga saat ini menjadi perdebatan dalam tataran
hukum nasional.

Sejalan dengan amanat konstitusi yang terdapat pada preambule UUD NRI Tahun
1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
yang kemudian diejawantahkan dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa
setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskrimasi, sehingga perlu untuk memperberat

198 Harrys Pratama TTeori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum PiddMagyakarta: CV Andi Offset,

2018), 421.
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sanksi pidana dan memibemn tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual
terhadap anak ini.

Keberadaan rumusan pasal 81 ayat (7) yang mengatur hukuman tambahan kebiri
ini tidak berdiri sendiri melainkan ada klasifikasi tertentu ketika seorang hakim akan
memvonis pelaku delag hukuman tambahan berupa kebiri kimia ini. Diantaranya
klasifikasi tersebut terdapat dalam ayat (4) dan (5), hukuman ini dimaksudkan untuk
memberi perlindungan penuh terhadap korban -anak dari bahaya kejahatan
seksual yang marak terjadi di Indoned#an diharapkan mampu memberikan efek jera
bagi pelaku serta menurunkan angka kekerasan seksual pada anak yang terus
meningkat ini.

Ketetentuan pasal 81 ayat (7) diatas, Nampak jelas bahwa kebiri kimia ini
merupakan hukuman tambahan setelah hukuman paolasahakan, maka sifatnya
sangat opsional yang penjatuhan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 A
ayat (1) untuk jangka waktu paling lama (dua) tahun.

Katak at a hukuman tambahan berupa fAkebiri
(7) ini harus dissuaikan dengan ketentuan ayat sebelumnya yaitu pada ayat (4) yang
dimaksudkan untuk seorang yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau
ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dalam istilah
pidana penggulangan tindak pidana disebutir ecdé ddae pada ayat
menimbulkan korban 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,
penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban
meninggal dunia.

Apabila memperhatikan ketentuan pashlayat (7) sebagai pasal yang mengatur
hukuman tambahan kebiri kimia, maka harus dibuktikan dalam pasal ini adalah
bahwa apakah pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana
yang masuk dalam rumusan pasal 76D, berapa banyak korbaapakah korban
tersebut spesifikasinya telah memenuhi unswsur yang ada dalam pasal 81 ayat (5).

Kejahatan yang dilakukan oleh Muh Aris bin Syukur tersebut telah mencabuli
sebanyak 9 (Sembilan) anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto,

sebaganana telah dijelaskan dalam ayat (5) tersebut. Terpidana melakukan
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kekerasan seksual lebih dari satu kali kepada-anak dan hingga membuat alat
kelamin salah satu korban itu terluka dan berdarah.

Dengan diberikannya hukuman tambahan berupa kebiri kyarey terdapat
dalam pasal 81 ayat (7) ini diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat kejahatan
seksual pada anak yang grafiknya terus meningkat, seorang pelaku yang dengan
kesadaran dan kesengajaan memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual,
dianggapmampu bertanggungjawab secara hukum karena memenuhi rumusan tindak
pidana. Pemberian hukuman tambahan ini tidak semestta dilakukan tanpa
adanya pemeriksaan medis terlebih dahulu, ketika pelaku akan diberikan hukuman ini
tetapi mengalami permasalah@sehatan maka hal ini tentu tidak dapat diberikan.

Berdasarkan keterangan dd&€epala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto
Rudy Hartantoyang mengatakan, Muhammad Arisin Syukur terpidana kasus
pemerkosaan anak asal Mojokerto, menyebutkan tidak memiikiyat kelainan
jiwa dan penyakit fisik. Berdasarkan keterangan polisi, pria 20 tahun itu sehat fisik
dan jasmani . Afartinya hukuman tambahan
terpidana Aris karen® dia sehat mental da

Dalam kajian teori pemidanaan, sesungguhnya pemidanaan bukan lagi hanya
berorientasi pada pembalasan semata seperti model pemidanaan pada zaman klasik
tetapi harus juga memerhatikan aspskek lain yang terlibat dalam kejahatan
tersebut, salah satunya &takorban. Hukuman kebiri kimia ini telah mencermikan
teori pemidanaan gabungan yang berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat
dalam teori absolut dan relatif, disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana
diadakan untuk membalas perbuatan pelgiga dimaksudkan untuk memperbaiki
sehingga dapat kembali ke masyarakat. Karena hukuman kebiri ini sifatnya adalah
kimiawi untuk menurunkan gairah seksual seseorang maka di perlukan pengawasan
secara berkala oleh ahli medis dan pelaksanaannya pulaidissn@n rehabilitasi
sebagaimana tercantum dalam pasal 81A ayat (2) dan (3), akan tetapi menurut
peneliti perlu adanya kajian komprehensif terkait korbannya juga, karena didalam

CNN I ndonesi a. AfPemerkosa Sembilan Anak di Moj okerto ¢
sebagaimana dikutip dalahttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173112824146/pemerkossembilaranakdi-
mojokertedihukumkebiri-kimia?, diakses 2 Februari 2020.
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UndangUndang Nomor 17 tahun 2016 ini hanya berfokus pada pemidanaan
pelakuny saja, yang dalam hal ini korban diabaikan-haknya.

Tujuan diadakannya hukuman adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat
individual dan sosia(individual and social damage)ang diakibatkan oleh tindak
pidana. Hukuman pidana tidak boleh habgaorientasi pada perbuatan manusia saja
(daadstrafrechtf®

Terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAMita tidak boleh memandang
bahwa keberadaan hukuman tambahan kebiri kimia sebagai suatu pelanggaran dan
penghianatan terhadap hak asasi manusia karena melanggar hak untuk berketurunan,
sangatlah tidak objektif ketika hanya melihat dari satu sisi. Kebamadak tidak
lepas dari kewajiban yang mengikutinya pula, pemenuhan hak asasi manusia harus
selalu beriringan dengan kewajiban asasi manusia itu sendiri sehingga mampu
berjalan secara harmonis tanpa ada diskriminasi.

Dalam UndangJndang Rl Nomor 39 Tahun9®9 tentang Hak Asasi Manusia
mengatur tenang hak dan kewajiban dasar manusia.

Tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia terdapat hak untuk
hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak
memperoleh keadilan, haktas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas
kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak rasa aman, hak wanita dan
hak anak.

Serta pada bab IV kewajiban dasar manusia diantaranya:

Pasal 69

1. Setiap war@ negara wajib menghormati hak sismanusia orang lain, moral,
etika dan tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan
tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik
serta menjadi tugas pemeeh untuk menghormati, melindungi, menegakan,
dan memajukannya.

Pasal 70

ADal am menjal ankan hak dan kebebasanny
pembatasan yang ditetapkan Undamglang dengan maksud untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas deak kebebasan orang lain dan untuk

200hid., 293
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memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan

ketertiban umum dalam suatu masyar akat

Sehingga hakak yang ada di dalam pasal tersebut sudah semestinya di pahami
masyarakat umk menghormati dan menghargai hdkn kewajiban yang harus
dijalankan oleh pelaku tersebguna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
kesadaran hukum.

Pemberian zaanti-androgenyang berdampak pada kehilangan daya seksual pada
pria memiliki beberapa efegang seharusnya hal tersebut juga diperhatikan oleh para
pemangku kebijakan untuk mengkajinya lebih dalam ketika membahas regulasi
prosedur pengeksekusian hukuman kebiri kimm. iEfek samping tersebut
diantaranyz°:

a. Meningkatkan kecemasan, stress, depresi dan frustasi
. Mudah Lelah
Bulu badan berkurang
. Memperbesar kelenjar payudara pada pria
. Mengurangi masa otot

- 0 Q 0 T

Meningkatkan berat badan yang berakibat terkena resiko jadamgembuluh
darah
g. Mengurangi kerapatan tulang yang berakibat meningkatkan resiko osteoporosis
h. Hipertensi dan migran
i. Meningkatkan gula darah dan memperkecil ukuran testis
j. Tak mampu ereksi dan mengurangi jumlah sperma

Melihat dari sisi medis, karena hukuman kebiri ini sifatnya kimiawi yaitu berupa
injeksi zat kimiaanti-androgendan bertujuan untuk mengurangi produksi hormon
testoteron sehingga menurunkan dorongan seksual terpidana untuk sementara maka
saat ini @kter dianggap sebagai profesi yang tepat untuk dijadikan eksekutor
hukuman kebiri karenadmpetensi yang dimilikinya dibandingkan dengan profesi
lainnya, akan tetapi profesi kedokteran yang berpegang pada prinsip kedokteran

berbasis bukti menilai bahwa edtivitas kebiri kimia sejatinya masih menjadi

201 Cesar Antonio MuntheRelevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas UndangJndang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan Pemidahb2aah3.
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pertanyaan karena belum adanya stimlible blindyang kuat untuk membuktikan
efektivitasnya. Hal ini yang menjadi landasan sikap IDI yang menolak keterlibatan
dokter sebagai eksekutor kebiri. Penolakan ID$abut disampaikan melalui fatwa
Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri
Kimia. Kemudian alasan lainnya adalah karena berbagai efek samping yang
dihasilkan dari kebiri kimia ini adalah kemungkinan permasalahan kejivpesés]
yang menyebabkan kejahatan seksual, dan kesempatan bagi terpidana untuk
melakukan tindakan criminal yang lebih ekstrén.
Dalam Kode Etik Kedokteraimdonesig KODEKI) Tahun 2012 Pasal 5 bahwa:
Asetiap perbuatan/ nasi haokan dhyakahan rpsikig a n g
maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan
unt uk kepentingan dan kebai kan pasi en
melemahkan psikis maupun fisik pasien bertetangan dengan fitrah ilmu kedokte
kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur
penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian
obat anti nyeri pada pasien dengan tak tertahaf¥kan.
Selain itu, terdapat tiga asas atasatama dokter (IDI) menolak menjadi
eksekutor kebiri, yaitg®*
b. Asas manfaat
Berdasarkan asas ini melakukan kebiri tidak memiliki manfaat sama sekali.
Demikian apabila kebiri dilakukan oleh seorang dokter ia akan melanggar etik.
Dari aspek medis Teknikegtaksanaan tidaklah sederhana, perlu melibatkan dokter
ahli bedah, ahli anastesi, dan ahli kedokteran jiwa.
c. Asas jangan mencederai atau jangan merugikan
Prinsip ini menjadi penegasan asas manfaat. Asas ini berlaku dari segala aspek
kehidupan, jangan mergerai dari aspek spiritual (hak beribadah), jangan
mencederai dari aspek psikologi yaitu kewajiban menyimpan rahasia kedokteran,
aspek finansial jangan sampai mengelarkan biaya yang tidak diperlukan. Jika

direlevansikan dengan pidana kebiri, pelaku dalamri pasien sangat dirugikan

202 gpeteljo, Julitasari S, Ali SulaimarTinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman KeBBi

203 Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012.
(Jakarta: 2012) Pasal 5.

204 Aditia Arief Firmanto, Kedudu&n Pidana Kebiri dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Pasca dikeluarkannya
Perpu No.1 Tahun 2016)urnal Hukum Noveltyol. 8, no.1, Februari 2017, 41%.
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karena kehilangan hak berketurunan. Hak berketurunan sejatinya ciptaan Tuhan,

jlka manusia menghalangi itu dengan paksa, maka sama saja menentang hak

tuhan.
d. Asas otonomi

Mensyaratkan segala pikiran pertimbangan dan keputdséter yang akan

dikerjakan wajib diketahui, disadari, dan disetujui oleh pasien. Bahkan untuk

tindakan yang berpotensi merusak jaringan diperlukan surat persetujuan tertulis.

Penolakan tersebut.

Menurut pakar seksiologi dr. Boyke Dian Nugrahanilai hukuman kebiri bagi
pelaku kejahatan seksual kepada ama&k tidaklah efektif. Alasanya karena pelaku
kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama
kondi si mental nya tidak di olrasitatau kelfiry ang s
kimia tidak akan menyelesaikan jiwanya. Justru cara terbaik adalah dengan
memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi pelaku, kemudianaaakkdiberi
pendidikan seks sehingga mereka bisa melindungi diri sendiri dari monster
seks®al o.

Menurut ahli medis mengenai kebiri kimia dari WHO dan Unddndang
Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang kebiri kimia karena
dapat melemahkan fisik pasien, sementara seorang dokter fitrahnya hanya dapat
melakukan hal tersebut paddauasi tertentu yang memang memerlukan secara ilmu
kedokteran. Contohnya sebagai terapi untuk kasus kanker prostat yang memerlukan
hormontestoterort®®

Pemberian obatnti-androgenini hanya bersifat sementara, tergantung dari
berapa tahun hukuman yang didapat oleh orang tersgmg,maksimum pemberian
hukuman tambahan berupa kebiri kimia ini hanya 2 (dua) tetetika pemberian
anti-androgendihentikan, dorongan seksual dan fsingreksi akan muncul kembali,
ddam hal ini IDI menolak menjagihak eksekutor untuk penyuntikan kebiri kimia,
karena kode etik dokter adalah mengobati dan mengembalikan fungsi organ tubuh,

bukan merusaknya. Hasrat seksual itu dari fikiran yang dirsiigsa melalui

205 Eli Suryani, Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofelia) (TinjauantiP ks
Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasignaurnal Hukum Islam AHurriyah, vol.1, no.2, JulDesember 2016.
206 \wawancara dengan dr. Rizki dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 13 Februari 2020.
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tindakan, jadi persoalannya adalah bagaimana membangun kesadaran hukum bukan
persoalan dimana tata kelola atau hukuman.

Seperti yang dikatakan oleh Mantan wakil ketua DRR Fahri Hamzah
mengatakan fARi set moder n yaegppled lekaaitu b a h w
adalah otak. Jadi, yang harus dilakukan adalah menyembuhkan otak pyelagu,

l ebih penting adal ah mengRUKkaema hukamak dan
yang bagus itu adalah hukuman yang bdygrar bisa menjamin mereka mengubah
danmenyembuhkan pikiran serta perilaku kepada keadaan semula.

Dari sisi Psikologi, kebiri kimia ini selain tidak akan memberikan efek jera juga
akan berdampak menimbulkan persoalan lain kedepannya. Ada dua dampak yang
akan ditimbulkan pada sang predator jikikuman kebiri dilaksanakan. Dua dampak
tersebut yakni dari sisi pasif yang bisa membuatnya bunuh diri karena
menganggapnya sebagai sebuah masalah yang berat. Dan sisi aktif akan berpotensi
mencelakai orang lain karena dendam kepada siapapun yang diadggap
menimbulkan dirinya dihukum kebiri. Setelah dia keluar dari penjara bisa jadi akan
berprilaku lebih ekstrem misalnya membunuh atau tindakan criminal yang lebih sadis
lainnya2®® Menurut Seto Mulyadi (pemerhati anak) secara psikologis, pelaku yang
dikebiri ini dapat bertindak lebih agresif. Jadi pelaku bukan sekedar menyasar
kekerasan seksual, tetapi menyasar kesegdémya

Melihat kajian dari sisi medis dan psikologi, karena korban dalam hal ini
didominasi oleh anaknak pra pubertas, yang belsimap secara fisik ataupun mental
dapat berhubungan seksual, terlihat fakta bahwa dalam kasus Muh Aris bin Syukur,
terpidana yang dikenai hukuman tambahan kebiri kimia, salah satu korban mengalami
luka dan berdarah pada bagian kelaminnya. Justru dalanmihaémerintah harus
bekerjasama dengan pihak kedokteran dan psikologi untuk memulihkan kembali
keadaan korban baik dari sisi fisik maupun mentalnya, kedua hal tersebut yang dapat

mempengaruhi keberlangsungan anak kedepannya agar kehidupannya kembali

207 Lail a A Plomdad Kofitra Hukman Kebiri di Indonesia sebagai mana di kutip
https://rencanamu.id/post/terkini/berita/ptankontrahukumankebiri-di-indonesiakamudi-sistmananih, diakses 2 Februari
2020.

208 Amil Baihagii Psi kol ogi Sosial Sebut Hukuman Ksebagaimana dikutimb ul k an
https://news.detik.com/berifjawatimur/d-4682018/psikologsosiatsebuthukumankebiri-timbulkandendamberkepanjangan
diakses 23 Februari 2020.
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menjad normal. Hukuman sebaiknya tidak hanya diarahkan padtikusaja tetapi

harus juga dibarengan pada pemulihan korban tersebut sehingga terjadi keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia.

B. Analisis Hukumaran TambaharKebiri Kimia padaPelaku Pedofil Perspektif Bahtsul
Masail PWNU Jawa Timur

Bahtsul masail sebagai lembaga yang memberikan putusan hukum keagamaan kepada
umat Islam guna membumikan n#aiai Islam sekaligus mengakomodir berbagai
pemikiran yang relevan dengan kemajuzaman dan lingkungan sekitarnya. Dalam
rangka menjawab permasalahan putusan Pengadilan Negeri Mojoketo yang memberikan
hukuman tambahan kebiri kimia kepada Aris karena mencabuli 9 anak di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut dalam kajigkuhulslam.

Dalam memutuskan suatu permasalahan lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur
di dominasi oleh kitalkitab S h a f i b&sa difahami setidaknya karena .hBertama,
keputusan Muktamar | di Surabaya tentang pendapat tokoh (imam) yang boleh
difatwakan. Kedug para kyai dan peserta bahtsul masail hanya mengkaji dan
mengajarkan kitalitab S h a f i ddpesarsren mereka. Hanya sedikit sekali para kyai
yang mengkaji dan mengajarkan kited t a b d i | uar mazhab Shaf.
seperti ini sagat logis wajar manakala mayoritas kitab rujukan dalam bahtsul masalil
adalah kitakkitabS h af i. 6i y ah

Untuk menentukan suatu hukum dalam kajian hukum Islam menggunakan teori ushul
figih, namun teori ini biasanya digunakan pada kalangan Imam maamgbmenggali
langsung dari sumbernya, sepertall r 6 a n Sunnah, I j ma, gi yas
Kemudian teori ushul figih ini dikembangkan oleh masimgsing Imam mazhab dengan
berbagai tambahan versi yang tentunya tidak lepas dari koridor yardjdatam ushul
figih.

Salah satunya metode istinbath Imam mazhab yaitu ImamSAsya f i 6 i yang d
menetapkan figihnya menggunakan sumber diantaranya-Neshyaitu aQu r 6 an dan
Sunnah, ljma, pendapat para sahabat, dalam qaul jadid dan-mibeliau membagi
pendapat para sahabat menjadi tiga bagian. Pertama sesuatu yang sudah disepakati seperti

ijma. Kedua, pendapat sahabat baik yang setuju maupun menolak. Ketiga, masalah yang
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berselisih pendapat maka Imam ASy af i 0 i me mi | i htdergandah p at y
Qur éan dan gqgiyas.

Karena Nahdlatul Ulama ini kiblat mazhabnya adalah Imam-@\gyaf i 61 , ma k
kebanyakan dalam membahas masalah kontemporer menggunakan gaul Imam Asy
Syafi 6i, sepanjang permasal ahaamkayadalang ada
mazhabnya. Namun tidak menutup kemungkinan permasapegtarasalahan lain yang
lintas mazhab. seperti yang di kemukakan oleh ketua bahtsul masail PWNU Jawa Timur:

fiKalau dalam formulanya NU dimanapun tingkatannya, sepanjang masih menemukan
perdapat di dalam kitab Imam Asyy af 6 6 | maka yang dipaka
| mam Syafi 6l dalam mengambil sumber hukun
pasti lintas madzhab, terutama masalasalah sosial karena tidak mungkin hanya
menggunakan satu mahab bisa mewadahi seluruh persoalan, dan hal tersebut

sudah menjadi aturan pokok di dalam NU. Kemudian bagaimana kita dalam proses
mencari pendapat yang paling diakui dikalangan ulamema ahlussunnah wal
jamabdéah dan i ni me n j andapat, pkarr teétapirkitpdidalglasa  k u a |
hanya mempertimbangkan pendapat siapa, tetapi juga memertimbangkan kondisi,
situasi dan zamannya. Mi sal kan pendapat
kondisi sekarang, sementara ada pendapat seorang ilmuan di bgavahpi lebih

cocok, dan dipilih yang paling maslahah yang mana, maka kembali kepada konsep
mas | a®aho.

Membahas permasalahan kontemporer dalam kajian fikih Islam, bahtsul masail
Nahdlatul ulama mengaplikasikan tiga macam metode istinbath hukum yang diterapkan
secara berjenjang yaitu: metode qauli mengambil pendapat Imam yang sudah jadi
dilingkungan mahab tertentu, metode ilhagi dengan menyamakan suatu ketetapan yang
belum ada ketentuan dikitabnya dengan yang sudah ada dikitabnya, metode ini mirip
seperti giyas akan tetapi jika giyas menyamakan suatu hukum bersandar kepada nash,
kalau ihlagi menyamakasuatu hukum bersandar pada kitab yang sudah ada ketentuan
hukumnya, metode manhajiy penyelesaian yang ditempuh dengan mengikuti kaidah
penetapan yang disusun Imam mazhab. Namun dalam kajian bahtsul masail PWNU Jawa
Timur:

AMet ode i st i mb a tahgallyangnedahgjalid Reps@alark apa pun

selama masih bisa ditemukan pendapat ulama yang namanya qauliy maka yang
dipakai itu, karena ulamalama NU merasa belum mampu menetapkan suatu
ketentuan hukum wal aupun di NU nbsalahy a k ul

209 Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul /RugRiU Jawa Timur di PP Al
Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020
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satu bentuk tawadhuo. Kal au tidak menemu

seberapa banyak kitab yang sudah dibaca, berapa ribu. Dan juga siapa yang berkata

kalau sudah punya PWNtidak menemukan maka menggunakan manhajiy, dan
manhajiy itu ada tertibnya yang pertama
ihlaqiy itu seperti giyas tetapi bukan giyas karena ihlagiy itu membandingkan antara

masalah baru dengan masalah yang serupagyaudah pernah ada pendapat di

dalam suatu kitab tertentu. Setelah dipertimbangakan ada kesamaan masalah baru

dengan pendapat ulama yang sudah jadi bukan ayat tetapi pendapat ulama ini yang
dinamakan ihlagiy ini, karena ini resikonya sangat kecil dengangsung

beristimbath dengaal-Qu r 6 &%h o .

Kajian bahtsul masail PWNU Jatim ini antara manhajiy dan ilhagi menjadi satu
kesatuan. Ketika dalam qauli tidak ditemukan maka langsung menggunakan manhajiy
yang tertibnya harus ilhagi. Dan hal ini berbedaghn metode istinbath yang telah
disebutkan diatas bahwa antara ihlagi dan manhajiy merupakan suatu metode yang
berdiri sendiri.

Memutuskan pemasalahan mengenai hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan
seksual ini, diantaranya literatur kitab klkayang digunakarlembaga bahtsul masail
PWNU Jawa Timuadalah: kitabAt-Tasyri AkJinai Al-Islamikarya Abdul Qodir Audah,
Al-Ahkam AsShultonniyahkarya AlMawardi, Al-F i g h 6al a -Mabaédah b
Raddul Mukhtakkarya Hasyiyah Ibnu Abidirfaidhul Qodir, Kifayatul Akhyar, AlFighi

al a madz habi {ue lalr alr ib-dgbra #oiq allj u z a s staduli 6 , At

hukmiyah ajuz ata wwa | ,  A-inti alsslamiiassaniaTluhfatul muhtaj fii syarhil
manhaj wahawasy.i a srantaapr veaymir hwd | Gmiubnvead-io,0 , AIF a
mujib fi syarhi atfadzi taqrib, Hasyiyah al a ma | 6al a syahril manha
wa O6amiroh, Annaj mul wahaaji fii syar hil

ikhtishor, AHighi al-Islami fi adillatihii lizzuhaili.
Hukum Pidana Islam perbuatareniliki tiga unsur sebagai berikgft
1. Adanya unsur formal(al-rukn ats y a,r adlanya larangalarangan atau suatu

perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash.

210 wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al
Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

21 Topo SusantoMe mbumi kan Hukum Pidana 1| sl am; Pen e(jphakkca@em&y ar i dat
Insani, 2003), 17
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2. Unsur material(al-rukn atmad) suatu perbuatan yang membentuk jarimah yang
termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah
diwajibkan

3. Unsur moral(al-rukn alabadi) obyek yang dikenai hukuman, atau bisa dikatakan
pelaku kejahatan. Dapat menerimat&b atau dapat memahami taklif, artinya pelaku
kejahatan adalah mukhallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah
diperbuat.

Dalam kasus tindak pidana pedofildam menganggap perbuatan tersebut dilarang
olehs y a daa Barus dikenaiukuman karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan
kesusilaan yang menyangkut masalah kehormatan seseorang. Islam secara tegas melarang
segala bentuk penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekati kepada perbuatan
itu. Sebagaimana firman Allah SWTldan (Q.S Atlsra [17] :32)

ADan janganlah kamu menghampiri zina, sesu
yang keji dan satu jalan ya@&. AHsaH1at:32)( yang
Spesifikasi kata pedofilia tidak ditemukan dalam literatur hukum pidana Islam,
namun dalam hukum Islam jenis perbuatan pedofilia ini termasuk jenis kejahatan seksual

yang dalam hukum Islam hukumannya digiyaskan dalam katbg&umanhad dan

takzir. Syariat hukum Islam telah memberikan sanksi bagi pedofilia sesuai rincian

perbuatannya, sehingga tidak boleh untuk menjalankan diluar ketetapan syariat Islam itu.
Jenis kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan seksual yang mengenai

kehormatan seseorang, maka bisa digiyaskan dengan hukuman perzinaan, pedofilia ini

dapat diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan jenis kelamin kBdréama

jika pedofil memiiki objek seksual berjenis kelamin berbeda maka hal tersebut masuk

dalam kategori heteroseksual, yang dalam hukum Islam hukumannya masuk kategori

perzinaan. Bagi orang belum menik@hukhshan)naka hukuman adalah dicambuk 100

kali dan pengasingan selamatws tahun, jika sudah menikafghoiru mukhsan)

hukumannya adalah rajarKedug jika pedofil memiliki objek seksual sesama jenis

maka disebut homoseksual, yang dalam hukum Islam hukumannya terdolatiy
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(sodomi) maka di hukum mati. Namun jika hanya ssebatelecehan seksyal-taharusy
al-jinsy) tidak sampai perbuatan zina atau homoseksual, maka hukumannya diserahkan
pada hakim(takzir). Hukumantakzir ini telah ditetapkan tidak boleh dilakukan yang
telah dilarang oleh nash syariah.

Dalam hukum pasf hukuman bagi pedofilia ini adalah kebiri kimia berdasarkan
ketentuan hukum dalam Undahkipdang Rl Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Anak yang terdapat pada pasal 81 ayat (7), secara sederhana kebiri kimiawi ini adalah
dengan menyuntikan hormoanti-testoteronkedalam tubuh terpidana yang bekerja
menekan dan aktivitagestosteronsehingga tidak memunculkan pacuan libido selama
orang tersebut berada dalam pengaruh obat tersebut. Namun kebiri kimia ini menjadi
perdebatan dikalangan aktivis ham, ulam, para ahli dan ormaslikaman, diantaranya
adalah ormas Islam PWNU Jatim (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur)
melalui lembaga bahtsul masailnya yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum
hukum Islam yang berkaitan dengarasail fighiyah(masalakhmasalah figh) maupun
masalakhmasalah ketauhidan dan bahkan tasawuf (tarekat) bahkan tradisi keilmuan NU
juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena masalah keagamaan masuk,
dikaji, dan diberi jawaban dan kemudian di transmisikan kepadganya*?

Diantaranya alasaketidaksetujuannya terhadap kebiri kimia adialah karensakzir
harus berdasarkan kemaslahatan, mayoritas ulama mensyaekkiatidak berdampak
negatif, tidak sesuai dengan kode etik dan sumpak dokter dan tsilek K&HP, dan hal

lain yang lebih memantapkan ketidaksetujuannya yaitu dengan adanya keberadaan hadist

yang menjelaskan terkait kebiri yakni: Nabi pernah mengemukakan terkait kebiri:

Dari Qais, dia berkata: Saya mendengar Abdullah berkata: Kami pergi berperang

bersama Rasulull ah tanpa memb a wmimeéengebin i |, I

212 Ahmad Muhtadi Ansqr Baht AtMasail Nahdatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum
Tradisionalis) 73
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diri?0 Beliau mel arang kami mel akukan itu
menikahi wanita dengan pakaian sebagai mahar selama tempo waktu tertentu. Abdullah
kemudi an me mb a ¢ a k a n-oraag yamng, berifmda Jarganlaho karaun g
menghaamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah
kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai -orang yang
melampaui batas (Q.SMa 6i dah [5]: 87). ( HR. Mus |l i m)

Hadis tersebut memang menjelaskarkdgrlarangan kebiri, namun konteks hadist
tersebut adalah pengebirian yangenghilangkan alat vital pada ldkki atau
menghilangkan ciptaan Allah SWT untuk selamanya, hal ini yang dilarang dalam muatan
hadis tersebut. Namun seiring perkembangan zaman dengan ikacangknologi,
pengebirian bukan lagi menggunakan ezaea tradisional dengan memotong alat
kelamin lakilaki, tetapi sudah menggunakan alat medis yakni kebiri dengan cara
kimiawi.

Berkorelasi dengan hadis tersebut, menurut KH. Ahmad Asyhar Shd{etaa
lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur adalah bahwa:

isoal takzir dan hukuman yang puny a h
melaksanakan sesuai-@ur & an maka akan di |l akukan, t
jangan memaksakan sebab perjuangan itu merbangt tapi kalau memang itu tidak

mungkin kita paksakan maka akan jadi persoalan. Dalam sabda Nabi Muhammad

SAW kalau perintah Aidza amartuhu bi Sy
diperintah sesuatu dikerjakan dengan sesuai kemampuanmu tetapi derigan ka
Nabi mel arang fiwaidza nahat O6anhu fantaht

itu tidak maju diam tidak bergerak. Maka harus total, kalau beraksi atau gerak itu
ada upaya, maka ketika kebiri jelas dilarang dalam hadis Nabi itu berarti kita selesai
sampai disitu karena hadisnya melarang untuk itu. Hadist itu produk zaman dahulu
yang memang tidak ada kelengkapan -alat medis seperti sekarang tentu tidak
sama, tetapi NU punya manhaj seperti giyas misalnya jadi antara kedua ini (kebiri
potong kelamin @n kebiri kimia) memiliki kesamaan yang menghubungkan antara
kedua, makna yang menghungkan antara makna kebiri kimia dengan kebiri
tradisional samasama mematikan hasrat seksual. Yakni dengan objek yang sama.
Pertimbangan lain dokter pun mengatakan bahefirk kimiawi itu lebih berbahaya

dari kebiri tradisonal maka jika ada ketidakserasian antara yang lama dan yang baru
maka ada penguat untuk menstarakdn kebiri

Namun mengingat penerapan hukum pidana di Indonesia adalah hukum positif bukan

hukum Islam jadi hukumannya masuk kategdakzir karena ditentukan oleh

213 Wawancara dengan KWhmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di-PP Al
Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020
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penguasa/ulil amri yang dalam perspektif KUHP maksimal pemberatan hukumannya
adalahhukumanmati, maka perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur rekomendasi
hukuman bagi pelaku pedofilia ini adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman
mati, hal ini jelas akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

Mushonif dalam kitabrRaddul Mukhtaberkda dalam kitakal-Hawi al-Qudsi ulama
berpendapat (bagi orang yang liwath) dihukum dengan takzir tersebut, yakni cambuk,
melemparinya dari tempat yang tinggi dan memenjaranya di tempat berbau busuk.
Hukuman selain kebiri, hukuman potong dan cambuk meampakikuman yang lebih
selamat. Jelaslah bahwa keberadaan kebiri ini dalam-kiib klasik pun dilarang
keberadaanya, karena menimbulkan banyak kemafsadatan.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui
perlindungan utuk semua urusan individu yang bersifat material dan moral. Islam sangat
menjaga kehidupan tiap individu yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang
dimilikinya); yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab,
tempat tumbuhserta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya. Islam
menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang
digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini
jelas terlihat dalam s&si berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah
menghancurkan kehormatan orang lain, bahkan masalah d&dzaf.

Lalu perlindungan itu disebutnya sebagkkulliyat alkhamsatauadh-dharurat at
khams (lima hal inti), kemaslahatan inti/pokok y@ardisepakati dalam semua syariat
tercakup dalam lima hal yang dianggap sebagai dksar dan tujuan umum syariat
yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imarshizali dan Imam Asgyathibi.
Menjaga agamdhifdzun adDin), menjaga jiwa(hifdz An-Nafs), menjaga akalhifdz
Al 6 Ampjaga hartéhifdz AFMal) dan menjaga keturundHifdz AnrNasl).

Kebiri kimia ini telah melanggar hak asasi pelaku dalam hal ini adaiéde An
Nasl)yang merupakan salah satu lima inti hak asasi manulsimmdslam,hifdz ArNasl|
atau memelihara keturunan adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang
baik, kebiri kimia ini dapat memutus seseorang untuk memiliki keturunan karena

pemberian zaanti-androgenini akan menghilangkan fungsi seksual seseg.

214 Ahmad AFMursi H J,Magasid Syariat{Jakarta: AMZAH, 2013), 131.
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Segala bentuk kebiri yang bertujuan untuk menghukum terpidana baik dengan cara
kebiri tradisional maupun kebiri secara kimiawi dalam kajian fikih perspektif bahtsul
masail PWNU Jawa Timur itu diharamkan.

Akarena di sampi ng yakdiargam yamgpam kjugsy agagya mahal

dan diaspek yang lain kemudian sampai memutus potensi berketurunan, maka ada
pelanggaran hak asasi manusia. Dan di dalam hukum Islam adshall atkhamsah

sal ah satunnya Bdanyaah afikha nard kite Imantakairsjbga r
mel anggar hak da# manusia tersebuto.

Kelima hak asasi inti dalam Isladisebutkan peeliti diatas bukan hanya semata
mata untuk melindungi pelaku dari jeratan hukum yang p@enhenuhan hak asasi
manusia pun harus juga dibarengi dengan kewajibaan yang dilaksanakan pelaku tersebut.
Karena Islam sangat melarang perbuatan kejahatan seksu&bt@pi, peneliti lebih
mempertimbangkan aspek yang lain yang lebih bisa menjerakan pelaku tanpa harus
merusak tubuh si pelaldengan adanya kebiri kimtarsebut. Dalam hal ini rekomendasi
perlindungan hukum terhadap korban juga diberikan, agar terciptaadildn yang
berkesinambungan antara korban dan pelaku, yang perlindungannya menurut bahtsul
masai l PWNU Jawa Timur AYang menj adi h ak
dan mental yang mesti dibebankan atas pelaku adalah: Jika korban adalah pedampua
sampai menghilangkan keperawanan, maka ia berhak menuntut masirt® dan
kerugian kehilangan keperawanannya serta kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan
atau cacat mental yang ia derita, jika tidak sampai menghilangkan keperawanan atau
korban pedofil berkelamin lakaki, maka korban berhak menuntut kerugian yang
setimpal dengan cacat fisik dan atau mental yang ia alami. Disini jelas terlihat bahwa
dalam kajian fikih Islam tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual
terhadapanak perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur tioakyamemihak pelaku
agar terbebas dari hukuman berat tetapi juga melindungi korban yang terkena kerugian
untuk menuntut hak atas kerugian yang ia derita guna terciptanya kepastian hukum,

keadilan dan &manfaatan.

215 Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PR Al
Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

216 Maharmitsil adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadar pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan,
atau mahar yang diukur (sepajlalengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial,
kecantikan dan sebagainya.
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Dalam tataran perlindungan HAM terhadap anak yang belum dan telah menjadi
korban tindak kekerasan seksual, dapat dilinduBggi yang belum menjadi korban
dengan upaya memberikan Pendidikan seks melalui praeaididikan dan pranata
keluarga, memblokir situsitus porno di internet, penertiban K#in warnet yang
mengakses sitesitus porno, penertiban minuman keras, menjauhi pergaulan bebas,
sedangkan bagi anak yang telah menjadi korban dapat dilindungi dengan upaya
diamankan ke runia aman (shelter) untuk mendapatkan konseling menghilangkan
trauma, dan diberikan ganti rugestitusi)dari pelaku maupu pemerintaH.

Memberikan tindak pidana sanksi kebiri bagi pelaku podofilia dikenai hukuman haram,

berdasarkan 2 (tiga) alas&f:

1. Hukum Islam dengan tegas telah menetapkan hukum haram bagi sanksi kebiri
terhadap manusia tpa adanya perbedaan pendafddiilafiyah) dikalangan fugaha.
Menurut Siddik dikutip dari kitabAl-Ma u s u 6-Ridhiyyak diambil pernyataan
mengenai ada atau tidaknyhillfiyah ulama sol haramnya sanksi kebiri, Imam Ibnu
Hajar Al-Asqalani berkata, (Hadist yang melarang kebiri) adalah larangan
diharamkannya tanpa perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu kebiri pada
manusia.

2. Kebiri dengan suntikan kimiawi juga berdarkpberubahnya hormon testoteron
menjadi hormon estrogen. Akibatnya, kédki yang mendapatkan hukuman ini akan
berubah dan memiliki chtiri seperti perempuan. Syariat Islam jelas mengharamkan

laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Sebagaimiada Eabi SAW

217 Sudiana, Sanksi Pidana Kebiri dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Maharaswati
Denpasar, 74.

218 Walim, AspekAspek Hukum Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pedofilia Jurnal limiah Indonesiavol. 4, no.3, Maret 2019, 112.
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Dar i | bnu Abbas Radhiyall ahu anhuma, di e
laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupatllakik i 6 -( HR. A
Bukhori)

Jika laktlaki yang menyerupai wanita diharamkan, maka wasilah yang menjadikan
keharanan ini terlaksana juga diharamkagaidah fikih mengatakariAl-Wasilah ila a}
har am ma h @egalaopsrantadan menuju yang haram, hukumnya haranmtjuga).

Dalam analisis kedokteran normalnya i dalam tubuhnya memproduksi hormon
testosterondan estrogen,yang berperan penting pada seksual-laki adalah hormon
testoteron Kebiri kimia itu membuat zafnti-testoteronmenjadi sel leydigf?® yang
berfungsi menghasilkatestoteronpada testisberhenti total memproduksi testoteron.
Sehngga yang dominan dalam tubuh hanya hormon estrogen (bukan berubah jadi
estrogensi testoteronnyg sedangkan kita tahu bahwa hormi@stoteronfungsinya
banyak untuk kehidupan seksual Haki seperti membuat gairah seksual meningkat,
membuat ereksi, tumbuh jakun, suara besar padalakiki masa otot bertambabh,
pertumbuhan bulu meningkatu lainlain. Fungsi tersebut akan hilang kalau hormon
testoteromya juga hilang sehingga nanti akan menjadi gemulai seperti perempuan kalau
hilangnya hormonestoterorpada si lakiaki tersebug??

Dalam Analisa lain, bahwa kebiri kimia itu dapat menekan kaestoterondan
estradiol. Estradiolsendiriadalah hormorestrogenyang pada pria dapat menurunkan
kekuatan tulang, fungsi otak dan mempengaruhi kesehatan jantung diantaranya akan
mempengaruhi fungsi hormon sekunder-aki akan menjadi hilang, dia akan menjadi
seperti perempuan biasanya akan oculirsifatsifat perempuannya misalnya payudara
pada lakilaki tersebut bisa membesar, gemulai, -ofiot menjadi lemah dan tulang

mudah keropo$?? Dan sesuatu yang menjadi seorang-laki menyerupai seperti sifat,

29Hanan Putr a, ABglehkag HuBumano Kelgirk dalanti Syariat Islam? ( Jumoé at , 0183)0 Okt obe
sebagaimana dikutip dalamhttps://www.republika.co.id/berita/dunislam/islamnusantara/15/10/30/nx179u3b8lehlah
hukumkebiri-dalamsyariatislam, diakses 10 Februari 2020

220 Se| Leydig adalah pelengkap dari tubulus seminiferus (bagian dari testis yang berfungsi tempat pembentukan
sperma gpermatogenesig)pada testis yang berfungsi untuk menghasilkan hormesiotégon dengan ragsangan dari
gonadotropin pituitary leteinizing hormone (Litang berperan dalam prosesrmatogenesidan mempengaruhi karakteristik
seks sekunder lakaki.

221 \Wawancara dengdtham Fajar Islami Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unitasstwadaya Gunung Djati Cirebon
pada tanggal 8 Februari 2020

222\Wawancara dengan dr. Rizki dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada tanggal 13 Februari 2020.

119


https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam

perilaku dan segala sesuatu yang berhgho dengan perempuan, maka hal itu sudah
jelas dilarang dalam kajian hukum Islam.

Yang harudilakukan melalui kebijakan sosial yang strategis antara lain memperkuat
keyakinan beragama tadui Pendidikan formal disekolah maupun komunitas
masyarakat terutama generasi muda. Selanjutnya melalui Pendidikan atau penyuluhan
tentang kesehatan seksual, kesehatan jiwa dan nfefitahe nt a | heal t h, na-t
heal t h, c hbaik farmamadpdnaondodmal di masydat. Dengan demikian,
tercipta manusia, keluarga dan lingkungan hidup yang sehat, didukung dengan budaya
serta nilainilai kehidupan masyarakat yang sehat seutuhnya. Disamping itu eksistensi
media massa atau kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sestifaspbagai bagian
dar i upaya AfApr evpesab mordl damedukasi yang postic dalam
kehidupan masyarakat®

223 Briliyan Erna Wati,Criminal PolicySebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Ké&gfs
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikassdimaka penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil menypagal 81 Ayat (7)
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Amak mengatur
hukuman tambahan kebiri kimia maka dapaingpsilkan bahwa: hukuman tambahan
ini diberikan ketika memenuhi unsur perbuatan yang ada di dalam ayat (4) dan (5),
hukuman tambahan ini juga sifatnya opsional karena disamping kebiri kimia bisa
ditambahkan dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik.eiengak asasi
manusia, kebiri kimia tidak boleh hanya dipandang dari satu sisi hamnya saja
melainkan harus diirngi dengan kewajiban asasi manusianya juga, sehingga keduanya
dapat berjalan secara harmonis tidak diskriminatif, pemerintah harusnya bekarjasam
dengan ikatan dokter Indonesia dan psikolog untuk menangani masalah korban yang
selama ini belum tersentuh dengan hukum, memulihkan korban baik dari sisi fisik
maupun mental agar kembali menjadi normal. Hukuman sebaiknya tidak hanya
diarahkan pada pelakya saja tetapi harus dibarengi pada pemulihan korban tersebut
sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Perspektif bahtsul masaill PWNU Jawa Timur tentang hukuman tambahan kebiri
kimia bagi pelaku pedofil bahwa hukumanya dikatdgori berdasarkan jenis
kejahatan yang diperbuat diantaranya: heteroseksual digiyaskan dengan hukuman
perzinaan, homoseksual digiyaskan dengan hukuman liwath dan jika hanya sebatas
pelecehan masuk dalam kategori takzir. Kebiri kimia ini dalam kajian bahtsdil
PWNU Jawa Timur dilarang pelaksanaannya karemézir harus berdasarkan
kemaslahatan, mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, tidak
sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter dan tidak sesuai dengan KUHP.
Takzir kebiri kimia ini memiliki banyak kelemahan dan kemudhorotan karena tidak
bisa menimbulkan efek jera, yang ada akan nenimbulkan dendam dan bisa jadi akan

menambabh jaringan baru bagi pedofilia. Kebiri kimia ini tidak hanya merusak organ
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reproduksi tetapi dapat mesnks organ yang lain, serta berdampak negatif pada
psikologis pelaku, sehingga perspektif bahtsul masail hukuman yang tepat dan
memungkinkan diterapkan di Indonesia bagi pelaku pedofilia ini adalah hukuman
maksimal pejara seumur hidup atau hukuman mati.
Pemhatian ini bukan hanya berfokus pada pelaku sajayadg menjadi hak korban
pedofilia atas kerugian fisik dan mental yang mesti dibebankan atas pelaku adalah:
Jika korban adalah perempuan dan sampai menghilangkan keperawanan, maka ia
berhak menuntut mahamitsil, dan kerugian kehilangan keperawanannya serta
kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau cacat mental yang ia derita, jika
tidak sampai menghilangkan keperawanan atau korban pedofil berkelamliaklaki
maka korban berhak menuntut kerugigang setimpal dengan cacat fisik dan atau
mental yang ia alami.

B. Saran

Agar dapat mengoptimalkan suatu permasalahan yang dikaji penulis ini mengenai kebiri

kimia bagi pelaku pedofil perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur dan masa depan

kebiri kimia yang akan datang, maka saran yang dapat diberikan:

1. Perlu dikaji kembaldan mereformulasi ulangrkait UhdangUndang RINomor 17
Tahun 2016 Tetang Perlindungan Analyang kaitannya dengan pasal 81 ayat (7)
yang mengatur tentang hukuman tambahan kebiriiakidalam kajian yang
komprehensif meliputi kajian Agama, kajian medis, kajeak asasi manusidan
kajian sosial terkait kebiri kimia irdan yang terpenting adalah mengakomodir- hak
hak korban atas kerugian fisik dan mental yang diterima&®sfaingga keberadaanya
tidak menimbulkan pertentangan dikalangan masyarakatHaasna pengundangan
peraturan perundangndangan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh
suatu produk peraturan perundamgdangan untuk memiliki daya laku dan katan
mengikat.

2. Karena hukuman yang berdaisa menjamin mereka (pelaku) mengubah dan
menyembuhkan pikiran serta perilaku kepada keadaan semula maka saran untuk
memberikan rehabilitasi kepagelakupedofilia ini dengan dibekali ilmu agama dan
edukasi terkit bahaya seksual di pesantren atau rumah peribadatan yang bisa

mengembalikan kembali pelaku kedalam keadaan semula, karena ketika seseorang
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sudah melanggar dari nilai dan norma, maka cara efektif untuk mengembalikan itu
adalah dengan mengembalikannyagpaprarajaran agama yang baik
3. Memberikan edukasi seks kepada ammkk untuk meningkatkan kesadaran,
kewaspadaan mereka jika terjadi perilaku menyimpang disekitar mereka sehingga
tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya.
C. Penutup
Puji Syukur penulis panjatkan kepaddah SWT. Yang telah memberikan segala
anugrah dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
AProbl emati ka Hukuma n (Chemica @astaationp&da Pelakui Ki mi
Pedofil dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Tonur Penul i s menyad:
masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis
mengharap kritik, saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik.
Pada akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermdmafgiapenulis khusunya

dan bagi pembacaumumnyda | | ahu A&l am Bi sshowab
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Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60191

Bagaimana Strukturrganisasi PWNU Jatim, Struktur organisasi LBM PWNU Jatim?
Bagaimana visi misi PWNU/LBM PWNU Jatim?

Bagaimana sistem pengangkatan ketua LBM Jatim?

Berapa lama masa jabatan LBM Jatim? Masa jabatan di bahtsul masail selama 5

tahun

5. Apa saja tugas,pokok démngsi di LBM Jatim?

6. Pada era modern ini, kasus kekerasan seksual banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana

pendapat bapak mengenai maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi baik yang
terjadi pada perempuan dan amaiak? Ini tentu tidak bisa hanya dimalkan dari

pelaku itu sendiri, banyak faktor, yang paling dominan adalah situasi sosial kita yang
cenderung bebas, cenderung yang penting senang hedonisme tanpa batas, sementara
akidah atau mental kualitas yang kita punya ini masih tidak cukup untuk ntapgha

itu semua. Atau pelaku tersebut mempunyai kelainan

Dengan grafik kejahatan seksual yang cenderung meningkat. Sedangkan jenis
hukuman yang sudah dijatuhkan pada pelaku belum sepenuhnya efektif, karena
beberapa kasus terjadi pengulangan (recidivepibena lembaga bahtsul masail
melihat fenomena tersebut? Analisanya adalah kalo kebiri kimia itu jeranya belum
tentu, justru bisa mengakibatkan orang yang terkena kebiri kimia itu marah kemudian
dapat merekrut anggota baru, dan hal ini sangat berbahaga.tétapi jika dihukum

mati jeranya sudah pasti, ada ayat dalalg alr 6 a n d a-Madah AQat 579 Al
Awal akum f il gi sasi hayyao dalam qgi sas



sebegitu luasnya, karena dengan adanya hukuman mati mereka yang grilaiga p
seperti itu dan dia berfikir akan jera dengan sendirinya. Ada satu yang meninggal
karena hukuman itu maka yang lain juga akan membaca fenomena ini, jeranya sudah
pasti kalo dengan hukuman mati dan orar@ng juga akan jera. Tetapi kalo dengan
kebiri kimia di samping banyak dampak yang ditimbulkan sangat kompleks diorgan
yang lain juga dan ada kemarahan yang tidak bisa mereka tahan dan membuat
kekacauan dimaraana.

8. Bagaimana pendapat bapak mengenai kejahatan seksual terhadap anak, apakah
dikategaikan sama dengan zina, liwath atau termasuk dalam kategori takzir? Kalau
korbannya perempuan lewat vagina maka dihukumi zina, kalau korbanmjakiaki
lewat dubur maka dihukumi liwath akan tetapi korbannya perempuan jika lewat
dubur pun dikategorikan dgan hukuman liwath. Takzir itu tidak ada sharih atau

pasti dari agama, tergantung dari ijtihad yang berwenang menghukum dari kejahatan

itu. Cuma ada rambrtambunya yaitth Sal amat al d®&mi datddak mel eb

dan ini patokannya tetapi ketika sudahadékan dalam kitalii a mma dhor or uh

sudah merata dampak atau bahayanya dari orang satu ini seperti contohnya bandar
narkoba itu bisa dihukumi hukuman mati karena dampak bahayanya sudah luas. Jadi
hukuman mati itu bisa masuk hadd atau takzir. NU Sudah purtygan di MUNAS
(musyawarah nasional) di PBNU (pengurus besar nahdatul ulama) bandar narkoba itu
hukumannya adal ah hukuman mat i kar ena
dikatakan lebih jahat dari pada tikus dan sunah untuk dibunuh.

9. Saat ini di Indonesianengenal istilah kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual,
bagimana pendapat bapak mengenai hukuman kebiri kimia? Kebiri kimia secara teori
bisa dibolehkan, tetapi kebiri kimia disamping ada dampak yang banyak diorgan yang
lain juga biayanya mahal dan aépek yang lain kemudian sampe memutus potensi
berketurunan, ada pelanggaran hak asasi manusia. Dan dalam Islarusiua at
khamsah Ahifdzun nafso nya akan hil ang
memang dokter tidak mau mengeksekusi kareglamggar kode etik kedokteran.

10.Mengapa LBM tertarik membahas tentang kebiri kimia, permasalahan itu muncul atas
dasar apa? LBM sebagai lembaga perangkat di NU ada pertemuan di tingkat pengurus

harian. Dan kemudian memerintah supaya megadakan bahtsul umasgiaimengkayji



kebiri kimia dalam perspektif figh sesuaikah dengan hukum Islam. Dan supaya
pembahasannya komprehensif maka di datangkan ahli dari kedokteran dan juga ahli
hukum. Jadi NU itu tidak tekstualis, soal takzir dan hukuman yang punya hukuman
merjerakan selama kita melaksanakan sesugialr 6 an maka akan dil :
kalau tidak maka jangan memaksakan sebab perjuangan itu memang berat tapi kalau
memang itu tidak mungkin kita paksakan maka akan jadi persoalan. Dalam sabda
Nabi Muhammad SAW kalu perintah Aidza amartuhu bi
tumo kalau diperintah sesuatu dikerjakan
kal au Nabi mel arang fAwaidza nahat O6éanhu f
dan itu tidak maju diam tidak bengd. Maka harus total, kalau beraksi atau gerak itu

ada upaya, maka ketika kebiri jelas dilarang dalam hadis Nabi:

@@@&%@ %%m B EBEE: ma@@:

Dari Qais, dia berkata: Saya mendengar Abdullah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:
Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi Sadasg kami tidak bersama ististri.
Lal u kami berkata (kepada Nabi Saw) , 6Bol ehk
Saw mel arang yang demi kian itud (HR. Musl i m)
berarti kita selesai sampai disitu karena hadisnya melarang untuk itu. Hadis itu
produk zaman dahulu yang memang tidak ada kelengkaparalatamedis seperti
sekarang tentu tidak sama, tetapi NU punya manhaj seperti giyas misalnya jadi antara
kedua ini (kebiri potong kelamin dan kebiri kimia) memiliki kesamaan yang
menghubungkan antara kedumakna yang menghungkn antara makna kebiri kimia
dengan kebiri traadisional sareama mematikan hasrat seksual. Yakni dengan objek
yang sama. Pertimbangan lain dokter pun mengatakan bahwa kebiri kimiawi itu lebih
berbahaya dari kebiri tradisonal maka jka@a ketidakserasian antara yang lama dan
yang baru maka ada penguat untuk menstarakan kebiri kimia dengan kebiri
tradisional.

11.Metode istimbath ahukm (pengambilan hukum) LBM PWNU Jatim seperti apa?
Saya melihat di jurnal itu metode pengambilan hukum LBWNU ada 3 (gauliy,



12.

ihlagiy dan manhajiy) sifat ketiganya komulatif atau satu persatu stepnya atau adakah
yang di dahulukan? Kalau dalam formulanya NU dimanapun tingkatannya, sepanjang
masih menemukan pendapat di dalam kitab Imam3gyaf 6 6 | , pekdk a Yy an
dar i pedapat/ kitab | mam Syafi 0l dal am me
kalau tidak ditemukan pasti lintas madzhab, terutama massahlah sosial karena

tidak mungkin hanya menggunakan satu madzhab bisa mewadahi seluruh persoalan,

dan hal tersbut sudah menjadi aturan pokok di dalam NU. Kemudian bagaimana kita
dalam proses mencari pendapat yang paling diakui dikalangan -ulama
ahlussunnah wal jamabéah dan i ni menj adi o
kita tidak bisa hanya mempertimngkan pendapat siapa, tetapi juga
memer ti mbangkan kondi si, situasi dan zam
tetapi tidak cocok dengan kondisi sekarang, sementara ada pendapat seorang ilmuan

di bawahnya tapi lebih cocok, dan dipilih yang paling nfeglayang mana, maka

kembali kepada konsep maslahah.

Metode istimbath NU mengedepankan qauli, qauli yang sudah jadi. Jadi persoalan

apa pun selama masih bisa ditemukan pendapat ulama yang namanya gauliy maka
yang dipakai itu, karena ulamdama NU merasadum mampu menetapkan suatu
ketentuan hukum wal aupun di NU banyak ul a
bentuk tawadhuo. Kal au tidak menemukan d:z¢
banyak kitab yang sudah dibaca, berapa ribu. Dan juga siapabgakata kalau

sudah punya PWNU kalau tidak menemukan maka menggunakan manhajiy, dan
manhajiy itu ada tertibnya yang pertama
ihlaqgiy itu seperti giyas tetapi bukan giyas karena ihlagiy itu membandingkan antara
masaah baru dengan masalah yang serupa yang sudah pernah ada pendapat di dalam
suatu kitab tertentu. Setelah dipertimbangakan ada kesamaan masalah baru dengan
pendapat ulama yang sudah jadi bukan ayat tetapi pendapat ulama ini yang
dinamakan ihlagiy ini, karen ini resikonya sangat kecil dengan langsung
beristimbath dengan A4 ur 6 an .

Madzhab yang digunakan itu apa, berapa lama dalam proses pengambilan hukum,
berapa kali musyawarah sampai akhirnya ada putusan final? Madzhab pokoknya

Imam AsySy af i 01 , amangabdalamappoaes pengambilan hukum tergantung



dari berat ringannya masalah yang dibahas. Satu kali pertemuan bisa tuntas sebab
referensi mudah didapat apalagi sudah ada kitab digital tetapi dalam pembahasannya
pun menghabiskan waktu minimal 2 (dua) jéahtsul masail pernah bermusyawarah
satu hari satu malam dengan durasi 24 (dua puluh empat jam) membahas suatu
permasalahan. Apalagi yang sangat panjang bisa satu tema sampai 2 (dua) kali event,
jadi ssatu event 2 (dua) sesi yang durasinya 10 (sepulahdgmpai ke event yang
lain lagi. Kalau untuk kebiri kimia ini prosenya hanya satu kali karena referensinya
sudah banyak dan mudah didapatkan. Pada proses pembentukan hukumannya terbatas
di LBM Jatim saja tapi untuk proses penyempurnaan hukumannya di MWSAG
lain khusus bahtsul masail-§awa Timur yang melibatkan seluruh PC (pengurus
cabang). Kadang ada referensinya tapi masalahnya tidak jelas butuh seorang ahli
akhirnya bulet samaama sumbernya katankatanya jadi harus jelas dalam
pengupasan masalaa.

13.Dalam musyawarah, memutus suatu hukum ada berapa orang dan sistemnya
bagaimana? Di dalam LBM PWNU Jatim itu punya agenda rutin satu tahun dua kali
yang melibatkan NU s@awa Timur syuriyah sama LBM menjadi satu Hdina
kumpul 200 sampai 300 orangama pondoljondok yang punya kompetensi
dibidang bahtsul masail itu diundang untuk pengkaderan dan dilibatkan. Jadi pegurus
NU di pengurus wilayah, kabupaten kota dan porgmkdok pesantren.
Pembahasannya kita menggali dari pengypersgurus cabang bigadi perorangan,
tapi tidak setiap masukan mereka itu dibahas harus diseleksi terlebih dahulu pernah
dibahas atau belum, dan permasalahannyakkiaakalau untuk level provinsi apakah
layak atau tidak. barangkali dibahas di provinsi tapi masalahnyaklev@inatan jadi
tidak relevan. Dan untuk seleksi satu hari bisa tidak selesai.
Kalau rapat pembahasan sebatas anggota pengurus LBM ada sekitar 27 orang, tapi
LBM juga punya seniesenior sekitar ada 4 dan yang sudah sepuh-Kgai
karismatik. Bahtsul di WNU Jatim itu ada mubahisnya (peserta) ada pimpinan, dan
kemudian ada perumus. Dan perumus itu yang mengawal supaya pembahasan ini
tidak menyimpang karena orang itu kadang berbicara tidak nyambung dan beberapa
ada yang perlu dibantu, kalau sudah sepakainpgs ini yang membuat resume,

sehingga dengan seperti itu tidak ada yang tertinggal dari pembicaraan itu, setelah



dirumuskan dimintakan restu dari kylgiai sepuh itu dan ini bagian yang
mengendalikan terkait sumbsumber kitab yang dipakai rujukan, hal menjadi
bimbingan agar tidak seenaknya sendiri tidak teliti dalam membahas suatu hukum.

14. Adakah kendala dalam sebuah keputusan suatu hukum, jika ada seperti apa? Kendala
itu pasti ada karena mendadak, cepgiat dan yang tidak tau perkembangan di
PWNU, dan kendalanya itu karena kesalahpahaman saja bukan terkait masalah
tersebut, karena pada saat itu saya di telfon sama sekertaris PWNU Jatim untuk
segera membahas permasalahan kebiri kimia itu lusanya dan karena di perintah itu
maka harus dijalankan.

15.Apakah pendapat yang dijadikan pedoman itu berdasarkan suara mayoritas, atau
pendapat paling kuat walaupun jumlahnya lebih sedikit? Pendapat yang dijadikan
pedoman disamping kuat juga mayoritas, dan dari banyaknya kitab/sumber itu hampir

sama semua, misalkanengambil sumber dari kalangan Imam Ay a f i 06 | dan ¢
kalangan AsySy af i 6 I i t u mengamb-iNawavw éan saltpsatt dar i
i mam di kal angan syafi 0i kar ena mirgih, i au

murojih itu adalah ulama yang mampu memkai pendapgpendapat Imam Asy
Syafi 61 menyel eksi hadi snya, menyel eksi
disitu, kalau tidak ditemukan maka mencari digenerasi berikutnya, dan kalau tidak
ditemukan juga kita mengambil kitab ulama yang kontemporer mysddr. Wahbah
Az-Zuhaili ataupun yang lain. Dan di dalam fikihnya Wahbah mudahnya ada
sumbernya kitab apa dan harus di cek juga tidak langsung diambil, betulkah seperti
ini di majemuk dan lain sebagainya dan itu harus di cek dan nanti berubah redaksinya
karena itu kan sudah di modifikasi pengolahannya tetapi secara substansi bersambung
berarti ini kuat. Hal tersebut di NU adalah bagian dari ketettan.

16.Berbicara tentang kasus Aris pada Juli 2019 yang dikenai hukuman tambahan kebiri
kimia, boleh dicetakan mengapa LBM PWNU Jatim tidak setuju dengan adanya
hukuman tambahan kebiri kimia tersebut? Konsep dalam hukum hukum pidana Islam
kan ALiqul i Maksiatin Tabziruno setiap p
sanksinya. Maka termasuk pedofilia sediggerbuatan maksiat bahkan keji tentu ada
hukumannya, hal ini sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam

Islam ada 2 (dua kategori hukuman yaitu hadd dan takzir, takzir adalah hukuman



yang diserahkan bentuknya kepada yang berwenanguKpaédofil dalam figh

namanya zina, ada satu kehususan yaitu kembali kepada hukuman zina, sementara
kal au filosofi takzir adal ah untuk menj
cambuk hukum Islam kan tidak ada dan mestinya bisa diganti, tetapi adanbatasa
batasan. Ada 2 (dua) batadaatasan adalah:

1. Tidak boleh melampaui hadd

2. AiSal amatul Aqibaho tidak berdampak butu

Hal ini yang menjadi patokan pokok dari keputusan bahtsul masail PWNU Jatim.
Karena kebiri ini sifatnya kimiawi, kita mendatangkari alari kalangan dokter

yakni dr Edy dari wakil ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan juga dari kalangan
praktisi hukum dari LPBHNU PWNU Jatim (lembaga penyuluhan dan bantuan
hukum nahdatul ulama) Dr. H Edy Suwito, SH.MH. LBM menggali dari para ahli ini

yang keterangannya dari perspektif kesehatan bahwa kebiri kimiawi ini adalah
hukuman yang tidak hanya berdampak pada alat vital itu saja tetapi ada dampak
yang lebih buruk dari kebiri tradisional, itu persoalannya. Berarti hal ini tidak bisa
dipenuhi. Kemdi an ket erangan dar.i prakti si hu
hukum positif ada undangndangnya, tetapi dalam pandangan ahli hukum itu kalau
ketentuan hukumankebiri kimia ini ditarik keatas kepada aturan hukum yang lain
sejenis undangndang atau aturanukum tertinggi seperti undangndang dasar

beliau menyatakan hal ini tidak ditemukan sambungannya, dalam uoddagg

pun tidak ditemukan aturan kebiri kimia, pasal yang mana yang menjadi turunan dari
adanya kebiri kimia tersebut yakni Undadgdang No.1Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (7)
seperti itu. Kemudian digali lebih mendalah dan dipelajari oleh LBM dengan
membuka sumbesumber yang ada dan kemudian memutuskan seperti itu.
Kemudian LBM epakat bahwa pedofil itu dihukum tetapi tidak dengan hukuma

kebiri kimia.

Hukuman untuk pelaku pedofil ini jika masuk kategori ghoiru muhsan yakni
hukumannya cambuk 100 kali, akan tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan di

Indonesia, karena tidak mungkin kaadiganti dengan takzir. Takzir itu untuk



17.

18.

menjerakan maka apapun harus ada takzir yang terpenting, dan yang ada di
Indonesia ada hukuman yang paling terberat adalah penjara seumur hidup dan
hukuman mati tidak ada yang lebih dari itu. Maka jika sudah aklat pedofilia,

walaupun ghoiru muhsan bisa mendapat hukuman mati atau pennjara seumur hidup.

Melihat rilis jawaban yang dikeluarkan LBM PWNU Jatim, salah satu poin
ketidaksetujuannya terkait takzir yang harus berdasarkan kemaslahatan dan
mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif. Menurut perspektif
Bapak takzir itu seperti apa?alzir itu AtTadodi b suatu tinda
mengembalikan mereka supaya kembali kepada kenormalan, contohnya dalam Al
gur dan banyak misalkan istri yang tidak
tempat tidurnya itu bagian dari takzir, jadi orang yangiasaan halus itu pasti akan
merasa dan berfikir itu tidak berbahaya. Maslahahnya adalah bisa kembali kepada
ketaatan, akan tetapi kalau dengan cara itu justru akan semakin parah berarti mencari
alternatif hukuman yang lain misalkan dengan cara dipulpil d@angan syarat
Asal amat ul agi baho bahkan dalam fikih di
merusak anggota tubuhnya itu juga ada diyatnya, jadi ada konsekuensinya ada disitu.
Walaupun dipukul itu tidak mesti sakit tapi mengandung perasaan, makadah

cukup, tetapi tetap pada koridor bahwa tidak boleh merusak tidak boleh melebihi
hadd tetap harus menjaga maslahah.

Penderitaan itu bukan tujuan tapi sarana/jalan untuk kembali kepada orang yang
normal, jadi sebenarnya takzir itu bdoeda setiagempat, setiap orang dengan

orang yang sama itu bisa berbeda, misalkan seorang guru/kyai mengerti karakter
seorang santrinya, misalkan dengan hukuman seperti ini tidak mungkin dia jera, hal
ini murni dari kebijakan otoritas yang memiliki wewenang untuk tadegir itu siapa
Bagaimana pertimbangan aspek takzir yang dampaknya positif dengan pemberian
efek jera? Contohnya takzir yang untuk kemaslahatan yang paling mudah misal kalo
dipesantren, anak yang melanggar keluar tanpa izin, hukumannya yang dampaknya
postif adalah menghukum dengan menyuruh menghafalkan nadzoman, misalkan
sehari 5 bet maka karena dihukum maka harus 20 bet, dan itu ada maslahah karena
penjeraannya dapat tapi ada maslahah yang muncul dari situ, akan tetapi misalkan

dijemur di bawah terik mtahari, hal tersebut memang takzir akan tetapi yang



didapatkan hanya panasnya saja tidak mendatangkan maslahah bagi yang penerima
hukumannya. Tapi kalo kebiri kimia itu kontra dengan hifdzun nasl, karena dapat
menghalangi seseorang untuk mempunyai keturuna

19.Hukuman yang tepat untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, menurut LBM
PWNU Jatim itu seperti apa?

20.Apakah perempuan/korban dari kekerasan seksual dalam hukum Islam juga dijatuhi
hukuman? Korban pedofilia yang berwemar murni korban dan anditiak dengan
kesadaran mengiyakan perbuatan tersebut berarti kalau korban tidak ada
hukumannya, justru mereka ada hak untuk meminta ganti rugi, dalam diyat sudah
dijelaskan juga terkait macamacam ganti rugi jika merusak anggota tubuh yang
mana. Hal ini marni kajian fikih Islam kalau diformalkan harus sesuai dengan
konteks Indonesia.

21.Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual menurut LBM PWNU Jatim
seperti apa, khusunya korban ammatak yang pelakunya orang dewasa? Tentu ada
pemulihan mentalnya diimhs sosial yang harus menyiapkan rehabilitasi untuk
merekamereka yang menjadi korban bagi yang tidak mampu secara biaya,
keluarganya tidak ada maka itu tanggungjawab pemerintah. Dan kewajiban keluarga
itu selama masih mampu maka tanggungjawab keluargarasngmasing, jika
keluarga tidak mampu maka masyarakat sekitar eoasgg di daerah itu siapa
namanya maoasy.i ro@ahg yang memang pumya &emanmpgan lebih
dari ratarata orang, kalau lingkungannya juga sudah tidak mampu maka baru menjadi
tanggung jawab pemerintah.

22.Yang menjadi orientasi ke depan itu masa depan anak atau tetap ada perhatian bagi
pelaku kejahatan seksual tersebut? Di LBM tugasnya hanya sampai sebatas
memberikan putusan terkait permasalahan hukum yang dibahas dan di PWANU jug
mempunyai perangkat lain selain LBM misalnya lembaga LKKNU (kemaslahatan
keluarga nahdatul ulama), lembaga kesehatan dll dan biar lefidmalgaga tersebut
yang mengatur karena LBM hanya memproduk sampai putusan saja.

23.Bagaimana cara untuk menentukan kefaatan & kemudhorotan terhadap suatu
pendapat/putusan dalam bahtsul masail? Dalam teori ada analisa terutama budaya,

ekonomi dan politik. Ada pertimbangan yang mencangkup hal tersebut, dan dalam



forum pasti ada perdebatan yang sengit kemudian ada bebeagukamasukan
yang bisa lebih dipertanggungjawabkan maka pendapat yang tidak kuat harus
mengalah, jadi tidak bisa satu orang berpendapat kemudian langsung diterima itu
tidak bisa dan di bahtsul masail tidak bicara menang atau kalah, tidak bicaramisalk
pendapat A yang berbicara 40 orang dan yang B cuma 5 orang dan yang pendapat B
itu tidak selalu kalah tetapi harus memertimbangkan realita dilapangan kemudian
sumber apa yang digunakan tulisannya yang paling kuat yang mana, walaupun satu
orang bisa memsy, dalam bahtsul masail seperti itu. Di NU itu misalkan semuanya
sepakat atas pendapat ini dan ada satu kyai yang disegani dan kharismatik tidak setuju
berarti tidak jadi putusan tersebut, karena beliau punya satu kelebihan hatinya itu
tidak seperti kitekita orang biasa seperti ini, tapi orientasinya lebih jauh kedepan.

24.Jika ada perbedaan pendapat terhadap penafsiran terhadap suatu kasus yang kelak
akan dijadikan suatu fatwa, apakah ada musyawarah antar LBM/ ormas Islam
lainnya? Contohnya misalkan dal&asus kekerasan seksual terhadap anak ini, LBM
PWNU Jateng yang fatwanya cenderung menyetujui adanya pengebirian, namun di
LBM PWNU Jatim justru menolak adanya kebiri bagi pelaku kejahatan seksual
terhadap anak, bagaimana? Dalam NU itu istilah untuk kepntbukanlah fatwa,
NU sangat menghindar.i k at a hadiigatanhars k ar el
seorang mufti yang mujtahid sehingga tidak menggunakan istilah fatwa, tetapi
menggunakan keputusan bahtsul masail saja, perbedaan itu tidak masalah selama
tidak ada problem besar ditengtdngah masyarakat dan di negara ini, kalau
misalkan menimbulkan permaslahan antara kedua lembaga ini maka harus
dipertemukan terlebih dahulu, paling tidak nanti masuk dalam MUNAS PBNU akan
tetapi kalau tidak ada dampak sg@amaka dibiarkan seperti ini saja, maka dalam
fikih itu ada istil ah fmakilgtpunyaaalasan kuapmat i
argumentasi, dasar maka sudah dibiarkan saja.

25.Kalo putusannya tidak sama seperti pengurus LBM PBNU Pusat, apakah mengikuti
putusanyang ada di pusat atau setiap LBM di wilayah memiliki otonomi dan
independensi dalam membuat sebuah putusan? Tiap daerah punya otonomi sendiri
sendiri dalam menentukan suatu putusan terkait permaslahan yang serupa. Ketika

menyeleksi persoalan yang masukka harus diseleksi dulu apakah di PBNU itu



sudah dibahas atau belum, misalkan sudah dibahas dan diputuskan maka PWNU tidak
perlu membahas lagi terkait permasalahan itu, kalau berbeda baru akan dibahas
perbedaanya itu saja, dan tidak ada jaminan kalauiketvia ini sudah dibahas di
PWNU akan tidak dibahas di PBNU juga, PBNU masih bisa membahas terkait kasus
yang sama walaupun sudah dibahas di PWNU dan pasti akan melibatkan-PWNU
PWNU yang terkait atau yang pernah membahas masalah kebiri kimia, kalayesifat
event maka akan mengundang seluruh LBBM PWNU selndonesia. Kalau
PBNU membahas permasalahan tersebut lebih mendetail dan kongkrit maka putusan
yang di tingkatnya PWNU itu akan di mansukh. LBM Jatim pernah memutuskan
pada tahun 2014 bahwa LAZISNU rfibaga amil zakat infaq dan shadagah nahdatul
ulama) itu bukan amil dan kemudian dalam waktu 3 tahun berjalan ternyata Menteri
Agama mengeluarkan PMA tentang LAZISNU sehingga kemudian berubah bahwa
LAZI SNU adal ah ami/l syaroi , 8 8BNU danb a h a s
putusan MUNAS PBNU itu otomatis menasakh langsung keputusan di PWNU Jatim.
Jadi ada input baru dan hal baru yang kemudian menjadi lemah itu bisa saja terjadi.
26.Bagaimana jika ada perbedaan pendapat antara keputusan bahtsul masail dengan
fatwa MUI? Jika ada perbedaan pendapat dengan MUI selama itu fikih itu tidak
masalah, jangankan MUI di dalam bahtsul masail saja di NU kyai NU person beda itu
adalah hal yang biasa, yang penting alasannya jelas dan tidak ngawur, kalau masih
bisa ditoleransi masivajarwajar saja, jadi tidak ada permasalahan.
Terkait perbedaan pendapat antara MUI Mojoekerto dan PWNU Jatim terkait takzir.
Ketua MUI Moj okerto KH Mashul Il smai | me n \
kejahatan seksual harus seimbang dengan perbuatdanyaarus memberikan efek
jera terhadap pelaku, kebiri kimia pun sudah diatur dalam hukum positif Indonesia
dan beliau menyatakan bahwa yang terpenting dalam Islam wajib mengikuti semua
aturan negara yang sudah ada, pemerintahan yang sah. Jadi untukkutonam
(kebiri kimia) kalau sifatnya bisa menjerakan pelaku, masih bisa dikembalikan ke
keadaan nor mal rAfbkelau ddriitedriatakzir Imeansamyla sama tidak

ada perbedaan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan taat kepada ulil amri itu

2Deti knews berita Jawa Timur APandangan Ul ama soal Kebi
Timur: 29 Agustus 2019) sebagaimana dikutip dafetps://news.detik.com/berfjawatimur/d-4682651/inipandangaulama
soatkebiri-kimia-untukpredatoranakdi-mojokerp. Diakses 17 Januari 2020
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merupakan satu paket, taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan hal yang mutlak
artinya kalau kita ikut tidak mungkin salahrdtidak mungkin keliru, tetapi kalau ulil
amri walaupun ulama bisa juga ada yang keliru, maka dari itu kita punya hak untuk
berijtihad disitu. Maka disinilah celah mengapa bisa berbeda, dan menurut LBM
PWNU Jatim menekankan bahwa kebiri kimiawi ini ledidahaya dari kebiri
tradisional efeknya bermacamacam berarti ada sesuatu yang tujuannya adalah
menjerakan kemudian dalam saat yang sama jeranya belum tentu tapi efek negatifnya
pasti akan muncul, berarti tidak bisa diikuti dan yang lebih faham itu dd)xdéam
analisa dokter walaupun waktunya hanya dua tahun tetapi dokter tidak bisa menjamin
seseorang yang habis terkena kebiri kimia dapat kembali dalam keadaan semula
karena kondisi badanya yang berbeda tidak bisa dikembalikan, jadi kondisi fisik hari
ini dengn 10 tahun yang akan datang pasti akan berbeda.
Kalau sama MUI terkait perbedaan pendapat itu tidak ada musyawarah lebih lanjut
dalam pembahasan antara PWNU dan MUI ketika berbeda pendapat.
Terkait adanya MUI lembaga yang memberi fatwa, posisi LBMatiahp fatwa MUI
bagaimana? Dengan MUI tidak ada keterikatan yang sifatnya hierarki atau apapun.
Karena pendapat hukum berbicara otoritas maka NU itu lembaga yang lebih tua dan
lebih dikenal. Fatwa MUI dan putusan LBM itu mempunyai dampak yang sama,
fatwa itu bukan godho bukan putusan pengadilan sehingga siapapun boleh menerima
dan boleh menolak. Di NU sudah terbangun perbedaan yang tanpa tersinggung, tetapi
tetap harus ada kebersamaan.

27.Bagaimana eksistensi/pengaruhnya putusan LBM kepada masyarakat? Pem@garuhn
sejauh mana? Pengaruh putusan bahtsul masail ini cukup kuat, karena hasil bahtsul
masai | i tu pesertanya dari ustadz, akti
terkadang menjadi mubaligh dan secara otomatis akan tersampaikan dengan
sendirinya dengan bahas@ masingnasing sehingga dapat mudah diterima dan ini
merupakan cara yang efektif, di samping itu LBM juga punya buku, di NU punya
lembaga dakwah. Jadi medianya banyak dan lebih sesuai dengan siapa yang dihadapi,
ada juga ibtibu muslimat yang menyampaiknya ala ibdbu, sehingga efektivitas

hasil itu sangat bagus. NU pun punya umat punya anggota yang sangat banyak.



28.Bagaimana teknis publikasi putusan LBM kepada masyarakat? Terkait teknis
publikasi tugas LBM hanya sampai produk hukum berupa putugandsa untuk
publikasi kebawahnya menyerahkan sepenuhnya kepada LDNU (lembaga dakwah
nahdatul ulama), ada lembaga takmir masjid dan untuk kemarin pas press rillis ada
wartawan yang tanya bagaimana PWNU menyikapi putusan pengadilan tinggi
surabaya terkaikebiri kimia, dan karena ini menyangkut hukum maka harus di
bahsul kan terlebih dahulu dan setelah ada putusannya wartawan berbondong
bondong untuk datang. Dan setelah di bahtsulkan dan putusannya menolak adanya
kebiri kimia karena bertentangan dengan kepntakzir dalam hukum pidana Islam
intinya seperti itu, karena takzir dengan cara kebiri kimia lebih berbahaya karena
jeranya belum tentu tercapai tetapi ada negatif yang bisa menyebabkan peluang
banyaknya terjadi kasus serupa dan ini lebih bahaya.

29.Di dalam NU bahtsul masail itu adalah embrionya NU, jadi di NU itu forum diskusi
kyai-kyai muda yang belajar di Makkah. Dan dari diskdiskusi bahtsul masail ini
menghasilkan organisasi NU, dan bahtsul masail ini kegiatan yang lebih tua dari NU
itu sendii, jadi kalau tidak ada bahtsul masail maka ruhnya NU hilang, dan karena itu
sebagai manifestasi dari sejarah itu maka kebijakan NU apapun yang berkaitan
dengan hukum. Maka harus bersumber dari hasil bahtsul masail terutama masalah

masalah yang sensitibd rumit harus di bahtsul masail dulu.
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INSTRUMEN WAWANCARA

Bagaimana Struktur organisasi PWNU Jatim, Struktur organisasi LBM PWNU Jatim?
Bagaimana visi misi PWNU/LBM PWNU Jatim?

Bagaimana sistem pengangkatan ketua LBM Jatim?

Berapa lama magabatan LBM Jatim?

Apa saja tugas,pokok dan fungsi di LBM Jatim?

Pada era modern ini, kasus kekerasan seksual banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana
pendapat bapak mengenai maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi baik yang
terjadi pada perempuan danakanak?

Dengan grafik kejahatan seksual yang cenderung meningkat. Sedangkan jenis hukuman
yang sudah dijatuhkan pada pelaku belum sepenuhnya efektif, karena beberapa kasus
terjadi pengulangan (recidive) bagaimana lembaga bahtsul masail melihat fanomen
tersebut?

Bagaimana pendapat bapak mengenai kejahatan seksual terhadap anak, apakah
dikategorikan sama dengan zina, liwath atau termasuk dalam kategori takzir?

Saat ini di Indonesia mengenal istilah kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual,
bagimana pndapat bapak mengenai hukuman kebiri kimia?

10.Mengapa LBM tertarik membahas tentang kebiri kimia, permasalahan itu muncul atas

dasar apa?

11.Metode istimbath ahukm (pengambilan hukum) LBM PWNU Jatim seperti afa¥ya

melihat di jurnal itu metode pengambilan hukum LBM PWNU ada 3 (qauliy, ihlagiy dan
manhajiy) sifat ketiganya komulatif atau satu persatu stepnya atau adakah yang di

dahulukan?

12.Madzhab yang digunakan itu apa, berapa lama dalam proses pengambilan lerdapa

kali musyawarah sampai akhirnya ada putusan final?

13.Dalam musyawarah, memutus suatu hukum ada berapa orang dan sistemnya bagaimana?

14. Adakah kendala dalam sebuah kman suatithukum jika adaseperti apa?

15.Apakah pendapat yang dijadikan pedomiéin berdasarkan suara mayoritas, atau

pendapat paling kuat walaupun jumlahnya lebih sedikit?



16.Berbicara tentandkasus Arispada juli 2019yang dikenai hukuman tambahan kebiri
kimia, boleh diceritakan mengapa LBM PWNU Jatim tidak setuju dengan adanya
hukuman tambahan kebiri kimigersebu?

17.Melihat rilis jawaban yang dikeluarkan LBM PWNU Jatim, salah satu poin
ketidaksetujuannya terkait takzir yang harus berdasarkan kemaslahatan dan mayoritas
ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif. Menurut péfsBakaktakzir itu
seperti apa?

18.Bagaimana pertimbangan aspek takzir yang dampaknya positif dengan pemberian efek
jera?

19.Contoh takzir yang tidak berdampak negatif, khususnya bagi pelaku kejahatan seksual,
seperti apa?

20. Hukuman yangtepat untuk pelaku kejahatan seksual terhadap an@nurut LBM
PWNU Jatim itu seperti apa?

21.Apakah perempuan/korban dari kekerasan seksual dalam hukum Islam juga dijatuhi
hukumar?

22.Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual menurut LBM PWNU Jatim seperti
apa khusunya korban ananak yang pelakunya orang dewasa?

23.Yang menjadi orientasi ke depan itu masa depan anak atau tetap ada perhatian bagi
pelaku kejahatan seksual tersebut?

24.Bagaimana cara untuk menentukan kemanfaatan & kemudhorotan terhadap suatu
pendapat/putusan dalam bahtsul masail?

25.Jika ada perbedaan pendapat terhadap penafsiran terhadap suatu kasus yang kelak akan
dijadikan suatu fatwa, apakah ada musyawarah antar LBM/ ormas Islam lainnya?
Contohnya misalkan dalam kasus kekerasan seksual tpriaa@& ini, LBM PWNU
Jateng yang fatwanya cenderung menyetujui adanya pengebirian, namun di LBM PWNU
Jatim justru menolak adanya kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak,
bagaimana?

26.Kalo putusannya tidak sama seperti pengurus LBM PBNU Pugakah mengikuti
putusan yang ada di pusat atau setiap LBM di wilayah memiliki otonomi dan
independensi dalam membuat sebuah putusan?

27.Bagaimana jika ada perbedaan pendapat antara bahtsul masail dengan fatwa MUI?



28, Terkait adanya MUI lembaga yang memberi fatwa, posisi LBM terhadop farwa MUI
bagaimana?

29, Bagnimana eksistensi‘pengamuhnya putusan LBM Xepada masyarakat? Pengaruhnya
sgjauh mana?

30, Bagaimana teknis publikasi putusan LBM kepada masvarakat?

Surahaya, 14 Januari 2020

Pimpinan Bahtau] hMasail
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Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama jawa Timur
tentang Hukum Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

A. Deskripsi Masalah

Dari tahun ke tahun kejahatan seksual terhadap anak atau kejahatan pedofil di Indonesia
terus terjadi, bahkan cenderung meningkat. Hukum pidana bagi pelaku sebagaimana dalam KUHP
dan UU Perlindungan Anak pun dianggap belum efektif sehingga pemerintah menerbitkan UU
Nomor 17 tahun 2016 yang memberatkan sanksi pidana, di antaranya dengan menerapkan hukum
kebiri kimia bagi pelaku.

Namun setelah Undang-Undang yang melegalkan hukuman kebiri kimia disahkan dan secara
nyata digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri-(PN) Mojokerto sebagai vonis terhadap salah
seorang pelaku, pro kontra pun mengemuka. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM)
menganggapnya sebagai suatu pelanggaran, lkatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi
eksekutor karena bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi, sementara di sisi lain
banyak pihak yang mendukungnya mengingat semakin meningkatnya kejahatan seksual terhadap
anak dari waktu ke waktu.

Dalam kondisi demikian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terpanggil
hadir untuk mengkajinya secara ilmiah dalam perspektif fikih Islam sebagai bagian khidmahnya
kepada masyarakat, bangsa dan negara.

B. Pertanyaan
Bagaimana hukum pidana kebiri kimia bagi Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam
perspektif Fikih Islam?

C. Jawaban

Hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikategorikan

sebagai ta’zir, namun demikian tidak diperbolehkan sebab:

a. Takzir harus berdasarkan kemaslahatan.

b. Mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, sementara kebiri kimia tidak
hanya merusak organ reproduksi tapi dapat merusak organ yang lain, serta berdampak
negatif pada kondisi psikologis pelaku.

c. Tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter.

d. Tidak sesuai dengan KUHP.

Dan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, maka pelaku harus dihukum dengan
seberat-beratnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
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Diputuskan di : Surabaya
Pada tanggal :28 Dzul Hijjah 1440 H/29 Agustus 2019 M

Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur
Pimpinan Sidang

Ttd
KH. Ahre. n; M.Pd.l.
KetGa
Perumus:
1. KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.l. 12. KH. Syihabuddin Sholeh, S.Ag.
2. Dr. H. Muhammad Ma’ruf Syah 13. K. Muhammad Masykur Junaidi
3. dr. Edi Suyanto 14. K. Muhammad Hamim HR, S.Ag.
4. Dr. Eddy Suwito 15. K. Lukmanul Hakim, S.Pd.lI.
5. KH. MB Firjaun Barlaman 16. K. Fathoni Muhammad, Lc. M.Si.
6.. KH. Suhairi Badrus 17. M. Nasir
7. K.Anang Darun Naja 18. Amirotul Mukminah
8. K.Ahmad Muntaha AM, S.Pd. 19. Muzdalifah
9. K.Muhammad Anas, S.Pd.l. *20. zulfatul Mufidah, M.Pd.l.
10. K. Saiful Anwar 21. Eli Rosida
11. KH. Ahmamd Jazuli Sholeh 22. Ida Rohmawati

Hukum Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak



3. UU No 16 Tahun 2017 Tentang Hukuman Kebiri dan Hak Korban Phedofilia (PCNU Kota
Mojokerto)

Deskripsi Masalah

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa salah satu bentuk
hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah hukuman kebiri kimia. Bentuk
hukuman ini ditentang oleh berbagai pihak dengan alasan menimbulkan efek samping yang tak
sedikit pada pelaku dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Tim dokter dari Ikatan Dokter
Indonesia pun menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri sebab bertentangan dengan kode etik
mereka. :

Secara fighiyah, hukuman kebiri juga dilarang sesuai putusan Bahtsul Masa’il Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual
terhadap Anak pada tanggal 28 Dzul Hijjah 1440 H/29 Agustus 2019 M. Ada berbagai alasan
pelarangan ini, di antaranya: Kebiri merupakan hal yang dilarang Rasulullah, termasuk mengubah
ciptaan Allah dan mengandung berbagai mafsadah. Selain itu kebiri kimia memang bertentangan
dengan kode etik kedokteran dan menurut beberapa pakar hukum dianggap bertentangan dengan
hirarki perundangan yang lebih tinggi di Indonesia.

Namun demikian, pelarangan terhadap hukuman kebiri ini menimbulkan kesan
ketidakberpihakan terhadap pelaku kekerasan seksual anak (phedofilia) dan kekurangpedulian
terhadap korban kejahatan phedofilia yang justru seharusnya mendapatkan perlindungan secara
hukum. Sudah pasti, hak-hak kcrban kejahatan phedofilia ,semestinya dinyatakan secara tegas
secara fikih sepingga tidak ada kesan bahwa fikih lebih melindungi hak pelaku kejahatan daripada
hak korban.

Pertanyaan

a. Sekiranya hukuman kebiri dianggap menyalahi aturan hukum fikih, maka hukuman apakah yang
dianggap pantas ditimpakan atas pelaku kejahatan phedofilia sehingga menimbulkan efek jera
dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan ini?

b. Apa saja yang menjadi hak bagi korban phedofilia atas kerugian fisik dan mental yang mesti
dibebankan atas pelaku?

Jawaban a

Jika kejahatan pedofilia yang dilakukan termasuk kategori perzinaan, maka dalam perspektif
fikih Islam hukumannya adalah cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun bagi orang
_yang belum menikah atau hukuman ragjam bagi yang sudah menikah. Jika tergolong liwath
(sddomi), maka dihukum mati. Namun jika sebatas pelecehan seksual, maka hukumannya
diserahkan pada hakim (ta’zir).

BM Qanuniyah Musykerwil | PWNU Jatim 2019 10



Namun mengingat penerapan hukum pidana di Indonesia adalah kategori ta’zir yang dalam
perspekif KUHP maksimal pemberatan hukumannya adalah hukuman mati, maka hukuman
maksimal yang paling memungkinkan dilaksanakan adalah hukuman penjara seumur hidup atau
hukuman mati.
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Jawaban b e,

Yang menjadi hak bagi korban phedofilia atas kerugian fisik dan mental yang mesti
dibebankan atas pelaku adalah:

1) Jika korban adalah perempuan dan sampai menghilangkan keperawanan, maka ia berhak
menuntut mahar mitsli, dan kerugian kehilangan keperawanannya serta kerugian yang setimpal
dengan cacat fisik dan atau cacat mental yang ia derita.

2) Jika tidak sampai menghilangkan keperawanan atau korban pedhofil berkelamin laki-laki, maka
korban berhak menuntut kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau mental yang ia
alami.
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